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Oppy Pramudya Wisnu Wardhana, Hukum Perdаtа Bisnis Fаkultаs Hukum 
Universitаs Brаwijаyа, Mei 2021, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS 
SITA JAMINAN APABILA HARTA (BOEDEL) PAILIT HASIL DARI TINDAK PIDANA, 
Setiawan Wicaksono S.H., M.Kn., dаn Syahrul Sajidin S.H., M.H. 
Pаdа skripsi ni, penulis mengаngkаt permаsаlаhаn terkait dengan sita jaminan 
yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur. Aset jaminan merupakan jaminan 
pelunasan utang pada saat Debitur mengalami masalah dan gagal bayar sesuai 
dengan kesepakatan utang-piutang antara Debitur dan Kreditur.  
Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut terdapat dua rumusan masalah 
yaitu : Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila harta kekayaan debitur 
merupakan hasil dari tindak pidana? Dan bagaimana kedudukan perlindungan 
hukum bagi kreditur atas sita umum apabila harta pailit hasil dari tindak pidana? 
Penelitiаn di аtаs menggunаkаn pendekаtаn yuridis normаtif dengаn 
menggunаkаn pendekаtаn perUndаng-Undаngаn (Stаtute Аpproаch) dаn 
Pendekаtаn Аnаlitis (Аnаlyticаl Аpproаch). Untuk Bаhаn Hukum Primer diperoleh 
dаri Perundаng-Undаngаn Sedаngkаn bаhаn hukum sekunder dаn tersier 
diperoleh dаri buku-buku, dokumen аtаu kepustаkааn dаn kаmus. Bаhаn hukum 
yаng diperoleh penulis аkаn diаnаlisis dengаn pendekatan yang digunakan untuk 
mengetahui makna yang digunakan dalam perundang-undangan secara 
konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam dua pemeriksaan, 
sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang status hukum 
benda agunan milik pihak ketiga dalam kepailitan debitur. 
Dаri hаsil penelitiаn dengаn menggunаkаn metode di аtаs, penulis memperoleh 
jаwаbаn аtаs permаsаlаhаn yаng аdа bаhwа Aset Jaminan dari kekayaan debitur 
yang diperoleh dari melakukan tindak pidana yang disita oleh penyidik dengan 
berpedoman pada Pasal 39 ayat (2) KUHAP sebagai barang bukti tindak pidana. 
Dalam hal ni Kurator bisa melakukan perlindungan hukum kepada Kreditur atas 
jaminan yang terkena sita pidana tersebut dengan mengajukan upaya perlawanan 
seperti mengajukan gugatan lain-lain pada Pengadilan Niaga, kasasi dan 
peninjauan kembali terhadap sita umum kepailitan dibarengi dengan adanya sita 






mungkin dilakukan karena adanya sita pidana tidak menghapus nilai jaminan atas 








Oppy Pramudya Wisnu Wardhana, Hukum Perdаtа Bisnis Fаkultаs Hukum 
Universitаs Brаwijаyа, May 2021, LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS FOR 
SECURITIES WHEN PROPERTY (BOEDEL) PAILIT S REVENUE FROM CRIMINAL 
ACTION, Setiawan Wicaksono S.H., M.Kn., and Syahrul Sajidin S.H., M.H. 
  
In this thesis, the author raises the problem related to the guarantee confiscation 
provided by the debtor to the creditor. Collateral assets are collateral for repayment 
of debts when the debtor has problems and failed to pay in accordance with the 
account’s receivable agreement between the debtor and creditor. 
Based on the background of the research, there are two problem formulations: 
What are the legal consequences of the debtor's assets being the result of a 
criminal act? And what is the position of legal protection for creditors over general 
confiscation of the bankruptcy property as the revenue of a criminal act? 
Research at above uses a normative juridical approach using a mandatory guide 
approach (State Аpproаch) and an analytic approach (Аnаlyticаl Аpproаch). 
Primary Laws are obtained from the Legislation, while secondary and tertiary laws 
are obtained from books, documents or libraries and convictions. The law obtained 
by the author will be analyzed by the approach used to determine the meaning 
used in legislation conceptually, as well as knowing its application in two 
examinations, as a basis for judges' consideration in deciding cases regarding the 
legal status of collateral objects belonging to third parties in the debtor's 
bankruptcy. 
From the results of the research using the above method, the author gets an 
answer to the problem that's the Collateral Assets of the debtor's assets income 
from committing a crime that is confiscated by investigators based on Article 39 
paragraph (2) of the Criminal Code as evidence. In this case the curator can 
provide legal protection to creditors for the collateral affected by the criminal 
confiscation by submitting counter measures such as filing other claims at the 
Commercial Court, cassation and reconsideration of general confiscation of 
bankruptcy accompanied by criminal confiscation by the investigator or prosecutor. 















PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN 
A. LATAR BELAKANG 
Kasus Munculnya berbagai kasus keuangan yang terpaut dengan badan-
badan hukum1 dalam pemenuhan kewajiban terhadap kreditur sebagai lembaga 
pengucur dana. Utamanya untuk badan-badan usaha yang mengkhawatirkan 
apabila dana telah dikucurkan tidak bisa dikembalikan seluruhnya oleh debitur 
yang hadapi kebangkrutan.  
Sesuatu realitas bahwa aktivitas usaha pada era global saat ini tidak bisa 
terisolir dari masalah-masalah lain. Sesuatu industri yang dinyatakan pailit akan 
memiliki imbas serta pengaruh kurang baik bukan cuma kepada industri itu sendiri 
melainkan juga berdampak secara global kepada yang lain.  
Oleh sebab itu, lembaga kepailitan adalah salah satu kebutuhan pokok di 
dalam kegiatan bisnis2, sebab terdapatnya status pailit merupakan salah satu cara 
bagi pelaku bisnis untuk keluar dari pasar. Karena setiap pelaku bisnis, begitu 
merambah pasar maka pelaku bisnis akan bermain dalam pasar. Dan apabila 
pelaku bisnis telah tidak sanggup lagi bermain di arena pasar, dan dengan berbagai 
alasan ingin keluar ataupun terpaksa keluar apalagi dituntut harus keluar dari 
pasar. Maka dalam perihal semacam nilah lembaga kepailitan tu berfungsi.3 
 
1 Badan usaha sebagaimana yang dikemukakan oleh Dominick Salvatore dalam bukunya dengan 
judul Managerial economics in a global economy. New York: McGraw-Hill, 1993, menyebutkan 
bahwa badan usaha adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengkoordinasikan 
berbagai sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang-barang atau jasa untuk 
dijual. Namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan pengertian badan usaha yaitu sekumpulan orang dan atau modal 
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara 
atau Milik Daerah, firma, kongsi, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap. Penulis menarik 
kesimpulan dari kedua definisi ini, bahwa badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan 
ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan 
layanan pada masyarakat. 
2 Bisnis sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert J. Hughes dan Jack R. Kapoor dalam bukunya 
dengan judul Foundations of business. Cengage Learning, 2014, menyebutkan bahwa bisnis 
adalah kegiatan individu yang mana terorganisir, atau bisa dikatakan terorganisasi oleh serangkaian 
individu untuk menghasilkan suatu produk atau barang untuk dijual, serta menjual barang maupun 
jasa yang ditujukan guna untuk mendapatkan keuntungan dan disamping itu ditujukan guna untuk 
memenuhi kebutuhan dari masyarakat. 






Kepailitan merupakan vonis majelis hukum yang menyebabkan sita 
universal atas segala kekayaan debitur baik yang telah terdapat ataupun hendak 
terdapat. Kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia 
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan serta Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang (yang berikutnya ditulis UU KPKPU). UU KPKPU menerangkan kalau 
kepailitan merupakan sita universal atas seluruh harta kekayaan debitur pailit yang 
pengurusan serta pemberesannya dilakukan oleh kurator di dasar pengawasan 
hakim pengawas yang diatur di dalam undang- undang ni. UU KPKPU tidak 
mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sita atau penyitaan akan tetapi UU ini 
mengatur dua bentuk sita yaitu sita jaminan dan sita umum. Menurut Pasal 10 UU 
KPKPU, sita jaminan adalah sita yang dilakukan terhadap sebagian atau 
keseluruhan harta kekayaan debitur guna melindungi kepentingan kreditur.  
Permohonan sita jaminan dapat diajukan ke pengadilan oleh setiap 
kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri 
Keuangan. Sita jaminan dalam perkara kepailitan dimohonkan sebelum pailit 
diputuskan. Sita jaminan akan berakhir begitu hakim memutus pailit atau PKPU 
tetap.  Begitu hakim memutus pailit maka berlaku secara otomatis sita umum 
terhadap semua harta kekayaan milik debitur.  
Tujuan sita umum ni hampir sama dengan tujuan sita perdata pada 
umumnya yaitu mencegah debitur melakukan perbuatan yang merugikan para 
krediturnya seperti menyembunyikan atau menyelewengkan harta, hanya saja 
terdapat satu tujuan khusus dari kepailitan yaitu mencegah terjadinya perebutan 
harta debitur oleh para kreditur.  Terkait tujuan terakhir ni maka sesudah putusan 
pailit harta debitur akan dikelola oleh kurator.  
Dalam melakukan penyitaan masih terdapat Aturan-aturan yang 
menimbulkan pertentangan dengan aturan sita umum dalam UU KPKPU. 
Pertimbangan hakim dalam memutus apabila terdapat pergesekan ni juga 
terpecah menjadi dua, yaitu: 
1. Pandangan bahwa sita umum dapat membatalkan sita-sita lainnya 
contoh kasus pencoretan sita pajak yang dilakukan oleh hakim pengawas pada 






pemblokiran dan penyitaan yang dilakukan Bareskrim dan Badan Pertanahan 
Nasional terkait sertifikat Hak Guna Bangun milik perusahaan pailit, PT SCR. 
2. Pandangan bahwa sita umum tidak bisa membatalkan sita-sita lainnya, 
contoh kasus putusan MA terkait perkara hubungan Industrial PT Bhineka Karya 
Manunggal dan Putusan Kasasi No. 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 terkait kepailitan PT 
Aliga International Pratama. Pada kasus PT Aliga International Pratama yang 
menjadi pertimbangan majelis hakim untuk menolak gugatan kurator untuk 
mencabut sita yang dilakukan oleh jaksa atas harta pailit adalah karena sita yang 
dilakukan jaksa berdasarkan pemeriksaan pidana, maka pembatalan sita harus 
dilakukan melalui ketentuan yang diatur dalam KUHAP. 
Dalam praktik, harta pailit yang telah disita umum dan telah dibereskan 
oleh kurator ternyata dapat diambil alih oleh penyidik untuk disita pidana. Penyidik 
melakukan penyitaan karena terdapat indikasi bahwa harta tersebut terkait dengan 
tindak pidana korupsi4 dan pencucian uang5.6 Hal ini yang menjadi tidak sesuainya 
dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU KPKPU. Disitu jelas tertulis bahwa seluruh 
sita dihentikan ketika putusan pailit telah diucapkan. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mencoba untuk 
mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila harta kekayaan debitur 
merupakan hasil dari tindak pidana dan kedudukan perlindungan hukum bagi 
kreditur atas sita umum apabila harta pailit hasil dari tindak pidana. Dengan 
demikian penulis mengambil judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 
 
4 Korupsi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, 
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 
5 Pencucian uang menurut Yenti Ginarsih dalam bukunya yang berjudul Kriminalisasi Pencucian 
Uang (Money Laundering), Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003, Istilah 
pencucian uang sendiri konon dipakai karena para mafia membeli perusahaan pencucian pakaian 
(laundromat) sebagai tempat mereka menginvestasikan dan mencampur hasil kejahatan mereka 
yang amat besar yang berasal dari hasil pemerasan, penjualan minuman keras ilegal, perjudian 
maupun pelacuran. Namun tampaknya tidak semua setuju dengan asal muasal istilah pencucian uang 
yang dikaitkan dengan cerita mafia tersebut. Menurut Jeffrey Robinson dalam bukunya Social 
Entrepreneurship, New York: Palgrave Macmillan, 2006, mitos mafia tersebut hanya karangan 
belaka, sedangkan istilah money laundering sendiri dipakai karena istilah tersebut secara tepat 
mendeskripsikan proses yang terjadi, yakni uang tidak sah (kotor) ditempatkan melalui siklus 
transaksi-transaksi (dicuci), sehingga hasil yang keluar menjadi uang sah (bersih). 
6 Romli Atmasasmita, “Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan 
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Agung No. 157 
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haknya dan negara 
tidak perlu khawatir 
karena kurator dapat 
menjamin negara 
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kreditur pemegang hak 
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Nomor 37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan. 
 
C. RUMUSAN MASALAH 
1. Apa akibat hukum saat harta pailit hasil dari tindak pidana? 
2. Apa perlindungan hukum bagi kreditur atas sita umum harta pailit hasil 
dari tindak pidana? 
D. TUJUAN PENELITIAN 
1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa akibat hukum yang 
ditimbulkan saat harta kekayaan debitur merupakan hasil dari tindak 
pidana. 
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa perlindungan hukum bagi 
kreditur atas sita jaminan saat harta pailit hasil dari tindak pidana. 
 
E. MANFAAT PENELITIAN 
Manfaat dari penelitian ini meliputi: 






1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata bisnis 
pada umumnya dan khususnya di bidang kepailitan. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dan referensi 
bagi penelitian sejenis lainnya di masa mendatang. 
b. Manfaat Praktis. 
1. Bagi Pembuat Kebijakan dan Perancang Peraturan 
Perundangan. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan 
bagi Pembuat Kebijakan dan Perancang Peraturan Perundangan 
dalam merumuskan konsep peraturan terkait sita umum pailit. 
2. Bagi Pemerintah. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan 
bagi penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan 
kepailitan khususnya di bidang penyitaan. 
3. Bagi Masyarakat 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan 
bagi masyarakat luas terutama bagi kreditur pada perusahaan 
yang diputus pailit agar mendapat hak nya secara jelas.  
F. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 
metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 
satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.7 Jenis 
penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (Legal research) atau 
disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini hukum 
dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law 
 






in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan 
patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.8 
Pada penelitian ini, peneliti menganalisis fokus penelitian baik dari segi 
bahan hukum primer, sekunder, tersier mengenai Perlindungan Hukum Bagi 
Kreditur Atas Sita Jaminan Apabila Harta (Boedel) Pailit Hasil Dari Tindak Pidana. 
2. Pendekatan Penelitian 
Demi memahami secara utuh dan komprehensif pada penelitian ini, 
pertama, peneliti menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute 
Approach), yaitu pendekatan yang memfokuskan telaah pada berbagai aturan 
hukum yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah hukum yang menjadi 
fokus penelitian. Aturan hukum tersebut adalah yang terkait dengan penelitian ini 
yaitu pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang status hukum benda 
agunan milik pihak ketiga dalam kepailitan debitur. 
Pada penelitian ini menggunakan Pendekatan Analitis (Analytical Approach) 
yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui makna yang digunakan 
dalam perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui 
penerapannya dalam dua pemeriksaan. Pertama, berusaha memperoleh makna 
yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah- 
istilah tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.9 
Dalam hal ini terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang 
status hukum benda agunan milik pihak ketiga dalam kepailitan debitur. 
Selain itu, pada penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case 
Approach). Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh 
peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh 
hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, ratio decidendi 
dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut 
berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti 
sebaliknya. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim 
 
8 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 
2014, hlm. 118 
9 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 






maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan 
kepada fakta materiel tersebut.10 Dalam hal ini terkait dengan pertimbangan hakim 
dalam memutus perkara tentang status hukum benda agunan milik pihak ketiga 
dalam kepailitan debitur. 
3. Jenis Bahan Hukum 
Dalam penelitian hukum normatif selalu diawali dengan premis normatif, 
datanya juga diawali dengan data sekunder. Bagi penelitian hukum normatif yang 
hanya mengenal data sekunder saja. Penelitian ini menggunakan bahan hukum 
yang bersifat normatif – preskriptif, yaitu untuk mengkaji permasalahan hukum 
yang terkait dengan substansi hukum positifnya dan secara tekstual tidak hanya 
norma-norma, melainkan juga asas-asas dan nilai-nilai yang terkandung di 
dalamnya mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang status 
hukum benda agunan milik pihak ketiga dalam kepailitan debitur. Bahan hukum 
tersebut berupa peraturan hukum positif (ius constitutum) nasional yang 
didasarkan pada kekuatan mengikatnya diklasifikasikan menjadi 3 jenis bahan 
hukum secara hierarkis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 
bahan hukum tersier. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 
ini terdiri dari: 
1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan 
perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki tata urutan 
peraturan perundangan di Indonesia 11 yang meliputi : 
A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 
23) 
B. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
C. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana 
D. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
 
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, KENCANA, Jakarta, 2017, hlm. 158. 






E. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 
Perbankan 
F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan 
Tanah 
G. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung 
H. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas 
I. Putusan Pengadilan: 
a) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
Nomor 11/GugatanLainLain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor26/ 
Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. 
b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. 
c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt.Sus-Pailit/2012. 
d) Putusan Mahkamah Agung Nomor 202PK/Pdt.Sus/2012. 
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas: 
A. Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh; 
B. Jurnal-jurnal hukum; 
C. Pendapat para sarjana; 
D. Kasus-kasus hukum yang terkait dengan kepailitan dan penyitaan; 
E. Yurisprudensi. 
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder12 yang 
meliputi: 
A. Kamus hukum; 
B. Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan 
C. Ensiklopedia. 
 






4. Sumber Bahan Hukum 
Adapun untuk memperoleh sumber-sumber bahan hukum seperti yang 
diuraikan di atas, penulis memperolehnya dari: 
A. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya 
B. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya 
C. Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang 
D. Catatan pribadi 
5. Teknik Penelusuran Bahan Hukum 
Adapun teknik yang digunakan dalam memperoleh bahan hukum primer 
dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran studi 
kepustakaan. 
Bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dari studi literatur di 
Perpustakaan Umum Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, 
Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), surat 
kabar, koleksi pribadi penulis serta dengan cara mengunduh berbagai artikel di 
internet yang berkaitan dengan topik yang hendak dibahas. 
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Selanjutnya bahan hukum yang ada tersebut dianalisis baik secara deduktif 
maupun induktif untuk melihat konsistensi pengaturan perundangan di Indonesia 
dalam memberikan kepastian hukum terhadap sita umum kepailitan dan sita 
pidana di Indonesia. 
Analisis bahan hukum dilakukan dengan beberapa tahap yaitu: 
1. Tahap identifikasi, dalam tahap ini yang dilakukan adalah menginventarisasi 
bahan-bahan hukum terkait perlindungan hukum bagi kreditur atas sita 
jaminan apabila harta pailit hasil dari tindak pidana. 
2. Tahap deskripsi, dalam tahap ini yang dilakukan adalah melakukan 






undang-undang di Indonesia dalam memberikan kepastian hukum terhadap 
kreditur atas sita jaminan apabila harta pailit hasil dari tindak pidana. 
3. Tahap analisis fungsional, dalam tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan 
dari tahapan – tahapan sebelumnya yang telah dilakukan sehingga dapat 
ditemukan upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur 
atas sita jaminan apabila harta pailit hasil dari tindak pidana. 
7. Definisi Konseptual 
1. Sita Umum  
Sita Umum dalam hal ini merupakan sitaan terhadap harta benda dengan 
kepemilikan mutlak pada debitur, baik yang ada sekarang maupun di masa yang 
akan datang yang digunakan sebagai jaminan pemberesan piutang debitur kepada 
para krediturnya.  
2. Kepailitan 
Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang 
pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan 
hakim pengawas yang diatur di dalam UU KPKPU. 
3. Sita Pidana 
Sita Pidana biasa disebut dengan penyitaan. Penyitaan dalam KUHAP 
didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih 
dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak 
bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam 
penyidikan, penuntutan, dan peradilan. 
4. Harta Pailit 
Dapat diartikan sebagai seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan 
pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Saat 
putusan pailit diucapkan, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai 
dan mengurus kekayaan yang termasuk harta pailit 






Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang 
melanggar ataupun melakukan larangan tersebut. Masyarakat harus benar-benar 
merasakan perilaku tersebut, karena tindak pidana adalah perilaku yang dilarang 
atau dihalangi untuk mencapai ketertiban dalam interaksi sosial yang ingin dicapai 
masyarakat. 
G. Sistematika Penulisan 
BAB I : PENDAHULUAN 
Terdiri dari pendahuluan yang berguna untuk acuan dalam melaksanakan 
penelitian. Pada bab ini mekanisme diuraikan secara urut mulai dari latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode 
penelitian (jenis dan pendekatan, bahan hukum: primer, sekunder, tersier, teknik 
memperoleh bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, definisi konseptual), 
kemudian terakhir sistematika penulisan. 
BAB II : KAJIAN PUSTAKA 
Terdiri dari landasan teoritis tentang Perlindungan Hukum Bagi Kreditur 
Atas Sita Jaminan Apabila Harta (Boedel) Pailit Hasil Dari Tindak Pidana, baik 
secara teoritis maupun normatif serta literatur lainnya yang berkaitan dengan tema 
yang akan dibahas. 
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Terdiri dari pembahasan menyeluruh mengenai akibat hukum yang 
ditimbulkan apabila harta kekayaan debitur merupakan hasil dari tindak pidana. 
BAB IV 
Terdiri dari pembahasan menyeluruh mengenai kedudukan perlindungan 
hukum bagi kreditur atas sita jaminan apabila harta pailit hasil dari tindak pidana. 
BAB V : PENUTUP 
Terdiri dari penutup dan keseluruhan pembahasan mengenai Perlindungan 
Hukum Bagi Kreditur Atas Sita Jaminan Apabila Harta (Boedel) Pailit Hasil Dari 










A. Tinjauan umum Perjanjian Kredit 
1. Pengertian Perjanjian Kredit 
Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah hubungan hukum, 
hubungan hukum itu timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa 
perbuatan, kejadian, keadaan dalam lingkup harta kekayaan.13 Juswito Satrio 
mengemukakan pendapatnya bahwa, perjanjian adalah peristiwa yang 
menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak  
atau dengan perkataan lain bahwa perjanjian berisi perikatan.14 
Perjanjian juga diatur dalam KUHPerdata Pasal 1313 yang menentukan, 
bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.  Pengertian kredit 
dikenal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU 
Perbankan) Pasal 1 Ayat (11) yang menentukan, bahwa: “Kredit adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain 
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 
tertentu dengan pemberian bunga”.  
Secara umum dan sederhana kredit berarti utang (loan) dan utang adalah 
sesuatu yang kelak harus dibayar kembali kepada yang telah meminjamkannya 
Kredit berasal dari bahasa latin credere yang berarti kepercayaan dan dalam 
bahasa inggris faith atau trust dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur 
dalam hubungan perkreditan dengan debitur, mempunyai kepercayaan bahwa 
 
13 Abdulkadir Muhammad, 2003, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, h. 199. 
14 Satrio, J. 1995. Hukum perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian: buku II. Citra Aditya Bakti, 






debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat 
mengembalikan kredit yang bersangkutan.15 
 Menurut O.P Simorangkir, kredit merupakan pemberian prestasi dengan 
kontraprestasi yang akan terjadi pada waktu mendatang. Prestasi yang dimaksud 
adalah uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit 
berfungsi sebagai kooperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kredit 
dalam arti luas didasari oleh komponen-komponen kepercayaan, risiko dan 
pertukaran ekonomi di masa depan.16 
  Berdasarkan pengertian kredit diatas, kredit adalah pemberian pinjaman 
dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kreditur maupun debitur untuk 
melunasi pinjamannya kepada kreditur, dengan cara mengembalikan uang 
pinjaman berdasarkan kesepakatan. Dalam pemberian kredit diperlukan 
kepercayaan, tanpa adanya keyakinan suatu lembaga kredit tidak akan ada 
pemberian kredit kepada debitur, dengan keyakinan bahwa debitur dapat melunasi 
kreditnya kepada kreditur sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.  
Perjanjian kredit dilihat dari pembuatannya, dapat digolongkan menjadi 2 
(dua) jenis yaitu :17 
1. Perjanjian kredit dibawah tangan.  
Perjanjian kredit di bawah tangan adalah perjanjian kredit yang sengaja 
dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat 
pembuat akta dengan kata lain perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian yang 
dimasukan oleh para pihak sebagai alat pembuktian, tetapi tidak dihadapan 
pejabat umum pembuat akta.  
2. Perjanjian kredit dengan akta notariil.  
Akta notaris merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang 
yaitu notaris. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa: “akta notaris adalah akta otentik 
 
15 Rachmadi Usman, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, cet. II, Jakarta, 
Gramedia Pustaka Utama, h. 236  
16 Simorangkir, 1996, Seluk Beluk Bank Komersial, Aksara Persada Indonesia, Jakarta h.91 
17 Viktor Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 2004, Grosse Akta Dalam Pembuktian 






yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang 
ditetapkan di dalam undang- undang ini.” Berdasarkan pengertian diatas dapat 
disimpulkan bahwa tentang penggolongan akta otentik terbagi menjadi beberapa 
macam yaitu:  
a) Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum disebut juga akta relaas acten, 
yaitu akta yang berisikan berupa uraian notaris yang dilihat, disaksikan, 
dan dibuat notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau 
perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan kedalam bentuk akta 
notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan 
menuduh bahwa akta itu palsu.  
b) Akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum disebut juga akta partij 
acten atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang 
dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat 
akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak dapat diganggu 
gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.  
Di dalam KUHPerdata tidak ditemukan pengertian perjanjian kredit, 
perjanjian dalam KUHPerdata yang mirip dengan perjanjian kredit yaitu perjanjian 
pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III Bab XIII Pasal 1754 yang 
menyebutkan bahwa: "Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang 
satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang 
yang habis karena pemakaian. Dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan 
mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”.  
Perjanjian kredit menurut Subekti dan Marhainis Abdul Hay pada 
hakikatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam 
KUHPerdata. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mariam Daris Badrulzaman 
bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di KUHPerdata 
Pasal 1754.18 
 







2. Sistem Pemberian Kredit  
Pemberian kredit merupakan unsur terbesar dari aktiva bank serta 
menentukan maju mundurnya bank dalam menjalankan fungsinya untuk 
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, kredit yang diberikan 
oleh bank sebagian besar tidak dapat dikembalikan secara utuh oleh nasabahnya.  
Apabila hal itu terjadi, maka akan membawa risiko bagi bank yang akhirnya 
menimbulkan kredit macet. Upaya yang dilakukan bank untuk mencegah 
terjadinya risiko tersebut yaitu dengan memberikan kredit berdasarkan analisis 
kredit yang memadai.  
Pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan, Pasal 8 ayat (1) 
menyebutkan bahwa “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 
mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk 
melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai 
dengan yang diperjanjikan”, selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa 
“bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan rakyat dan 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia”.   
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU Perbankan dapat diketahui jabaran lebih 
lanjut dari asas-asas perkreditan yang sehat dan prinsip-prinsip kehati-hatian 
dalam kaitannya dengan pemberian kredit, yaitu:  
a) mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas 
itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk 
melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud 
sesuai dengan yang diperjanjikan. 
b) memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia.19 
 







Bank dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan terhadap calon 
debiturnya bahwa kredit yang diberikan akan kembali sesuai dengan yang 
diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka bank sebelum 
memberikan kredit harus melakukan penilaian dengan menggunakan prinsip yang 
dikenal dengan sebutan the five C credit analysis atau prinsip 5 C's, yang meliputi:  
a) Penilaian watak/kepribadian (character)  
Penilaian watak atau karakter atau kepribadian calon debitur dimaksudkan 
untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau 
mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian 
hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah 
terjalin antara bank dan (calon) debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak 
lain yang mengetahui moral, kepribadian, dan perilaku calon debitur dalam 
kehidupan kesehariannya.  
b) Penilaian kapasitas/kemampuan(capacity)  
Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya 
dan kemampuan materialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan 
dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam 
jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Kalau 
kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. 
Demikian juga jika trend bisnisnya atau kinerja bisnisnya menurun, maka kredit 
juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika penurunan itu karena kekurangan 
biaya, sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat 
peluncuran kredit, maka trend atau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan 
semakin membaik.  
c) Penilaian terhadap modal (capital)  
Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara 
menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui 
kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau 
usaha calon debitur yang bersangkutan. Dalam praktik selama ini, bank jarang 
sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. 






dibiayai dengan kredit bank. Bank fungsinya hanya menyediakan tambahan modal, 
dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.  
d) Penilaian terhadap agunan (collateral)  
Untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur 
wanprestasi, maka calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa 
agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar 
jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah 
seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon 
debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat 
dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian kredit atau pembiayaan 
yang tersisa.  
e) Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (condition of economy)  
Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan diluar negeri, baik 
masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil 
proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui.20 
3. Jaminan Kredit  
Dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur, kreditur harus 
mengetahui dengan jelas apakah debitur mempunyai itikad baik untuk 
mengembalikan fasilitas kredit tersebut tepat pada waktunya. Faktor terpenting 
yang harus diteliti oleh kreditur adalah adanya jaminan yang dapat digunakan 
untuk melunasi utang debitur kepada kreditur sehingga bila suatu saat debitur 
wanprestasi, maka kreditur dapat menjual barang yang diagunkan tersebut untuk 
melunasi utang debitur kepada kreditur. Untuk mengurangi risiko kerugian 
kreditur, maka diadakan suatu jaminan utang piutang oleh para pihak yang 
menyerahkan barang milik debitur kepada kreditur sebagai jaminan 
dilaksanakannya kewajiban debitur kepada kreditur.21 
 
20 Neni Sri Irmayanti dan Panji Adam Agus Putra, 2016, Pengantar Hukum Perbankan 
Indonesia, Bandung, h. 136. 
21 Djuhaendah Hasan, 2006, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain 
Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal (Suatu 
Konsep Dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan), PT. Citra Aditya Bakti, 






 Kreditur dalam hal mengurangi risiko debitur cidera janji, maka kreditur 
akan meminta agunan kepada debitur. Agunan adalah jaminan tambahan yang 
diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit 
atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah” sebagaimana dimuat dalam Pasal 
1 angka (23) UU Perbankan.  
KUHPerdata juga memuat ketentuan umum mengenai jaminan atau 
agunan terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132, Dalam Pasal 1131 KUHPerdata 
disebutkan: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang 
tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari 
menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”.  
Dalam Pasal 1132 KUHPerdata disebutkan: “Kebendaan tersebut menjadi 
jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan kepadanya; 
pendapatan penjualan dari benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, 
yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para 
berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”  
Dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa pada suatu 
pemberian kredit, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 
mendalam atas kesanggupan nasabah debitur risiko tersebut, jaminan pemberian 
kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk 
melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting 
yang harus diperhatikan bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum 
memberi kredit bank harus melakukan penilaian secara teliti terhadap kemampuan 
modal, agunan, watak dan prospek usaha calon debiturnya, karena agunan 
menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit. Agunan tersebut dapat berupa 
barang, proyek atau hak tagih. Selain itu tanah adat juga dapat digunakan sebagai 
jaminan agunan yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik atau lainnya.  
Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan 






tambahan. Jadi yang dimaksud dengan agunan pokok adalah barang-barang yang 
berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai sebagai pemberi kredit.22 
Undang-undang juga telah menentukan secara tegas bentuk pengikatan 
jaminan yang dilakukan atas benda tidak bergerak, untuk jaminan berupa tanah 
yang dapat diterima sebagai jaminan adalah tanah yang berstatus dan telah 
mempunyai Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha atau Hak 
Pakai Atas Tanah Negara (yang karena ketentuan perundang-undangan harus 
didaftar dan karena sifatnya dapat dipindahtangankan) dimana untuk tanah-tanah 
jenis ini pengikatannya dilakukan dengan Hak Tanggungan. Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah serta benda-benda 
yang berkaitan dengan tanah menjelaskan mengenai pengertian Hak Tanggungan 
yaitu Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang 
tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu 
terhadap kreditor-kreditor lain. 
Pada awalnya penyelesaian kredit dengan cara jual beli barang agunan di 
luar lelang adalah tidak diperkenankan oleh undang-undang. Hal ini dapat dilihat 
dari ketentuan pasal 6 huruf k Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang berbunyi 
: “…Usaha Bank Umum meliputi : membeli melalui pelelangan agunan baik semua 
maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, 
dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.” Dalam 
ketentuan Undang-Undang tersebut pembelian harus melalui pelelangan umum, 
sehingga pembelian diluar lelang tidak diperbolehkan. 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang menghapus ketentuan Pasal 
6 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan 
sebagai berikut : “ Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik 
melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara 
sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang 
dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya 
kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan 
 
22 Siswanto Sutojo, 2007, Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus, PT. Pustaka 






secepatnya.” Dengan adanya ketentuan Pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 
10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan tersebut diatas, memberikan keleluasaan bagi bank dan debitur 
dalam mengusahakan penyelesaian kredit macet diantara mereka melalui 
pembelian diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik 
agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan. 
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (“UU 
HT”) dinyatakan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan atas 
tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-
benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang 
tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu 
terhadap kreditor-kreditor lain. Hal ini semakin mempertegas kedudukan yang 
diutamakan dari hak tanggungan. Selain itu keutamaan hak tanggungan meliputi: 
1. Hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui 
pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya atas hasil 
penjualan tersebut. Hak tanggungan tersebut tetap mengikuti objeknya 
dalam tangan siapapun objeknya berada (droit de suite). 
2. Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama 
dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 
3. Hak tanggungan akan hapus atau hilang dalam hal terpenuhinya hal-hal 
sebagai berikut:  
a. hapusnya utang yang dijaminkan dengan hak tanggungan; 
b. dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan; 
c. pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh 
pengadilan negeri; 
d. hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. 
4. Kredit Macet  
Dalam perkembangan pemberian kredit, yang paling tidak 
menggembirakan bagi pihak adalah apabila kredit yang diberikannya ternyata 






bunga pinjaman oleh nasabah, terlihat pada tata usaha bank dan hal ini 
merupakan kolektibilitas dari kredit. Informasi dari tingkat kolektibilitas akan 
sangat bergantung bagi bank untuk kegiatan pengawasan terhadap masing-
masing nasabah secara individu maupun secara keseluruhan.  
Kredit macet merupakan salah satu dari penggolongan kredit bermasalah. 
Istilah penggolongan kredit bermasalah merupakan istilah yang dipakai untuk 
menunjukan penggolongan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas 
kredit itu sendiri. Untuk menentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah 
didasarkan pada kolektibilitas kredit.23 
Kolektibilitas atau collectibility yaitu keadaan pembayaran pokok atau 
angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan 
diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau 
penanaman lainnya.24 
 Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 
14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, menentukan bahwa 
kolektibilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) bagian, 
yaitu :  
a. kredit lancar, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan 
pembayaran bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan 
tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit;  
b. kredit dalam perhatian khusus, yaitu kredit yang pengembalian pokok 
pinjaman atau pembayaran bunganya terdapat tunggakan dalam kurun 
waktu sampai dengan 90 hari;  
c. kredit kurang lancar, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman 
atau pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 90 
hari sampai 180 hari dari waktu yang telah disepakati;  
d. kredit diragukan, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan 
pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 
hari sampai 270 hari dari waktu yang disepakati;   
 
23 Ibid, h.427 
24 Anonim, 2018, Kamus Bisnis dan Bank, Media BPR, URL : http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-






e. kredit macet, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan 
pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari 
atau 9 bulan.   
Kredit dengan kolektibilitas lancar adalah masuk dalam kriteria Performing 
Loan, sedangkan kredit dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus, kurang 
lancar, diragukan, dan kredit macet masuk dalam kriteria kredit bermasalah. 
Walaupun suatu kredit memenuhi kriteria lancar, dalam perhatian khusus, kurang 
lancar, dan diragukan, namun apabila menurut penilaian keadaan usaha peminjam 
diperkirakan tidak mampu untuk mengembalikan sebagian atau seluruh 
kewajibannya, maka kredit tersebut harus digolongkan pada kualitas yang lebih 
rendah atas dasar penilaian yang berpedoman pada indikator tambahan yang 
ditentukan oleh Bank Indonesia. 25 
Menurut Siswanto Sutojo, suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet 
bilamana:26 
a. tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan 
kredit diragukan; atau  
b. dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 
21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi 
pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit; atau  
c. penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah 
diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang 
Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada 
perusahaan asuransi kredit.  
Timbulnya kredit-kredit bermasalah menurut Kasmir, selain berasal dari 
nasabah dapat juga berasal dari bank, karena bank tidak terlepas dari kelemahan 
yang dimilikinya. Salah satu penyebabnya karena pihak bank dalam melakukan 
analisis kurang teliti sehingga apa yang akan terjadi dalam perjalanan kredit tidak 
diprediksi sebelumnya oleh pihak bank sehingga dapat menimbulkan kredit macet 
 
25 Siswanto Sutojo, Op. Cit, h.12   






dari debitur. Selain itu, dapat pula terjadi karena kolusi dari pihak analis kredit 
dengan`pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.27 
Dari pengertian kredit macet diatas, dapat dijelaskan lebih luas lagi bahwa 
pengertian kredit macet adalah dimana kredit itu mengalami kesulitan dalam 
pelunasan pembayaran akibat dari berbagai faktor-faktor ataupun ada unsur-unsur 
sengaja yang disebabkan oleh kondisi atau seluruh kewajiban kepada pihak bank 
sesuai seperti apa yang telah diperjanjikan. Kemudian kredit macet juga dapat 
dikatakan sebagai suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu 
membayar lunas kredit bank tepat pada waktu yang telah diperjanjikan. Apabila 
kredit macet ini tidak dapat diselesaikan oleh debitur, maka kreditur dapat menjual 
agunan kredit melalui mekanisme lelang.28 
  
B. Tinjauan Umum Sita Umum Pailit 
1. Dasar Hukum 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut “UU 
KPKPU”), Pengertian pailit yaitu penyitaan umum seluruh kekayaan debitur pailit 
yang dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan 
ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU KPKPU. Semua harta kekayaan dari debitur pailit yang 
ditentukan secara hukum dalam keadaan sitaan umum, dan pengelolaan serta 
penyelesaiannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. 
Pasal 21 UU KPKPU mengatur bahwa kepailitan meliputi semua kekayaan 
debitur pada saat diumumkan putusan pailit, dan semua kekayaan yang diperoleh 
pada saat pailit. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU KPKPU, bahwa menurut 
putusan pailit terhadap debitur pailit, harta kekayaan yang telah ada atau diperoleh 
oleh debitur pailit pada masa pailit berada pada sita umum. Namun dalam Pasal 
 
27 Kasmir, 2004, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, h.115   
28 Mantayborbir, 2002, Utang Piutang dan Lelang Negara di Indonesia, Penerbit Pustaka 






22 UU KPKPU mengatur bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
tidak berlaku untuk: 
1. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur 
sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang 
dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang 
dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 
(tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat 
itu; 
2. segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai 
penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang 
tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim 
Pengawas; atau  
3. uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban 
memberi nafkah menurut undang- undang. 
Ketentuan pengecualian harta yang dimasukkan dalam harta pailit tersebut 
harus dibaca sepanjang debitur pailitnya adalah orang, dan bukan badan hukum. 
Jika si terpailit adalah sebuah Perseroan Terbatas, maka pengecualian harta pailit 
ini tidak dapat diterapkan, bahkan gaji seorang direktur Perseroan Terbatas malah 
menjadi utang harta pailit yang harus dibayar kepada direktur tersebut.29 
Akibat pailit berdasarkan Pasal 24 ayat 1 UU KPKPU menyatakan bahwa debitur 
yang kehilangan haknya sesuai dengan hukum untuk menguasai dan mengelola 
kekayaannya yang termasuk dalam boedel pailit dimulai pada hari ketika putusan 
pernyataan pailit diumumkan. Pasal 24 ayat 2 UU KPKPU memperjelas mengenai 
apa yang dimaksud dengan tanggal putusan pernyataan pailit dihitung mulai pukul 
00.00 waktu setempat. Selain itu, mengenai dana yang sebelumnya ditransfer oleh 
debitur sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, Pasal 24 ayat 3 UU KPKPU 
menetapkan bahwa transfer tersebut harus diteruskan. Sedangkan mengenai 
transaksi efek di Bursa Efek30 sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, maka 
 
29 M. Hadi Shubhan, Op. Cit., hlm 164. 
30 Bursa efek menurut Marzuki Usman dalam jurnalnya yang berjudul "Perkembangan dan 
Prospek Pasar Modal di Indonesia." Economics and Finance in Indonesia 38 (1990): 45-73, 
pengertian Bursa Efek adalah wadah tempat bertemunya para broker dan dealer untuk melakukan 
jual beli efek (saham dan obligasi). Karena itu umumnya di luar negeri Bursa Efek itu diselenggarakan 






sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 4 UU KPKPU, transaksi tersebut wajib 
diselesaikan.  
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan 2 UU KPKPU diatur 
bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus 
kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan 
pailit diucapkan, dan putusan pernyataan pailit mulai berlaku sejak pukul 00.00 
waktu setempat. Namun ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan 2 UU KPKPU tidak berlaku 
terhadap keadaan-keadaan seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat 3 
dan 4 UU KPKPU. 
Ketentuan dalam Pasal 55 ayat 1 UU KPKPU mengatur bahwa dengan tetap 
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, 57, dan 58, 
setiap kreditur pemegang gadai31, jaminan fidusia32, hak tanggungan33, hipotek34, 
atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah 
tidak terjadi kepailitan atau dapat disebut juga sebagai kreditur separatis35. Namun 
 
Husnan Suad dalam bukunya yang berjudul "Manajemen keuangan teori dan penerapan", 
Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1998, Pengertian Bursa Efek adalah perusahaan yang jasa utamanya 
adalah menyelenggarakan kegiatan perdagangan sekuritas di pasar sekunder. Jadi bisa diambil 
kesimpulan, bursa efek adalah sebuah pasar yang terorganisasi dimana para pialang melakukan 
transaksi jual beli saham/surat berharga dengan berbagai perangkat aturan yang ditetapkan di Bursa 
Efek tersebut. 
31 Sebagaimana yang dikemukakan oleh Frieda Husni Hasbullah dalam jurnalnya yang berjudul 
"Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan." Indo Hill-Co, Jakarta, 2009, 
bahwa gadai pada dasarnya suatu hak kebendaan atas benda bergerak milik orang lain dan bertujuan 
tidak untuk memberi kenikmatan atas benda tersebut melainkan untuk memberi jaminan bagi 
pelunasan utang orang yang memberikan jaminan tersebut. 
32 Sebagaimana yang dikemukakan oleh A Hamzah dan Senjun Manulang dalam bukunya yang 
berjudul Lembaga fiducia dan penerapannya di Indonesia. Indhill, 1987, mengartikan fidusia 
adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan perjanjian pokok 
kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis dan hanya dimiliki 
oleh kreditur secara kepercayaan saja, sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur tetapi bukan 
lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas 
nama kreditur eigenaar. 
33 Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Budi Harsono dalam bukunya yang berjudul "Hukum 
Agraria Indonesia." Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, 
1994, mengartikan Hak Tanggungan adalah penguasaan hak atas tanah, berisi kewenangan bagi 
kreditur untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan. Tetapi bukan untuk dikuasai 
secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cidera janji, dan mengambil 
dari hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran lunas utang debitur kepadanya. 
34 Sebagaimana yang dikemukakan oleh Völlmar, Henry Frédéric Arnold, and I. S. Adiwimarta dalam 
bukunya yang berjudul Pengantar Studi Hukum Perdata. CV Rajawali, 1983. Hipotik diartikan 
sebuah hak kebendaan atas benda-benda bergerak tidak bermaksud untuk memberikan orang yang 
berhak (pemegang Hipotik) sesuatu nikmat dari suatu benda, tetapi ia bermaksud memberikan 
jaminan belaka bagi pelunasan sebuah hutang dengan di lebih dahulukan. 
35 Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU KPKPU dikenal ada 3 (tiga) jenis kreditur yaitu kreditor 
konkuren, kreditor separatis dan kreditur preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditur 






yang perlu digaris bawahi di sini adalah pelaksanaan hak kreditur separatis 
tersebut tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 56, 57, dan 58 UU KPKPU. 
Harta kekayaan Debitur demi hukum berada di bawah sita umum dengan 
ditetapkannya debitur sebagai debitur pailit. Dengan telah ditetapkannya harta 
kekayaan debitur berada di bawah sita umum, maka harta kekayaan debitur tidak  
lagi  dapat  dikenai  sita  khusus  oleh  Penggugat  yang memohon diletakkannya 
sita jaminan atau sita eksekusi.36 Dibandingkan dengan penyitaan hukum perdata 
lainnya yang biasanya dilakukan dengan perbuatan hukum tertentu, sita umum 
pada harta pailit tidak memerlukan tindakan khusus untuk penyitaan. Misalnya 
pada suatu putusan gugatan perkara perdata biasa,  terdapat amar putusan yang 
memerintahkan untuk meletakkan sita atas suatu objek tertentu, masih diperlukan 
adanya suatu penetapan sita eksekusi, apalagi jika Tergugat tidak mau 
melaksanakan putusan pengadilan. Berbeda dengan sita umum dalam harta pailit. 
Dengan adanya putusan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan 
haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang masuk ke dalam harta 
pailit. 
UU KPKPU mengatur kedudukan dari sita umum apabila berhadapan dengan 
sita lainnya berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU KPKPU. Pasal 31 ayat (2) UU KPKPU 
mengatur lebih tegas lagi bahwa, “Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi 
hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya”. 
Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU KPKPU menegaskan bahwa kedudukan sita 
umum lebih tinggi dibandingkan dengan sita lainnya karena dengan adanya sita 
umum semua sita menjadi hapus bahkan apabila terpaksa hakim pengawas dapat 
melakukan pencoretan terhadap sita di luar sita umum. Permasalahannya adalah 
dalam praktiknya tidak semua sita perdata hapus dengan adanya sita umum. 
 
kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Pengertian 
kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang memberi wewenang 
kepada kreditur lainnya untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminkan kepadanya untuk 
memperoleh pelunasan dibandingkan dengan kreditor-kreditor lainnya. Kreditor separatis adalah 
kreditor yang memperoleh kedudukan didahulukan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik 
adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan.  
36 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang- 
undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 






Seperti pada kasus putusan Pengadilan Hubungan Industrial (Selanjutnya disebut 
PHI)  terhadap kasus PT Bhineka Karya Manunggal. 
Pada kasus ini putusan PHI memang diputuskan sebelum pailit sehingga tidak 
ada permasalahan akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika kasasi, 
MA memperkuat putusan dari PHI. Padahal pada saat itu perusahaan telah pailit. 
Dari pertimbangannya terlihat bahwa putusan MA tidak mempertimbangkan 
kondisi perusahaan yang telah pailit dan memperkuat putusan PHI pada 
Pengadilan Negeri Bandung yang menjatuhkan sita persamaan terhadap barang 
tetap dan sita jaminan/sita persamaan terhadap barang bergerak milik 
perusahaan. MA juga tidak mempertimbangkan adanya putusan MK No. 67/PUU-
XI/2013 yang telah memberikan jaminan bahwa pembayaran upah dari pekerja 
termasuk pada hutang yang posisinya didahulukan atas semua jenis kreditur 
termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan 
badan umum yang dibentuk pemerintah. 
Kondisi ini menunjukkan ada permasalahan pada internal dari penegak hukum. 
Menurut Soerjono Soekanto hal ini memang memberikan pengaruh pada proses 
penegakan hukum. Selain faktor penegak hukum terdapat empat faktor lain yang 
mempengaruhi penegakan hukum yaitu kelemahan yang ada pada undang- 
undang itu sendiri, budaya hukum, pandangan masyarakat dan faktor sarana dan 
prasarana.37 
Akan tetapi tidak pada semua kasus hal ini terjadi misalnya pada kasus PT. 
Metro Batavia. Dalam kasus ini, para pihak yang terlibat memahami bahwa ketika 
kepailitan terjadi maka berlakulah sita umum. Meski dalam kasus ini upaya hukum 
perdata yang dilakukan oleh beberapa kreditur sudah sangat maksimal bahkan 
sampai tingkat kasasi yang memakan waktu lima tahun namun terganjal pada 
proses teknis pelaksanaan sita eksekusi sampai akhirnya perusahaan diputus pailit. 
Dalam kasus ini para pihak menyadari bahwa yang berlaku adalah sita umum 
kepailitan.38 
 
37 Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali, 1983. hal. 5. 
38 Batavia diputus pailit PN Jakarta Pusat tanggal 30 Januari 2013 atas permohonan International 
Lease Finance Corporation (ILFC). (Liputan6, 30 Januari 2013, “Kronologi Pailit Batavia”, 
https://www.liputan6.com/ bisnis/read/500406/kronologi-pailit-batavia-air, diakses tanggal 2 






2. Tujuan dan Asas Sita Umum Kepailitan 
Tujuan penyitaan adalah untuk memastikan bahwa keputusan hakim atas 
harta benda bergerak dan permanen terdakwa akan diberlakukan selama kasus 
tersebut. Oleh karena itu, penggugat dilarang dengan niat jahat mengalihkan, 
memperdagangkan, menyewakan, atau memindahtangankan barang sitaan 
kepada pihak lain. Dengan mengaitkan tujuan penyitaan dengan ketentuan Pasal 
199 KUH Perdata, Pasal 214 dan Pasal 231 UU Acara Perdata, maka dipastikan 
penggugat terlindungi dalam pelaksanaan putusan eksekusi untuk mewujudkan 
putusan pengadilan. 
Ada tujuan lain yang tidak kalah penting dalam penyitaan, selain dari 
memberi kepastian kepada penggugat bahwa gugatannya telah dijamin dan 
mempunyai arti dan nilai apabila gugatannya dikabulkan oleh pengadilan, yaitu 
adanya sita, berarti sudah ada secara pasti objek eksekusi atas kemenangan 
penggugat, atau disimpulkan objek eksekusi sudah pasti. Hal ini menjaga agar 
kemenangan penggugat tidak ilusionis (hampa) sehingga kemenangan penggugat 
ada suatu materinya, yakni barang yang disita tersebut. Dikenal ada dua macam 
sita yaitu sita terhadap benda milik penggugat (kreditur) dan sita terhadap barang 
milik tergugat (debitur). 
a) Sita jaminan terhadap benda milik penggugat (kreditur) 
Sita jaminan dilakukan terhadap benda milik penggugat yang dikuasai oleh 
tergugat atau orang lain/pihak ketiga. Sita jaminan ini tidak dimaksudkan untuk 
menjamin suatu tagihan utang yang berupa uang, melainkan untuk menjamin 
suatu hak kebendaan dari penggugat (pemohon atau kreditur) dan berakhir 
dengan penyerahan (levering) benda yang disita itu. Sita jaminan terhadap benda 
milik penggugat sendiri dikenal ada dua macam yaitu sita revindikasi  dan sita 
marital . 
b) Sita jaminan terhadap benda bergerak milik debitur. 
 
batavia telah ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 4 maret 2009 terhadap 7 pesawat 
Batavia dan akhirnya hanya 4 pesawat yang berhasil di eksekusi sampai akhirnya Batavia diputus 






Sita jaminan atau conservatoir beslag adalah sita jaminan terhadap benda-
benda milik tergugat baik terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak yang 
dijadikan jaminan untuk pelunasan utang atau pemenuhan prestasi.  Dalam sita 
jaminan, yang dapat menjadi objek permohonan sita adalah: 
1. Benda bergerak milik debitur; 
2. Benda tidak bergerak milik; 
3. Benda bergerak milik debitur yang berada di tangan pihak ketiga. 
Pasal 227 ayat 1 HIR dan Pasal 261 ayat 1 Rbg menentukan bahwa sita 
jaminan hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri karena 
adanya permintaan kreditur atau penggugat. Secara faktual dalam proses 
pengadilan, penggugat mengajukan permohonan sita jaminan ini kepada hakim 
yang memeriksa perkara tersebut, yang selanjutnya hakim membuat penetapan.  
Hal ini disebabkan karena sita jaminan itu telah menjurus dalam pemeriksaan 
perkara pokok.  Oleh karena itu, hakim yang memeriksa perkara tersebut itulah 
yang dapat memerintahkan sita jaminan dengan surat penetapannya. Permohonan 
sita jaminan bukanlah suatu tuntutan hak yang bebas dan berdiri sendiri, 
melainkan selalu berkaitan dengan pokok perkara. Namun demikian, ada beberapa 
kemungkinan kombinasi antara sita jaminan dengan pokok perkara yaitu: 
● Sita jaminan diajukan secara bersama-sama dengan pokok perkara 
● Sita jaminan diajukan secara terpisah dengan pokok perkara. 
Asas hukum yang umumnya berlaku dalam hukum perdata dan hukum 
acara perdata, juga menjadi asas hukum yang berlaku dalam hukum kepailitan 
Indonesia, kendatipun tidak disebutkan secara tegas. Asas hukum kepailitan yang 
diatur dalam hukum perdata merupakan asas umum hukum kepailitan Indonesia, 
sedangkan asas khususnya adalah sebagaimana diatur dalam UU KPKPU. Asas 
umum hukum kepailitan di Indonesia, semula diatur dalam Pasal 1131 KUH 
Perdata yang disebut dengan prinsip kesamaan kedudukan kreditur (Paritas 
Creditorium) dan Pasal 1132 KUH Perdata yang disebut dengan prinsip pari passu 
prorate perte, yaitu semua kreditur mempunyai hak yang sama atas harta debitur, 
kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.   
UU KPKPU didasarkan pada beberapa asas, sebagaimana dikutip dari 






1. Asas Keseimbangan 
Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang beberapa ketentuan yang 
merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu dimana di satu pihak 
terdapat ketentuan yang dapat   mencegah   terjadinya   penyalahgunaan   pranata   
dan   Lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur, dan di pihak lain terdapat 
ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga 
kepailitan oleh Kreditur yang tidak beritikad baik.  
2. Asas Kelangsungan Usaha 
Dalam Undang-Undang ini mengatur ketentuan yang memungkinkan tetap 
berlangsungnya perusahaan Debitur yang prospektif.  
3. Asas Keadilan 
Dalam Undang-Undang ini mengatur ketentuan mengenai kepailitan dapat 
memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Tujuan dari asas 
keadilan ini adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dari 
kreditur yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap 
Debitur, tanpa mempedulikan Kreditur lainnya. 
4. Asas Integrasi 
Asas ini mengandung makna bahwa sistem hukum  formil  dan hukum 
materiil dalam UUKPKPU merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum 
perdata dan hukum acara perdata nasional.  
Menurut penjelasan umum UU KPKPU, ada beberapa faktor perlunya 
pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang: 
1. Untuk menghindari perebutan harta Debitur apabila dalam waktu yang 
sama ada beberapa Kreditur yang menagih piutangnya dari Debitur. 
2. Untuk menghindari adanya Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan 
yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitur tanpa 
memperhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditur lainnya. 
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh 
salah seorang Kreditur atau Debitur sendiri. Misalnya, Debitur berusaha 






tertentu sehingga Kreditur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan 
curang dari Debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan 
maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditur. 
Dalam penjelasan umum UU KPKPU dijelaskan bahwa dalam kepailitan asas 
keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat 
memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini 
untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang 
mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitur, 
dengan tidak mempedulikan Kreditur lainnya.  
Dengan adanya ketentuan sita umum dalam UU KPKPU diharapkan 
kreditur-kreditur tidak saling berebut harta Debitur Pailit Ketika dalam waktu yang 
sama ada  beberapa  Kreditur  yang  menagih piutangnya dari Debitur. Debitur 
Pailit juga demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus 
kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan 
pailit diucapkan karena seluruh kekayaan Debitur Pailit yang termasuk dalam harta 
pailit tersebut berada dalam sita umum, dengan demikian diharapkan pembayaran 
tagihan-tagihan kreditur dari hasil penjualan harta Debitur Pailit dapat 
dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. Kepailitan adalah sarana untuk menghindari perebutan harta debitur 
setelah debitur tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya. 
Sejatinya pula kepailitan digunakan untuk melindungi kreditur yang lemah 
terhadap kreditur yang kuat dalam memperebutkan harta debitur. 
3. Pelaksanaan Sita Umum Kepailitan 
Sita umum (public attachment, gerechtelijk beslag) dilakukan terhadap 
seluruh harta debitur agar dicapainya suatu perdamaian antara debitur dengan 
para krediturnya atau agar harta tersebut dibagi-bagi secara adil di antara para 
krediturnya.39 Sita umum berlaku atas seluruh harta debitur baik yang sudah ada 
maupun yang diperoleh selama proses kepailitan. Harta debitur menjadi jaminan 
bersama bagi semua kreditur dan hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi 
 






menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur 
tersebut mempunyai alasan yang sah untuk didahulukan. 
Dengan adanya putusan pernyataan pailit debitur demi hukum kehilangan 
haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta 
pailit dengan adanya putusan tersebut pula seluruh kekayaan debitur baik yang 
telah ada ataupun yang diperoleh selama proses kepailitan secara otomatis akan 
diletakkan sita umum. Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitur merupakan 
bagian dari pengelolaan harta pailit (management of estate) yang dikelola 
berdasarkan suatu metode sistematik untuk mengurus harta kekayaan debitur 
selama menunggu proses kepailitan.40  
Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU mengatur bahwa mengenai syarat dari 
kepailitan yaitu: 1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan 2) tidak 
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 
dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri   
maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Selanjutnya pada Pasal 2 
ayat (2), (3), dan (4) mengatur tentang jenis debitur yang dibedakan dengan 
kelembagaannya. Selain dapat diajukan oleh debitur atau kreditur pailit, 
permohonan pailit dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum 
(Pasal 2 ayat (2) UU KPKPU). Apabila debitur adalah bank, maka permohonan 
pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, sebagaimana diatur 
pada Pasal 2 ayat (3) UU KPKPU. Sedangkan bila debitur adalah Perusahaan Efek, 
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan 
Pengawas Pasar Modal. Dan untuk debitur yang merupakan Perusahaan Asuransi, 
Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang 
bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya 
dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. 
Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU diatur sebagai berikut: 
“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau 
keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan 
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pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.” Berdasarkan 
ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU tersebut, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa debitur dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi 
syarat sebagai berikut: 
1. Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditur. 
2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu 
dan dapat ditagih. 
3. Syarat poin 1 dan 2 diatas dapat dibuktikan secara sederhana. Maka sesuai 
dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, maka 
Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau 
keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk 
dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah 
dipenuhi.  
Pasal 21 UU KPKPU mengatur dengan jelas bahwa dengan adanya putusan 
pailit terhadap Debitur Pailit, maka harta kekayaan Debitur Pailit, baik yang sudah 
ada maupun yang diperoleh selama kepailitan, adalah berada dalam keadaan sita 
umum. Namun, di dalam ketentuan Pasal 22 UU KPKPU diatur beberapa barang 
yang tidak terkena sita umum sesuai ketentuan Pasal 21 UU KPKPU. Barang-
barang sesuai ketentuan Pasal 22 UU KPKPU adalah sebagai berikut: 
1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitur 
sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis 
yang    dipergunakan    untuk    kesehatan,    tempat    tidur    dan 
perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitur dan keluarganya, dan 
bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitur dan keluarganya, 
yang terdapat di tempat itu. 
2. Segala sesuatu yang diperoleh Debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai 
penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang 
tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim 
Pengawas; atau 
3. Uang yang diberikan kepada Debitur untuk memenuhi suatu kewajiban 






Ketentuan pengecualian harta yang dimasukkan dalam harta pailit tersebut 
harus dibaca sepanjang debitur pailitnya adalah orang dan bukan badan hukum. 
Jika si pailit adalah sebuah perseroan terbatas maka pengecualian harta pailit ini 
tidak dapat diterapkan, bahkan gaji seorang direktur perseroan terbatas malah 
menjadi utang harta pailit yang harus dibayar kepada direktur tersebut. Sesuai 
ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU KPKPU diatur bahwa Debitur demi hukum 
kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk 
dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, dan putusan 
pailit mulai berlaku sejak pukul 00.00 waktu setempat. Namun, ketentuan Pasal 
24 ayat (1) dan (2) UU KPKPU tidak berlaku terhadap keadaan-keadaan seperti 
yang diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan (4) UU KPKPU.  
Sesuai dengan penjelasan Pasal 24 ayat (2) UU KPKPU, yang dimaksud 
dengan “waktu setempat” adalah waktu tempat putusan pernyataan pailit  
diucapkan oleh  Pengadilan  Niaga,  misalnya,  putusan diucapkan di Jakarta pada 
tanggal 1 Desember 2020 pukul 13.00 WIB, maka putusan tersebut dihitung mulai 
berlaku sejak pukul 00.00 WIB tanggal 1 Desember 2020. 
Harta kekayaan Debitur demi hukum berada di bawah sita umum dengan 
ditetapkannya Debitur sebagai Debitur pailit. Dengan telah ditetapkannya harta 
kekayaan Debitur berada di bawah sita umum, maka harta kekayaan Debitur  tidak  
lagi  dapat  dikenai  sita  khusus  oleh  Penggugat  yang memohon diletakkannya 
sita jaminan atau sita eksekusi.41 Sita umum terhadap harta pailit ini tidak 
memerlukan suatu tindakan khusus untuk melakukan sita tersebut, berbeda 
dengan sitaan lain dalam hukum perdata yang secara khusus dilakukan dengan 
suatu tindakan hukum tertentu. 
4. Pihak - Pihak Dalam Kepailitan  
A. Debitur 
Yang dimaksud debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU 
KPKPU debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau 
berasal dari undang-undang yang dalam pelunasannya dapat ditagih di 
 






pengadilan. Apabila debitur telah dinyatakan pailit maka disebut sebagai debitur 
pailit. Debitur yang dapat dipailitkan yaitu debitur yang mempunyai dua atau lebih 
kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu 
dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan sebagaimana 
ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU. Selain daripada hal tersebut dalam 
Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU mengatur mengenai pembuktian secara sederhana, 
dikarenakan untuk membedakan antara gugatan biasa dengan permohonan 
pernyataan pailit ialah dalam pembuktiannya.  
B. Kreditor 
Pasal 1 angka 2 UU KPKPU menjelaskan pengertian kreditor adalah orang 
yang memiliki piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat 
ditagihkan di muka pengadilan. Macam-macam bentuk kreditur telah dijelaskan 
dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU yaitu kreditor konkuren, kreditor 
separatis dan kreditur preferen. Menurut Kartini Muljadi kreditor dalam kepailitan 
memiliki tiga jenis kreditor antara lain: 
1. Kreditor konkuren; 
2. Kreditor dengan hak istimewa sesuai dengan Pasal 1139 KUHPerdata dan 
Pasal 1149 KUHPerdata 
3. Kreditor dengan jaminan kebendaan, berupa gadai, hipotik, hak 
tanggungan, jaminan fidusia, hak atas panenan. 
Bahwa ketiga kreditur tersebut berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit 
sesuai dengan syarat dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU. 
C. Kurator 
Pengertian kurator dalam Pasal 1 angka 5 ialah balai harta peninggalan 
atau perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan 
membereskan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Balai harta 
peninggalan dapat ditunjuk menjadi kurator dalam kepailitan apabila debitur atau 
pemohon yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan kepailitan tidak 
mengajukan usulan pengangkatan kurator kepada pengadilan sesuai dengan pasal 






Usulan pengangkatan kurator dapat diusulkan oleh masing-masing pihak 
yang berperkara dalam permohonan pernyataan pailit akan tetapi keputusan 
pengangkatan kurator diambil oleh majelis hakim di persidangan pada pengadilan 
niaga atas kesepakatan bersama.8 Yang dapat menjadi kurator sebagaimana 
dijelaskan dalam  Pasal 70 ayat (2) ialah orang perseorangan yang berdomisili di 
Indonesia dan memiliki keahlian khusus untuk melakukan pengurusan dan 
pemberesan harta pailit serta telah terdaftar pada kementerian hukum. 
Kurator dapat diangkat lebih dari satu sesuai ketentuan dalam Pasal 71 
ayat (1) UU KPKPU. Kurator yang tidak diangkat oleh majelis hakim adalah orang  
perseorangan yang tidak memiliki benturan kepentingan dalam perkara kepailitan, 
kurator haruslah independen. Kurator dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan 
memberikan laporan 3 (tiga) bulanan atas hasil kerjanya dan keadaan harta pailit 
kepada hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU KPKPU.  
Dapat dikatakan kurator dalam menjalan tugasnya.  
D. Hakim Pengawas 
Bahwa dalam kepailitan dikenal adanya hakim pengawas yang menjadi 
pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan dalam proses kepailitan 
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 65 UU KPKPU. Hakim pengawas terdiri dari 
satu orang hakim diluar majelis hakim dalam putusan pailit atau putusan 
penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 
8 UUKPKPU. Hakim pengawas juga bertugas memberikan laporan akan hasil 
kerjanya kepada majelis hakim sebagai pertimbangan untuk mengambil putusan 
(sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 UU KPKPU). Tugas hakim pengawas 
dalam rapat kreditor bertindak sebagai ketua, untuk membuka rapat dan 
mendengarkan pendapat dari kurator, debitur serta kreditor untuk pengurusan 
harta pailit. 
E. Pengadilan Niaga 
Pengadilan niaga merupakan bagian daripada Pengadilan Negeri di 
Indonesia. Pembentukan pengadilan niaga didasarkan pada Undang-Undang 
Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 
jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-






Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai UUKK). Lebih lanjut ditegaskan dalam 
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-
Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 
tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa di lingkungan 
peradilan umum dapat diadakan pengkhususan. Selanjutnya dalam penjelasan 
Pasal 8 yang dimaksud dengan diadakan pengkhususan ialah adanya spesialisasi 
di lingkungan peradilan umum, misalnya pengadilan lalu lintas, pengadilan 
ekonomi, pengadilan anak. Kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga adalah 
memeriksa, mengadili, memutus perkara permohonan pailit dan PKPU serta hal-
hal lain yang berkaitan dengan harta pailit. 
C. Tinjauan Umum Penyitaan 
Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana  (“KUHAP”)  Dalam kaitanya dengan sita, mendefinisikan penyitaan 
sebagai: “Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau 
menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, 
berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, 
penuntutan dan peradilan.” 
Penyitaan merupakan suatu upaya paksa (dwang middelen) yang 
berpotensi untuk melanggar hak asasi manusia, oleh karena itu terdapat 
pembatasan terhadap barang-barang yang dapat disita yang diatur dalam Pasal 
39 KUHAP meliputi: 
Yang dapat dikenakan penyitaan adalah: 
1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian 
diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; 
a. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan 
tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 
b. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan 
tindak pidana; 







d. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak 
pidana yang dilakukan. 
2. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit 
dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili 
perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1). 
Didalam melaksanakan penyitaan Aset yang melibatkan pihak ketiga, 
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) mengatur secara spesifik tentang 
perlindungan terhadap pihak ketiga (dalam konstruksi kasus diatas adalah 
kreditur) Pasal 19 UU Tipikor menyatakan: 
1. Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan 
kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang 
beritikad baik akan dirugikan. 
2. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka 
pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada 
pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan 
setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum. 
3. Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak  
menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. 
4. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta 
keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan. 
1. Dasar Hukum 
Penyitaan di Indonesia diatur di dalam Undang–Undang Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang 
selanjutnya disebut KUHAP. Di dalam hukum publik khususnya hukum pidana juga 
mengenal sita, sita di dalam hukum pidana dikenal dengan nama penyitaan. Pasal 
1 angka 16 KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk 
mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak 
atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian 






Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. 
Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan 
atas nama penyidik.  Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP diatur bahwa 
Penyidik  adalah  pejabat  polisi  negara  Republik Indonesia atau Pejabat pegawai 
negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 
melakukan penyidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyidikan diatur dalam 
ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP yakni sebagai berikut, “penyidikan adalah 
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan 
guna menemukan tersangkanya. 
Ketentuan mengenai penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik 
kembali ditegaskan dalam ketentuan Pasal 38 KUHAP yang mengatur sebagai 
berikut: 
1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua 
pengadilan negeri setempat. 
2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik 
harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat 
izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik 
dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu 
wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat 
guna memperoleh persetujuannya.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 dan Pasal 39 KUHAP, maka benda 
yang dapat diletakkan sita oleh penyidik adalah benda yang ada hubungannya 
dengan tindak pidana. Jika suatu benda tidak ada kaitan atau keterlibatan dengan 
tindak pidana, terhadap benda-benda tersebut tidak dapat diletakkan sita. 
Sebagaimana tujuan penyitaan dalam perkara pidana adalah untuk memudahkan 
proses pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan perkara pidana, 
dan bukan untuk menguasai benda sitaan tersebut. 
Aturan-aturan inilah yang kemudian menimbulkan pertentangan dengan 
aturan sita umum dalam UU KPKPU. Pertimbangan hakim dalam memutus apabila 






1. Pandangan bahwa sita umum dapat membatalkan sita-sita lainnya 
contoh kasus pencoretan sita pajak yang dilakukan oleh hakim pengawas 
pada kasus Cipaganti dan Putusan PK No. 202 PK/Pdt.Sus/2012 yang 
mencabut pemblokiran dan penyitaan yang dilakukan Bareskrim dan 
Badan Pertanahan Nasional terkait sertifikat Hak Guna Bangun milik 
perusahaan pailit, PT SCR. 
2. Pandangan bahwa sita umum tidak bisa membatalkan sita-sita lainnya, 
contoh kasus putusan MA terkait perkara hubungan Industrial PT Bhineka 
Karya Manunggal dan Putusan Kasasi No. 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 
terkait kepailitan PT Aliga International Pratama. Pada kasus PT Aliga 
International Pratama yang menjadi pertimbangan majelis hakim untuk 
menolak gugatan kurator untuk mencabut sita yang dilakukan oleh jaksa 
atas harta pailit adalah karena sita yang dilakukan jaksa berdasarkan 
pemeriksaan pidana, maka pembatalan sita harus dilakukan melalui 
ketentuan yang diatur dalam KUHAP. 
Dalam memutus, hakim mempertimbangkan lingkup pengadilan yang 
berwenang mengadili perkara sita. Apabila penyitaan menyangkut perkara pidana 
maka akan diputus secara pidana akan tetapi apabila penyitaan menyangkut hal 
perdata seperti pemblokiran sertifikat maka dapat diputus secara kepailitan seperti 
pada kasus PT SCR. 
Tujuan dari adanya penyitaan pada perkara pidana adalah untuk 
pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan perkara pidana. Tidak 
seperti sita umum dalam kepailitan yang bertujuan untuk menguasai harta pailit 
dari debitur pailit, untuk kemudian dilakukan pemberesan oleh kurator, supaya 
debitur tidak menggelapkan harta pailit atau kreditur sewenang-wenang dalam 
melakukan penagihan. Artinya, dalam perkara pidana, penyitaan bukan untuk 
memiliki benda sitaan tersebut, tetapi sebagai barang bukti untuk memudahkan 
proses pembuktian. Hakim harus dapat memutuskan relevansi dan urgensi 
penyitaan, baik oleh penyidik maupun oleh kurator. Oleh penyidik, bilamana 
barang yang dimohonkan sita tersebut merupakan barang yang diduga atau 
merupakan hasil dari tindak pidana, dan apabila disita oleh penyidik/ penuntut 
umum, akankah menghambat proses pemberesan dalam kepailitan, yang 






Agar Pengadilan Negeri tidak terjerumus kepada penilaian subjektif 
penyidik, Pengadilan Negeri harus mempertajam penilaian faktor relevansi yang 
digariskan Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Mempertajam penilaian faktor relevansi dan 
urgensi atas permintaan izin penyitaan yang diajukan penyidik, sangat diperlukan 
terhadap barang yang telah disita dalam “perkara perdata” atau “pailit”, sebab hal 
itu bisa berakibat fatal terhadap penyelesaian perkara perdata atau pailit yang 
bersangkutan.  
Dalam ketentuan Pasal 31 (2) UU KPKPU diatur: “Semua penyitaan yang 
telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus 
memerintahkan pencoretannya.” Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU 
KPKPU tersebut, maka jelas dengan adanya putusan pailit berakibat semua 
penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim 
Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.  Dengan adanya putusan pailit 
maka sita pidana terhadap harta pailit menjadi hapus. Adanya ketentuan Pasal 31 
ayat (2) UU KPKPU ini tidak terlepas dari adanya asas keadilan yang dianut oleh 
UU KPKPU, serta untuk memberikan sarana hukum bagi masyarakat untuk 
menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. 
Hukum pidana memang bersifat hukum publik, namun seperti yang 
dijelaskan oleh M. Hadi Subhan selaku ahli dalam persidangan kepailitan PT. 
Meranti Maritime dan Henry Djuhari (Dalam Pailit), kepailitan juga merupakan 
hukum privat yang berdimensi kepentingan publik. Proses pemberesan harta pailit 
dalam kepailitan melibatkan kepentingan lebih dari satu kreditur, oleh karena itu 
sesuai dengan Asas Keadilan yang dianut oleh UU KPKPU dan sesuai dengan 
ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU KPKPU, maka sita pidana tidak dapat 
diletakkan terhadap harta pailit.  Demikian juga apabila sita pidana telah diletakkan 
terlebih dahulu sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, maka kurator dapat 
melakukan upaya hukum, dalam rangka mengamankan harta pailit, demi 






Terdapat beberapa pandangan menurut para ahli dalam hal sita pidana dan 
sita umum kepailitan yang terjadi pada harta pailit manakah yang harus 
didahulukan. Berikut kutipan pandangan dari para ahli:42 
1. Perwakilan Divisi Hukum Polri AKBP W.  Marbun, dimana beliau 
berpendapat bahwa sita pidana lebih didahulukan daripada sita umum 
pailit, bahkan sita pidana dapat tetap dilakukan meskipun barang 
tersebut telah disita umum oleh kurator. Pada asasnya kepentingan 
hukum publik lebih  diutamakan  daripada  hukum  keperdataan.  Beliau  
berpendapat bahwa, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) 
KUHAP, benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau 
pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan 
mengadili perkara pidana; 
2. Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 
Edward Omar Sharif Harief, yang berpendapat bahwa hukum publik lebih 
diutamakan daripada hukum privat, dimana hukum pidana adalah hukum 
publik. Hukum publik memiliki karakteristik pemaksaan oleh aparat 
negara. Jika barang yang hendak disita penyidik ternyata adalah barang 
yang telah berada dibawah kekuasaan kurator karena kepailitan, maka 
barang tersebut tetap dapat disita mengingat sifat dan karakter hukum 
pidana. Namun, perlu ditekankan bahwa barang yang akan disita 
tersebut tidak secara otomatis diambil alih oleh penyidik. Ada dua cara 
yang  dapat  dilakukan  oleh  penyidik  apabila  barang  tersebut  telah 
dimasukkan ke dalam boedel pailit, yaitu: 1) polisi dapat menyita barang 
yang hendak disita, tetapi penguasaannya tetap berada pada pihak yang 
telah menyita pertama kali, yaitu kurator; dan 2) Penyidik menunggu 
salah satu perkara selesai; 
3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan 
HAM, Freddy Harris, mengatakan bahwa jika putusan pernyataan pailit 
telah diucapkan, maka sita pidana tidak dapat dilakukan. Hukum 
melarang untuk sita rangkap pada satu objek sita. Apabila terdapat dua 
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atau lebih permohonan pelaksanaan sita yang diajukan sekaligus kepada 
debitur, maka cukup dibuatkan satu berita acara penyitaan saja. Dalam 
kepailitan, tujuan sita umum adalah untuk menjaga hak para pihak agar 
debitur tidak menggelapkan atau membawa lari barang-barang tersebut 
dari kreditur. Sama halnya dengan sita pidana. Perbedaannya hanyalah, 
untuk kepailitan, sita bertujuan untuk menambah boedel pailit dan untuk 
melindungi  para  kreditur  konkuren.  Sedangkan  dalam  sita  pidana, 
penyitaan  hanya  untuk  pembuktian.  Berdasarkan  Pasal 39  ayat (2) 
KUHAP,  barang  yang  disita  tidak  berpindah  penguasaan  kepada 
penyidik, tetapi penyidik dapat menyampaikan kepentingannya kepada 
kurator,  yaitu  turut  mengajukan  tagihan.  Artinya,  penyidik  bersifat 
sebagai kreditur preferen seperti halnya dengan pajak menurut (Pasal 
201 HIR dan 463); 
4. Dosen Hukum Kepailitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga M.Hadi 
Subhan, dimana beliau berpendapat bahwa kedudukan sita umum lebih 
tinggi daripada sita pidana. Intisari dari hukum kepailitan adalah sita 
umum atas seluruh kekayaan debitur. Akibat hukum dari putusan 
pernyataan  pailit  adalah  segala  penetapan  pelaksanaan  pengadilan 
terhadap bagian dari harta kekayaan debitur yang telah dimulai sejak 
kepailitan  harus  dihentikan  seketika.  Hal  tersebut  sejalan  dengan 
ketentuan  Pasal 31  UU KPKPU.  Putusan  pengadilan  hanya  dapat 
dibatalkan dengan putusan pengadilan, dimana sita umum kepailitan 
adalah putusan hakim, sedangkan sita pidana adalah penetapan hakim. 
Artinya,  penetapan  sita  pidana  tidak  dapat  menghapuskan  putusan 
pernyataan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga. 
Para ahli pun berdebat tentang kedudukan sita umum dibanding sita 
lainnya. Adapun aspek yang diperdebatkan terkait: Pertama, aspek hukum publik, 
dimana ahli hukum pidana dan pajak berpedoman pada kepentingan umum yang 
diwakili oleh hukum pidana dan pajak.43 Sedangkan ahli perdata dan kepailitan 
juga menganggap perkara kepailitan adalah perkara publik yang menyangkut 
kepentingan umum karena melibatkan banyak kreditor seperti pada kasus Abu 
 






Tour (1.822 kreditor)44, First Travel (63.000 kreditor)45 dan Pandawa (39.068 
kreditor)46. 
Aspek kedua yang menjadi perdebatan para ahli adalah aspek keadilan. 
Sita umum perlu didahulukan karena dari sisi keadilan hak kreditor akan terpenuhi 
dan tidak ada lagi pelanggaran hak.47 Aspek keadilan dalam hukum pidana 
bermakna bahwa yang bersalah haruslah dihukum. Untuk mewujudkannya tentu 
harus didukung dengan alat bukti salah satunya berupa barang sitaan. 
Aspek selanjutnya yang menjadi bahan perdebatan adalah berkaitan 
dengan kemanfaatan. Apabila sita umum didahulukan maka masalah utang 
piutang akan dapat diselesaikan secara cepat dan adil sehingga tidak mengganggu 
perekonomian baik dalam skala kecil maupun besar. Sedangkan apabila sita 
lainnya didahulukan seperti sita pidana maka keamanan harta akan terjamin dan 
hasil penyitaan tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti.48 
Aspek keempat yang menjadi perdebatan adalah menyangkut kepastian 
hukum. Sita umum didahulukan karena berdasarkan asas lex posterior derogate 
legi priori dimana peraturan yang lebih baru mengalahkan peraturan yang lebih 
lama maka ketentuan Pasal 31 UU Kepailitan lebih baru dibandingkan dengan 
pengaturan sita pidana dalam KUHAP. Namun kepastian hukum berdasarkan pada 
semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya 
sehingga keberadaan sita pidana sangat penting.49 
Perdebatan pendapat terakhir menyangkut aspek penetapan dan putusan. 
Sita umum harus didahulukan karena merupakan putusan hakim sedangkan sita 
hanya merupakan suatu penetapan. Dalam hukum acara perdata putusan dan 
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penetapan merupakan dua hal yang berbeda. Putusan pernyataan hakim yang 
diucapkan dalam sidang pengadilan sedangkan penetapan keputusan pengadilan 
atas perkara permohonan (volunter). Menurut Hadi Shubhan, putusan pengadilan 
hanya dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan.50 Sedangkan para ahli hukum 
pidana tidak mempertimbangkan beda putusan dengan penetapan mereka 
berpedoman pada Pasal 39 ayat (1) KUHAP. 
Beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa perdebatan terkait 
kedudukan sita umum antara ranah ilmu perdata sebagai bagian hukum privat 
dengan ilmu hukum pidana sebagai bagian dari ilmu hukum publik sama-sama 
memiliki alasan yang kuat. Oleh sebab itu salah satu cara meredam konflik ini 
adalah dengan menggunakan asas hukum. 
Asas hukum adalah pikiran dasar yang bersifat umum dan abstrak, atau 
merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat di dalam sistem hukum 
yang terjelma dalam peraturan perundang- undangan.51 Dengan kata lain asas 
hukum merupakan alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis 
dari peraturan hukum.52 Lebih jauh Satjipto Rahardjo mengungkapkan asas hukum 
merupakan jantungnya peraturan hukum, karena dari pengertiannya terlihat 
bahwa asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu 
peraturan hukum, sehingga apabila terjadi masalah dalam peraturan- peraturan 
hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut.53 
Asas hukum memiliki dua fungsi, yaitu:54 
1. Fungsi asas hukum dalam hukum yaitu mengesahkan dan mengikat para 
pihak dengan mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk 
undang-undang dan hakim. 
2. Fungsi asas hukum dalam ilmu hukum yaitu mengatur dan menjelaskan 
sehingga tidak normatif sifatnya dan tidak masuk pada hukum positif. 
 
50 Siti Hapsah Isfardiyana, Op. Cit., hal. 645. 
51 Wantu, Fence M. "Pengantar Ilmu Hukum." Gorontalo: Reviva Cendekia (2015), hal. 25. 
52 Latifiani, Dian. "Permasalahan pelaksanaan putusan hakim." ADHAPER: Jurnal Hukum Acara 
Perdata 1.1 (2015): 15-29, hal. 28, https://jhaper.org/index.php/ JHAPER/article/view/1/1, diakses 
tanggal 27 Februari 2021. 
53 Rahardjo, Satjipto. Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 89. 






Asas hukum terbagi dua yaitu asas hukum umum yaitu asas yang berhubungan 
dengan seluruh bidang hukum dan asas hukum khusus yaitu asas hukum yang 
hanya berfungsi pada bidang yang sempit misalnya pada hukum perdata terkenal 
dengan asas konsensualisme.55 Asas lex specialis derogat legi generalis merupakan 
asas hukum umum yang bermakna aturan hukum yang khusus akan 
mengesampingkan aturan hukum yang umum. Menurut Bagir Manan, dalam 
penerapan asas lex specialis terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait 
dengan keberadaan asas ini yaitu:56 
1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap 
berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus 
tersebut; 
2. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-
ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang- undang); 
3. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum 
(rezim) yang sama dengan lex generalis. Kitab Undang-Undang Hukum 
Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk 
lingkungan hukum keperdataan. 
Pembatasan yang ketiga dari Bagir Manan membuat terang bahwa sita umum 
yang berlaku pada rezim kepailitan yang merupakan bagian dari hukum perdata 
akan berlaku sebagai lex specialis bagi aturan perdata juga, sehingga sita umum 
akan mengesampingkan sita perdata. Sedangkan terkait sita diluar ketentuan 
perdata, sita umum tidak dapat mengesampingkannya. 
Selain terkait asas lex specialis derogate legi generalis kondisi ini juga terkait 
teori tentang sistem hukum dimana dalam melakukan harmonisasi peraturan 
perundang-undangan harus dilakukan pada peraturan perundang- undangan 
merupakan subsistem dari suatu sistem hukum serta guna menjamin agar suatu 
peraturan perundang-undangan dapat kompatibel masuk ke dalam sistem 
 
55 Ibid. 
56 Letezia Tobing, 29 November 2012, “Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis”, 
http://www. hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/ mengenai-asas-lex-specialis-derogat-






hukum.57 Tujuannya untuk mencegah timbulnya kesulitan-kesulitan dalam 
penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. 
2. Tujuan dan Asas Penyitaan 
Landasan asas atau prinsip, diartikan sebagai dasar patokan hukum yang 
melandasi KUHAP dalam penerapan penegakan hukum. Dalam penjelasan umum 
KUHAP dijelaskan beberapa asas yang harus ditegakkan dalam KUHAP. Asas-asas 
tersebut antara lain adalah: 
a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak 
mengadakan pembedaan perlakuan. 
b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya 
dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi 
wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara 
yang diatur dengan undang-undang. 
c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau 
dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah 
sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 
d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa 
alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan 
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti 
kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para  pejabat  
penegak  hukum,  yang  dengan  sengaja  atau  karena kelalaiannya 
menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan 
atau dikenakan hukuman administrasi. 
e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya 
ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara 
konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. 
f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan 
memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk 
melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. 
 
57 Budoyo, Sapto. "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan 






g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau 
penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang 
didakwa, kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak 
untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum. 
h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. 
i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali 
dalam hal yang diatur dalam undang- undang. 
j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana 
ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. 
Sebagai salah satu bentuk upaya paksa penyidik, penyitaan pada 
prinsipnya dilaksanakan terhadap suatu benda yang ada hubungannya dengan 
tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana, tindakan penyitaan sebagai salah 
satu elemen dasar dalam proses pembuktian, dimana benda- benda yang disita 
oleh penyidik tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, 
penuntutan, dan/atau proses persidangan di pengadilan. 
Satu persoalan terpenting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana 
adalah mengenai pembuktian, karena jawaban atas persoalan inilah tertuduh akan   
dinyatakan bersalah atau dibebaskan.58 Untuk kepentingan pembuktian tersebut, 
maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat 
diperlukan. Benda-benda yang dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang 
bukti atau corpus delicti, yaitu barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai 
peranan yang sangat penting dalam proses pidana.  
Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana 
delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang 
dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. 
Misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka 
rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.59 
Sebagaimana dikutip dari M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul 
“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, tujuan dari adanya 
penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian dalam proses perkara pidana, 
 
58 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 132 






terutama sebagai barang bukti di muka sidang peradilan, karena tanpa adanya 
barang bukti, kemungkinan besar perkara tidak dapat diajukan ke sidang 
pengadilan.  Oleh karena itu, penyidik melakukan penyitaan agar perkara tadi 
lengkap dengan barang bukti, yang kemudian akan digunakan sebagai bukti dalam 
penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.60 
3. Prosedur Penyitaan 
Tindakan penyitaan merupakan bentuk upaya paksa (dwang middelen) 
yang dilakukan penyidik untuk mengambil atau “merampas” barang tertentu dari   
tersangka, pemegang atau penyimpan barang yang dimaksud. Perampasan  
tersebut  bukan  perampasan  dengan  cara  melawan  hukum (wederrechtelijk), 
melainkan perampasan yang dibenarkan oleh hukum dan dilaksanakan menurut 
ketentuan hukum yang berlaku (due procces of law). Penyitaan dalam Hukum 
Acara Pidana diatur di dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP. Penyitaan dalam hukum 
pidana adalah serangkaian tindakan penyidik   untuk   mengambil   alih   dan   atau   
menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, 
berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, 
penuntutan, dan peradilan. Melihat pengertian tersebut penyitaan merupakan 
tindakan hukum yang dilakukan pada saat proses penyidikan, sehingga apabila 
telah lewat proses penyidikan maka penyidik tidak dapat lagi melakukan penyitaan. 
Dalam ketentuan Pasal 38 KUHAP dinyatakan bahwa yang dapat 
melakukan penyitaan hanya penyidik. Meskipun penyidik hanya dapat melakukan 
penyitaan selama proses penyidikan berlangsung, apabila dianggap perlu Hakim 
dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan kepada penuntut umum 
agar penyidik melaksanakan penyitaan terhadap barang yang dimaksud.  
Pada dasarnya prosedur untuk melakukan penyitaan mengikuti standar 
umum yang berlaku.  Sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus mendapatkan 
izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam hal-hal tertentu, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHAP. Kewajiban penyidik untuk 
mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebelum melakukan 
tindakan penyitaan merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian agar tidak 
 






terjadi tindakan penyitaan yang tidak perlu atau bertentangan dengan ketentuan 
hukum yang berlaku. Setelah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri, 
penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap barang tertentu.  Pada saat 
penyitaan, penyidik wajib untuk menunjukkan tanda pengenal jabatan kepada 
orang yang akan dilakukan penyitaan untuk memberikan kepastian kepada orang 
tersebut bahwa ia benar-benar sedang berhadapan dengan penyidik yang 
berwenang untuk melakukan  upaya  penyitaan (Pasal 128  KUHAP).  Pasal  129  
KUHAP mengatur bahwa pada saat melakukan penyitaan, penyidik wajib untuk 
memperlihatkan benda  yang  akan  disita,  kepada  orang  dimana  benda tersebut 
disita, baik kepada tersangka atau keluarganya. Selain syarat-syarat tersebut, 
penyidik ketika akan melakukan penyitaan harus membawa saksi ke tempat 
pelaksanaan sita minimal 3 (tiga) orang saksi seperti kepada desa atau ketua 
lingkungan ditambah dua orang saksi lainnya (Pasal 129 ayat 1). Kehadiran para 
saksi tersebut agar mereka ikut melihat dan menyaksikan jalannya penyitaan, 
bahwa benar benda yang disita diperlihatkan kepada tersita atau keluarganya. 
Setelah penyidik melakukan tindakan penyitaan, wajib untuk membuat berita 
acara penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 129 ayat 2, dan semua saksi yang 
turut menyaksikan penyitaan tersebut ikut menandatangani   berita   acara   sita.   
Berita   acara   penyitaan   tersebut disampaikan kepada atasan penyidik yang 
melakukan penyitaan (Pasal 129 ayat 4 KUHAP). 
Penyitaan  dapat  dilakukan  tanpa  memperoleh  izin  dari  Ketua 
Pengadilan Negeri terlebih dahulu, akan tetapi setelah penyitaan dilakukan maka 
penyidik wajib melaporkan tindakan penyitaan tersebut kepada Ketua Pengadilan 
Negeri untuk mendapatkan persetujuan. Objek penyitaan dalam keadaan   
mendesak   hanya   meliputi   benda   bergerak   saja.   Landasan filosofisnya oleh 
karena benda bergerak mudah dilenyapkan atau dilarikan tersangka sedangkan 
benda tidak bergerak sulit untuk dihilangkan. Penyitaan merupakan salah satu 
bagian terpenting dalam rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Sifat 
penyitaan dalam hukum pidana hanya bersifat sementara saja. Disebut hanya 
bersifat sementara karena tujuan dilakukannya penyitaan oleh penyidik dalam 
perkara pidana semata-mata   untuk   kepentingan   proses   pembuktian   selama   
proses pemeriksaan  perkara,  terutama  sebagai  barang  bukti  di  muka  sidang 






persidangan, maka kemungkinan besar perkara tidak dapat diajukan ke sidang 
pengadilan. Oleh sebab itulah penyidik akan melakukan tindakan penyitaan  untuk  
dipergunakan  sebagai  bukti  dalam  proses  penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di persidangan. 
4. Penyidik 
Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP, Penyidik adalah pejabat polisi negara 
Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 
Wewenang penyidik yang dari pejabat Kepolisian: 
1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 
pidana;  
2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;  
3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 
diri tersangka;   
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;  
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;   
6. mengambil sidik jari dan memotret seorang;   
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi;  
8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara;  
9. mengadakan penghentian penyidikan;  
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.61 
Di samping itu penyidik juga mempunyai tugas: 
1. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya; 
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa, 
penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkannya dengan melalui 
penyidik yang dari pejabat kepolisian negara.62 
 
61 Pasal 7 KUHAP 






D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Bagi Kreditur 
Perlindungan yang diberikan kepada kreditur dan stakeholders63 kreditur 
tidak boleh merugikan kepentingan stakeholders debitur. UU KPKPU 
memperbolehkan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh salah satu kreditur 
saja, namun demi kepentingan para kreditur lain, sebaiknya UU KPKPU membuka 
kemungkinan diucapkannya putusan tanpa disepakati kreditur lain.  Seharusnya 
menentukan bahwa putusan pengadilan atas permohonan pailit yang diajukan   
oleh kreditur, harus berdasarkan persetujuan kreditur lain yang diperoleh dalam 
rapat para kreditur yang khusus diadakan itu.  
Perlindungan hukum yang diberikan UU KPKPU bagi kreditur salah satunya 
adalah dengan adanya actio paulina. Actio Paulina sejak semula telah diatur dalam 
Pasal 1341 BW, dimana hal ini memberikan hak kepada kreditur untuk mengajukan 
pembatalan atas setiap tindakan hukum yang tidak diwajibkan dilakukan oleh 
debitur, baik dengan nama apapun yang dapat merugikan kreditur. Ketentuan 
actio paulina dalam Pasal 1341 BW ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 BW 
yang mengatur prinsip paritas creditorium. Hal ini karena dengan pasal 1131 BW 
ditentukan bahwa semua harta kekayaan debitur demi hukum menjadi jaminan 
atas utang-utang debitur. Dengan demikian debitur dalam hal ini tidak bebas 
terhadap harta kekayaan yang dimiliki ketika memiliki utang kepada pihak kreditur. 
1. Pengertian Kreditor 
Pengertian umum tentang Kreditor adalah pihak (perorangan, organisasi, 
perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak 
kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikan (biasanya dalam bentuk 
kontrak atau perjanjian) dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan 
mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Kata kreditor bisa dijumpai 
dalam beberapa undang-undang, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang Hak Tanggungan  Nomor 4 Tahun 1996, 
dan juga di dalam Undang-Undang  Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Dalam 
 
63 Sebagaimana yang dikemukakan oleh Freeman dalam bukunya yang berjudul Stakeholder 
Theory: The State of The Art, Academy of Management Annals 4.1 (2010): 403-445, Stakeholders 
merupakan suatu kelompok masyarakat atau juga individu yang saling mempengaruhi dan/atau juga 






kaitannya masalah kepailitan pengertian kreditor sudah dicantumkan dalam pasal 
1 ayat (2) UU KPKPU no 37 tahun 2004 :64 “Kreditor adalah orang yang mempunyai 
piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka 
pengadilan”.  
Dari uraian pengertian kreditur menurut pasal 1 ayat (2) diatas juga sejalan 
apa yang dikemukakan oleh Andika Prayoga bahwa Kreditor adalah orang yang 
berdasarkan suatu perikatan mempunyai hak subjektif, yakni hak yang ia sendiri 
miliki untuk menuntut debitur memenuhi kewajiban atau prestasi tertentu dan hak 
yang dapat mengajukan tagihan tersebut terhadap kekayaan debitur.65 Dari 
definisi kreditor diatas tentunya sudah jelas bahwa seseorang dapat dikatakan 
sebagai kreditur apabila memenuhi beberapa unsur yakni mempunyai piutang, 
baik karena perjanjian maupun Karena undang-undang serta dapat ditagih dimuka 
pengadilan. 
2. Jenis Jenis Kreditor Dalam Kepailitan 
Menurut pasal 1311 KUHPerdata segala harta kekayaan debitur, baik 
berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tetap, baik yang sudah ada 
maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi semua 
perikatan utangnya. Dengan berlakunya pasal 1311 KUHPerdata itu maka dengan 
sendirinya atau demi hukum terjadilah pemberian jaminan oleh seorang debitur 
kepada setiap kreditornya atas segala kekayaan debitur itu.66 Pada umumnya 
pengajuan pailit banyak dilakukan oleh kreditor, baik kreditor yang merupakan 
perusahaan maupun kreditur perorangan, adapun penggolongan kreditur, yaitu :67 
a. Kreditor separatis, yaitu kreditor yang piutangnya dijamin dengan 
agunan kebendaan (hak tanggungan, hipotik, gadai, dan fidusia). Kreditor 
separatis (secure creditor) dapat mengeksekusi hak nya seolah olah tidak terjadi 
 
64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang pasal 1 ayat (2). 
65 Andika Prayoga, Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut),(Yogyakarta: 
Pustaka Yustisia,2014), h.12. 
66 Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan “Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah 
Yang Dihadapi Oleh Perbankan”, (Bandung: Alumni, 1999), h.7. 
67 Titik Tejaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Keditor Separatis Dalam Pengurusan 






kepailitan, hak itu dapat ditangguhkan selama 90 hari sejak tanggal putusan pailit 
diucapkan.   
b. Kreditor dengan hak istimewah khusus, dan kreditor dengan hak 
istimewah umum. Pembayaran terhadap kreditur dengan hak istimewah khusus, 
didahulukan dari kreditur dengan hak istimewah umum.  
c. Kreditor konkuren, yaitu kreditor yang tidak termasuk kreditor separatis 
maupun kreditor dengan hak istimewah. Kreditor konkuren atau kreditur bersaing 
(unsecured creditors) adalah semua kreditor atau penagih berdasarkan piutang 
tanpa jaminan tertentu. Mereka bersama-sama akan memperoleh pembayaran 
piutangnya menurut pertimbangan besar kecilnya piutang masing-masing kreditur.  
3. Urutan Prioritas Kreditor Dalam Kepailitan  
Kepailitan merupakan penjabaran dari dua asas yang dikandung dalam 
pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Pada pasal 1131 KUHPerdata menentukan 
bahwa seluruh harta benda seseorang baik yang telah ada sekarang maupun yang 
akan datang, baik bergerak maupun maupun yang tidak bergerak menjadi jaminan 
bagi seluruh perikatannya. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, pasal 1132 
KUHPerdata memerintahkan agar seluruh harta debitur dijual lelang dimuka umum 
atas dasar putusan hakim, dan hasilnya dibagikan kepada seluruh kreditur secara 
seimbang, kecuali apabila diantara para kreditur itu ada kreditur yang didahulukan 
pemenuhan piutangnya.68  
 Pada prinsipnya undang-undang kepailitan mengenalkan prinsip pari passu 
pro parte yang berarti bahwa semua harta kekayaan debitur merupakan jaminan 
bersama untuk para krediturnya dan hasilnya akan dibagikan secara sama rata 
(proporsional) kepada para krediturnya prinsip ini hanya memberikan keadilan 
yang proporsional sesuai jumlah besaran utangnya, akan tetapi ketidakadilan 
justru akan muncul ketika jumlah harta debitur lebih sedikit daripada utang yang 
akan dibayarkan kepada kreditur, para kreditor tentunya akan berlomba-lomba 
untuk mendapatkan pemenuhan piutangnya dan pastinya akan terjadi perselisihan 
diantara para kreditor.   
 






Dalam pembagian boedel pailit debitur, undang-undang kepailitan 
mengenalkan suatu prinsip structured creditors, Adapun prinsip structured 
creditors adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai 
macam debitur sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditor 
diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu :69 
a. Kreditor separatis;  
b. Kreditor preferen;  
c. Kreditor konkuren.  
Pembagian kreditor menjadi 3 klasifikasi tersebut diatas berbeda dengan 
pembagian kreditor pada lapangan hukum perdata umum, dalam hukum perdata 
umum perbedaan krediturnya hanya dibedakan dari kreditur preferen dengan 
kreditor konkuren. Kreditor preferen dalam hukum perdata umum dapat mencakup 
kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditor yang menurut undang-
undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, akan tetapi dalam hukum 
kepailitan yang dimaksud dengan kreditor preferen hanya kreditor yang menurut 
undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang 
hak privilege, pemegang hak retensi dan lain sebagainya, sedangkan kreditor yang 
memiliki jaminan kebendaan dalam hukum kepailitan diklasifikasikan dengan 









69 Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip Norma Dan Praktik Di Peradilan, h.32. 






BAB III  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Akibat Hukum Saat Harta Pailit Hasil Dari Tindak Pidana 
1. Kajian Putusan Kasasi Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan 
Peninjauan Kembali Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012. 
a. Kasus Posisi 
Dalam kasus PT. Sinar Central Rejeki melawan Bareskrim Mabes Polri. PT. 
Sinar Central Rejeki merupakan perusahaan yang bergerak di dalam bidang 
pengembang telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasar 
Putusan Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 31 Juli 2009.  
PT. Sinar Central Rejeki diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusan No. 
26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 31 Juli 2009. Berdasarkan putusan 
tersebut, permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon dikabulkan. 
Sekaligus menunjuk saudara Sulaiman S.H. M.H. sebagai hakim pengawas. Pada 
kasus kepailitan ini yang bertindak sebagai kurator yaitu Soedeson Tandra S.H. 
M.hum dan Drs. Joko Prabowo S.H. M.H.  (yang selanjutnya disebut Kurator PT 
SCR).71 
Di tengah pemberesan harta pailit, tiba-tiba Bareskrim Mabes Polri menyita 
harta pailit tersebut. Harta tersebut adalah Plaza Serpong. Bareskrim Mabes Polri 
mengatakan bahwa Plaza Serpong disita karena terkait kasus tindak pidana 
pencucian uang yang melibatkan Robert Tantular, Hartawan Alwy dan Anton 
Tantular dalam kasus tindak pidana pencucian uang dana penipuan dan 
penggelapan dana nasabah PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia pada Bank 
Century berdasarkan penetapan PN Tangerang Nomor 682/PEN.PID.SITA/ 
2009/TNG pada tanggal 23 Maret 2009.72 Penyitaan terkait Robert yang 
menempatkan dana tersebut di PT Sinar Central Rejeki, perusahaan yang bergerak 
di bidang pengembang. Dana yang terkumpul tersebut kemudian dibangun Mal 
 
71 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012, hlm. 2-3 






Serpong dan pembelian aset lainnya. Nilai aset Mal Serpong diduga mencapai Rp 
312 miliar.73 
Merasa terganggu dengan penyitaan yang dilakukan Bareskrim Mabes 
Polri, kurator PT. Sinar Central Rejeki, Wahyudi Dewantara, S.H. menggugat 
Bareskrim Mabes Polri karena telah menyita harta pailit PT. Sinar Central Rejeki. 
Penyitaan ini berakibat pada pemberesan harta pailit yang seharusnya dapat 
segera diselesaikan menjadi berhenti di tengah jalan. 
Kurator PT. SCR akhirnya mengajukan permohonan, sehingga Pengadilan 
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan. Putusan 
dengan nomor perkara 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. 
No.26/PAILIT/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 19 Januari 2012. Berdasarkan 
putusan tersebut, memerintahkan penyidik dan Badan Pertanahan Nasional untuk 
mencabut pemblokiran terhadap tanah dan gedung Serpong Plaza serta 
menyatakan penyitaan yang dilakukan penyidik tidak berkekuatan hukum.74 
Penyidik segera mengajukan kasasi pada tanggal 8 Februari 2012. Dengan 
dasar Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang No. 1 tahun 1998 jo. 
Undang - Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Surat Edaran 
Mahkamah Agung (SEMA) No 9 Tahun 1976 yang menyatakan putusan Pengadilan 
tidak boleh diadili Pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara tegas dan 
limitatif menentukan kompetensi dari Pengadilan Niaga. Sehingga putusan berada 
di luar kewenangan Pengadilan Niaga sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan-
ketentuan di atas yang harus ditolak atau dikesampingkan. 
Dalam permohonan kasasi yang diajukan oleh penyidik, majelis hakim 
menimbang beberapa alasan kasasi yang diajukan. Pertama, Majelis Hakim 
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya semata-mata hanya terfokus 
pada Pasal 31 UU KPKPU dan sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan 
Pasal 39 ayat (2) KUHAP. Kedua, penyidik tidak dapat semena-mena melakukan 
penyitaan terhadap benda/barang milik pihak tertentu yang diduga terkait suatu 
tindak pidana. Ketiga, dalam perkara ini khususnya terhadap kasus Century 
(Robert Tantular yang sudah berstatus terpidana dalam perkara lain) yang 
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merupakan atensi dan sudah menjadi sorotan dari semua kalangan, sehingga 
sudah selayaknya Majelis Hakim lebih mengutamakan ketentuan hukum acara 
pidana dan mengesampingkan ketentuan ketentuan UU KPKPU. Keempat, hakim 
pada Pengadilan Niaga dalam putusannya tidak membatalkan penetapan Ketua 
Pengadilan Negeri Tangerang sebagai dasar dalam pelaksanaan penyitaan dan 
pemblokiran tersebut, sehingga konsekuensi yuridis dari putusan untuk mencabut 
pemblokiran, nantinya akan menyebabkan akibat hukum putusan Pengadilan 
tersebut akan menjadi non eksekutabel. Kelima, hakim pada Pengadilan Niaga 
dalam putusannya tidak mempertimbangkan atau memberikan pendapatnya 
tentang ketentuan Pasal 39 KUHAP yang menjadi dasar Pemohon Kasasi dalam 
melakukan penyitaan. 
Pada hari Rabu, tanggal 18 April 2012 oleh H. Muhammad Taufik, SH., MH., 
sebagai Hakim mengeluarkan putusan dengan nomor perkara 157 K/Pdt.Sus/2012. 
Berdasarkan pertimbangan hakim yang sudah disebutkan tadi, hakim memutuskan 
untuk mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan 
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11/Gugatan Lain-Lain/2011/ 
PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 26/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 19 Januari 
2012.75 
b. Analisis Luas Perkara putusan kasasi nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 
dan putusan peninjauan kembali Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012 
UU Kepailitan memberikan pedoman kepada Balai Harta Peninggalan atau 
Perseorangan agar dapat melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap 
boedel Pailit, dengan arahan Hakim Pengawas untuk selanjutnya disebut sebagai 
Kurator dan terhadapnya diberikan persyaratan, khususnya untuk perseorangan 
agar memiliki kompetensi khusus sesuai bidangnya untuk melakukan pengurusan 
dan pemberesan boedel Pailit, sehingga untuknya harus didaftarkan kepada 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jo. Pasal 70 UU Kepailitan. 
Kewajiban Kurator untuk mengurus dan membereskan boedel Pailit 
sebagaimana menjadi tugas utamanya, menurut Jerry Hoff menyinggung tentang 
tujuan kepailitan, yakni untuk melindungi kepentingan Kreditor dalam memperoleh 
haknya dengan memperhatikan klasifikasi dan proporsionalitas tuntutan hak 
 






mereka. Berkaitan dengan hal tersebut, Kurator sebagai suatu profesi mulia harus 
dapat bertindak atau mengambil keputusan setepat mungkin utamanya 
memperhatikan hak para Kreditor. Kurator juga dalam menjalankan tugasnya 
bertindak untuk dan atas nama Debitur, dengan demikian seyogyanya menjaga 
hak Debitur yang tersisa. Dengan kata lain, baik kepentingan para Kreditor 
maupun kepentingan Debitur keduanya harus mendapatkan perlakuan yang 
proporsional dari Kurator dalam melaksanakan tugasnya.  
Kurator mulai melaksanakan segala kewenangan dan tugas yang melekat 
padanya terhitung sejak terbitnya Putusan Pailit. Kemudian UU Kepailitan telah 
memberikan batasan – batasan terhadap hal tersebut dengan tujuan agar jelas 
batas gradasi antara Kurator dalam melakukan wewenang dan tugasnya secara 
inheren atau mandiri, dan mendapatkan sepengetahuan dan/atau se persetujuan 
dari Hakim Pengawas. Hal tersebut dapat dimengerti karena fungsi dan peran 
Kurator yang sangat strategis, sehingga untuk menghindari hal – hal yang 
menyalahi kewajibannya oleh undang-undang telah diatur terkait proporsi yang 
jelas untuk dapat meminimalisir Kurator mendapat gugatan dari para Kreditur, 
pihak ketiga, bahkan Debitur sendiri. 
Dalam kasus ini penyidik melakukan pemblokiran atas SHGB No. 
00846/Pakualam berupa gedung pusat niaga Serpong Plaza yang merupakan 
bagian dari harta pailit PT. Sinar Central Rejeki. Hal ini membuat kurator dalam 
tugasnya mengalami hambatan. Dalam pasal 185 ayat (3) UU KPKPU menjelaskan 
bahwa apabila kurator mengalami hambatan maka ia dapat mengambil keputusan 
terhadap benda (harta pailit) yang tidak dapat dilakukan pemberesan. Namun 
pengambilan keputusan tersebut harus tetap berada dalam pengawasan dan 
disetujui oleh hakim pengawas. Langkah awal yang dapat dilakukan kurator dalam 
hal pengambilan keputusan ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan 
pencabutan pemblokiran atas SHGB No. 00846/Pakualam kepada hakim pengawas 
sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UU KPKPU. Pada tanggal 14 Januari 2010 kurator 
telah mengajukan permohonan penetapan kepada Hakim Pengawas sehubungan 
dengan pencoretan penyitaan pemblokiran atas sertifikat HGB No. 00846/Desa 






Hakim Pengawas kepailitan PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) telah 
mengabulkan permohonan Penggugat dengan mengeluarkan penetapan No. 
26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 15 Januari 2010 yang amarnya 
berbunyi: 
Memerintahkan Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten 
untuk mencabut pemblokiran atas tanah dan bangunan pusat perbelanjaan 
Serpong Plaza berlokasi di Jl. Raya Serpong Km 7, Kel.  Pakualam, Tangerang 
Banten, dengan sertifikat HGB No. 00846 atas nama PT. Sinar Central Sandang 
dengan luas tanah 16.980 m dan luas bangunan 31.209,32 m2 (bukti P-17);76 
Putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan 
dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau 
ketetapan (beschikking; decree).77 Setiap produk yang diterbitkan hakim atau 
pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya, dengan 
sendirinya merupakan akta otentik78 yaitu merupakan akta resmi yang dibuat oleh 
pejabat yang berwenang untuk itu. Bertolak dari doktrin yang dikemukakan diatas, 
setiap penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan bernilai sebagai akta 
otentik.79 Doktrin ini sesuai dengan ketentuan yang digariskan Pasal 1868 KUH 
Perdata: 
Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan 
undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di 
tempat akta itu dibuat. 
Meskipun penetapan yang dijatuhkan pengadilan berbentuk akta otentik, 
namun nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya berbeda dengan yang 
terdapat pada putusan. Sesuai dengan sifat proses pemeriksaannya bersifat 
sepihak saja. Maka nilai kekuatan pembuktiannya hanya mengikat kepada diri 
pemohon dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada orang lain. 
 
76 Putusan Kasasi Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012, hlm. 6. 
77 M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 40. 
78 Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 399. 
79 Subekti, Raden, and J. C. T. Simorangkir. Hukum acara perdata: ditulis dalam rangka kegiatan 






Penetapan dalam ilmu hukum perdata harus berisi diktum yang bersifat 
deklarator.80 Diktumnya hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum 
tentang hal yang diminta. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum yang 
mengandung hukuman (condemnatoir) dan yang menciptakan suatu keadaan 
hukum baru (konstitutif). Dalam permasalahan PT. SCR, penetapan hakim 
pengawas nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. di dalamnya berisi diktum 
konstitutif. Karena dalam amarnya berisi untuk memerintahkan tergugat II untuk 
mencabut pemblokiran atas tanah dan bangunan pusat perbelanjaan Serpong 
Plaza, dimana ini menyebabkan munculnya suatu keadaan hukum baru.  
Penyidik tanpa dasar hukum yang jelas, seolah-olah hanya 
menghubungkan PT. SCR (dalam pailit) dengan Robert Tantular selaku Komisaris 
Utama PT. SCR yang sudah mengundurkan diri sejak tahun 2004 berdasarkan Akta 
berita acara PT. SCR nomor: 178 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa 
Ng, SH., Notaris di Jakarta tertanggal 30 November 2004 dengan cara menjual 
seluruh saham miliknya dalam perseroan, yaitu sebanyak 750.000 (tujuh ratus lima 
puluh ribu) saham kepada I Gusti Ngurah Wisnawa (bukti P-18), dan telah 
mendapat pengesahan melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia nomor C09461.HT.01.04-TH.2005 tertanggal 8 April 2005 
(bukti P-19).81 
Sesuai pada ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UU PT). 
Alasan peneliti mengaitkan kasus tersebut dengan UU PT dikarenakan memang 
bentuk hukum perusahaan (corporation) dari PT SCR adalah badan usaha yang 
berbadan hukum berupa Perseroan Terbatas. Putusan pernyataan pailit yang 
dijatuhkan kepada sebuah PT mengakibatkan organ PT tersebut akan kehilangan 
haknya untuk mengurus kekayaan PT tersebut. Pengurusan harta kekayaan PT 
yang dinyatakan pailit beralih pada Kurator yang telah ditunjuk, seperti halnya 
Kurator PT SCR. 
Selain pengurusan harta kekayaan PT beralih kepada Kurator, terdapat 
juga tanggung jawab dari masing-masing organ perseroan terhadap putusan 
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pernyataan pailit yang dijatuhkan kepada PT tersebut, yaitu tanggung jawab 
sebatas jumlah nominal saham yang dimilikinya pada PT. Apabila dikaitkan dengan 
kasus antara Kurator PT SCR dan Penyidik Kepolisian tentang tindak pidana yang 
dilakukan oleh Robert Tantular sebagai salah satu organ perseroan dari PT SCR, 
maka peneliti akan menganalisis terlebih dahulu tentang kedudukan dari Robert 
Tantular sebagai organ perseroan di dalam PT SCR.  
Peneliti dalam hal ini akan mengaitkan bagian kronologis terkait 
pembayaran atas jual beli saham yang belum terpenuhi dan pembatalan akta 
tersebut dengan Pasal 48 ayat (1) UU PT. Di dalam Pasal 48 ayat (1) UU PT  
menyatakan bahwa: “Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.”82 Pasal 
ini telah secara jelas menyebutkan bahwa saham yang menjadi aset dalam PT 
dikeluarkan atas nama pemiliknya, termasuk juga saham pada PT SCR. Dalam akta 
yang telah mendapatkan pengesahan melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia tersebut sudah tertera nama I Gusti Ngurah Wisnawa 
sebagai pemilik saham sebanyak 750.000 lembar saham yang awalnya milik Robert 
Tantular, walaupun memang pembayaran atas jual beli tersebut belum dipenuhi. 
Merujuk pada Pasal 1457 KUHPerdata yang menerangkan bahwa:83 
Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang dibentuk karena pihak 
yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan dan pihak 
yang lain bersedia untuk membayar harga yang diperjanjikan. 
Jual beli saham yang dilakukan oleh Robert Tantular dengan I Gusti Ngurah 
Wisnawa apabila dikaitkan dengan Pasal 1457 KUHPerdata memang belum 
terpenuhi sepenuhnya. Hal yang belum terpenuhi tersebut memang terkait dengan 
pembayaran yang harus dilakukan oleh I Gusti Ngurah Wisnawa. Dapat dilihat 
bahwa Robert Tantular telah menyerahkan seluruh sahamnya kepada I Gusti 
Ngurah Wisnawa dengan bukti akta tersebut, akan tetapi pembayaran atas jual 
beli saham tersebut belum dilakukan oleh I Gusti Ngurah Wisnawa. Akan tetapi, di 
dalam Pasal 1458 KUHPerdata juga menerangkan bahwa:84 
 
82 Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
83 Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 






Jual beli telah sah mengikat apabila kedua belah pihak telah mencapai kata 
sepakat tentang barang dan harga meski barang tersebut belum diserahkan 
maupun harganya belum dibayarkan.  
Dari pernyataan Pasal 1458 KUHPerdata tersebut disimpulkan bahwa 
dengan kata lain perjanjian jual beli, yang dalam kasus ini adalah jual beli saham 
merupakan peralihan hak dengan dasar kesepakatan dan telah sah meskipun 
belum terjadi penyerahan atas barang yang dijualbelikan dan juga belum terjadi 
pembayaran atas harga yang ada. Apabila dikaitkan dengan perkara Robert 
Tantular, maka dapat dikatakan bahwa proses jual beli saham yang dilakukan 
tersebut telah sah secara hukum, walaupun pada faktanya I Gusti Ngurah Wisnawa 
belum melakukan pembayaran. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa saham 
yang sekarang terdapat di PT SCR sebanyak 750.000 lembar saham adalah milik I 
Gusti Ngurah Wisnawa, sehingga semua tanggung jawab akan PT SCR berpindah 
dari Robert Tantular kepada I Gusti Ngurah Wisnawa. Selain itu dapat dikatakan 
bahwa Robert Tantular sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT SCR. 
 Pada kasus PT. SCR ini, penggugat merasa sangat keberatan dan dirugikan 
dengan adanya surat pemblokiran dari Tergugat I kepada Tergugat II, yang mana 
telah terdaftar sebagai harta pailit. Selain itu, kepailitan adalah lex specialis serta 
sebagai lembaga hukum Peradilan extra ordinary. Sebagaimana dalam konsiderans 
UU KPKPU yang menyatakan kepailitan untuk kepentingan dunia usaha dalam 
menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, dan 
kepailitan juga guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian 
nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional.85 
 Asas lex specialis derogate legi generali yaitu hukum khusus 
menyampingkan hukum umum yang merupakan salah satu asas preferensi yang 
dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk 
hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan. Asas ini digunakan 
apabila dalam suatu peristiwa hukum ada beberapa aturan. 
 Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib 
diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu. Walaupun untuk 
 






peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut 
peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus 
tersebut.86  
 Dalam hukum positif di Indonesia, ada beberapa prinsip yang harus 
diperhatikan dalam asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu:    
1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap 
berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; 
2. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-
ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang); 
3. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum 
(rezim) yang sama dengan lex generalis. Kitab Undang-Undang Hukum 
Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk 
lingkungan hukum keperdataan.87 
Jadi keberatan yang diajukan oleh Penggugat dalam kasus PT. SCR tidak 
benar, karena adanya ketentuan yang berada dalam lingkungan hukum yang 
berbeda. Penyitaan yang dilakukan penyidik berdasar pada KUHAP dimana 
termasuk dalam ruang lingkup pidana. Sedangkan kepailitan yang diatur dalam UU 
KPKPU berada dalam ruang lingkup perdata. 
Eksekusi yang tidak dapat dijalankan (non-executable) antara lain 
ditetapkan dalam hal: 
a) Harta kekayaan tereksekusi tidak ada 
b) Putusan bersifat deklaratoir 
c) Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga 
d) Eksekusi terhadap penyewa, non executable 
e) Barang yang hendak dieksekusi, dijaminkan kepada pihak ketiga 
f) Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya 
g) Perubahan status tanah menjadi milik negara 
h) Barang objek eksekusi berada di luar negeri 
i) Dua putusan yang saling berbeda 
 
86 Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto. "Pendidikan Hukum dan Bahasa Hukum." Jurnal 
Hukum & Pembangunan 13.3 (1983): 233-239. 






j) Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama.88 
Dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 
11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 26/PAILIT/2009/ 
PN.Niaga.Jkt.Pst. terdapat pertentangan ketentuan dengan penetapan sita dari 
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No.  682/Pen.Pid.Sita/2009/PN/TNG. Karena 
dalam amar putusan pengadilan niaga tidak ada yang membatalkan penetapan 
sita yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. Padahal inilah yang 
dijadikan dasar oleh penyidik dalam melakukan penyitaan harta pailit PT. SCR. 
Maka dari itu, karena adanya dua putusan yang saling berbeda menyebabkan salah 
satu eksekusi dari putusan pengadilan ada yang tidak bisa dijalankan (non-
executable). Jika Mahkamah Agung berhadapan dengan eksekusi atas dua putusan 
yang saling bertentangan, yang dapat dijadikan alasan non executable  adalah : 
1. Fakta tentang adanya saling pertentangan antara dua putusan yang 
bersangkutan 
2. Tidak tepat atas alasan nebis in idem. 
Sebab alasan non executable yang dapat dipergunakan ialah berdasarkan 
fakta yang ditemukan dalam kedua perkara, yakni fakta adanya “saling 
pertentangan”. Sedangkan kalau alasan berdasarkan asas nebis in idem, berarti 
pengadilan telah bertindak menilai kebenaran hukum yang terdapat dalam 
putusan. Padahal dalam melaksanakan eksekusi, pengadilan tidak boleh menilai isi 
dan pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan. Satu-satunya yang boleh 
menilai isi putusan suatu perkara hanya persidangan dan putusan pengadilan.  
Sekiranya tindakan eksekusi diperbolehkan menilai isi putusan, dan 
penilaian yang seperti itu dapat dijadikan dasar untuk menyatakan non executable, 
maka penyelesaian eksekusi bisa runyam. Kalau tindakan eksekusi boleh menilai 
isi putusan, ketua pengadilan yang hendak mengeksekusi dapat menyatakan 
eksekusi tidak dapat dijalankan karena pertimbangan hukum yang terdapat dalam 
putusan tidak sesuai menurut pendapatnya.  
 







Untuk menghindari pendapat dan penilaian yang subjektif karena sebab 
tindakan eksekusi dilarang menilai putusan. Kecuali ditemukan “fakta”, pejabat 
yang bertugas menjalankan eksekusi dapat menilainya sebagai alasan yang 
berkualitas untuk menyatakan eksekusi tidak dapat dijalankan. Misalnya, pejabat 
tersebut menemukan keadaan barang yang hendak dieksekusi sudah menjadi 
pihak ketiga yang tidak digugat. Barang yang hendak dieksekusi tidak ditemukan 
atau tanah yang hendak dieksekusi sudah dijaminkan kepada pihak ketiga. Tanah 
yang menjadi objek eksekusi tidak jelas batasnya. Semuanya adalah fakta-fakta 
yang dapat dijadikan alasan untuk menyatakan eksekusi tidak dapat dilaksanakan. 
Sehingga dari fakta-fakta tersebut, ketua pengadilan dapat menilai apakah fakta 
yang ditemukan sudah benar-benar menyebabkan eksekusi tidak dapat dijalankan.  
Demikian pula halnya apabila ditemukan dua putusan yang saling 
bertentangan. Ketua Mahkamah Agung berhak menilai apakah saling bertentangan 
yang terdapat dalam kedua putusan tersebut sedemikian rupa, sehingga antara 
kedua pihak tidak mungkin dipertemukan. Seperti pada contoh kasus PT. SCR yang 
dihadapi Mahkamah Agung. Pada putusan pertama Pengadilan Negeri Tangerang 
No.  682/Pen.Pid.Sita/2009/PN/TNG menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan 
penyitaan terhadap Gedung Serpong Plaza. Berdasarkan putusan tersebut 
eksekusi sudah dilaksanakan, dan tanah berperkara sudah sepenuhnya dikuasai. 
Lantas dalam putusan kedua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat No. 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 
26/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst menyatakan bahwa menghukum penyidik untuk 
melakukan pencabutan atas penyitaan yang sudah dieksekusi sesuai putusan 
pertama. Secara faktual, kedua putusan tersebut jelas mengandung pertentangan. 
Oleh karena itu cukup fakta untuk menyatakan putusan perkara yang kedua tidak 
dapat dijalankan. 
Ada dua cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kasus putusan 
yang saling bertentangan 
1. Melalui upaya peninjauan kembali 
Seperti yang sudah dijelaskan apabila eksekusi berhadapan dengan 
putusan pengadilan yang saling bertentangan, eksekusi harus dinyatakan tidak 






dapat dilaksanakan eksekusinya. Jalan penyelesaian untuk menjernihkan dua 
putusan yang saling bertentangan ada dua. Pertama dengan peninjauan kembali, 
salah satu pihak yang memegang putusan yang saling bertentangan dapat 
mengajukan permohonan peninjauan kembali. Hanya upaya peninjauan kembali 
yang dapat menjernihkannya. Oleh karena itu, setidaknya ketua Mahkamah Agung 
dalam menghadapi kasus tersebut, dia memberikan penyuluhan kepada mereka 
supaya segera mengajukan permohonan peninjauan kembali atas alasan yang 
ditemukan dua putusan pengadilan yang saling bertentangan.  
Menurut Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung (yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004), apabila 
antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang 
sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan 
yang bertentangan satu dengan yang lain.89 Maka hal itu dapat dijadikan dasar 
untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. 
2. Melalui Perdamaian 
 Cara kedua dapat ditempuh oleh mereka yang memiliki putusan saling 
bertentangan ialah melalui perdamaian. Cara ini yang paling tepat jika ada 
persesuaian diantara mereka. Kalau tidak mau berdamai dan tidak mau 
mengajukan peninjauan kembali maka pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa. 
Salah satu dari putusan yang saling bertentangan harus menjadi korban untuk 
selamanya. 
Dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang No. 1 tahun 1998 
jo. Undang - Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menambah satu bab 
baru yaitu Bab Ketiga mengenai Pengadilan Niaga. Pembentukan peradilan khusus 
ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah kepailitan secara cepat dan efektif. 
Pengadilan Niaga merupakan diferensiasi atas peradilan umum yang dimungkinkan 
pembentukannya berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 
Tahun 1970 tentang Pokok - Pokok Kekuasaan Kehakiman.  
UU KPKPU yang merupakan pembaharuan dari Undang - Undang Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 1998, tidak mengatur Pengadilan Niaga pada bab 
 






tersendiri, akan tetapi masuk pada Bab V tentang Ketentuan Lain-lain mulai dari 
Pasal 299 sampai dengan Pasal 303. Demikian juga dalam penyebutannya pada 
setiap pasal cukup dengan menyebutkan kata “Pengadilan” tanpa ada kata “Niaga” 
karena merujuk pada Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 7 bahwa 
Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam Lingkungan peradilan umum.  
Tugas dan wewenang Pengadilan Niaga ini pada Undang - Undang Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 280, sedangkan dalam UU 
KPKPU diatur pada Pasal 300. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan 
yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas sebagai 
berikut: 
a) Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit; 
b) Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang; 
c) Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya 
ditetapkan dengan undang-undang, misalnya sengketa di bidang HAKI. 
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur 
tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam hubungannya dengan perjanjian 
yang mengandung klausula arbitrase. Dalam Pasal 303 ditentukan bahwa 
Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan 
pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula 
arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit 
telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tentang 
syarat-syarat kepailitan. Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi 
penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan 
permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang 
yang mereka buat memuat klausul arbitrase. 
Eksistensi Pengadilan Niaga, sebagai Pengadilan yang dibentuk 
berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Perpu Republik Indonesia No. 1 tahun 1998 
memiliki kewenangan khusus berupa yurisdiksi substantif eksklusif terhadap 
penyelesaian perkara kepailitan. Yurisdiksi substantif eksklusif tersebut 
mengesampingkan kewenangan absolut dari Arbitrase sebagai pelaksanaan prinsip 






memberikan pengakuan extra judicial atas klausula Arbitrase untuk menyelesaikan 
sengketa para pihak sebagaimana telah diperjanjikan. Jadi, walaupun dalam 
perjanjian telah disepakati cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, di sini 
Pengadilan Niaga tetap memiliki kewenangan memeriksa dan memutus. 
Dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang No. 1 tahun 1998 
jo. Undang - Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan maupun UU KPKPU 
memang secara implisit telah mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga 
yaitu hanya untuk menyelesaikan dan memeriksa perkara kepailitan dan 
penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi memang benar eksepsi dari 
tergugat, namun kalau tergugat menganggap gugatan yang diajukan di luar 
kewenangan dari Pengadilan Niaga itu tidak benar. Karena penulis menganggap, 
gugatan yang diajukan masih dalam kewenangan pengadilan niaga dikarenakan 
penyitaan yang dilakukan tergugat menghambat penyelesaian perkara kepailitan 
dari PT. SCR. Maka dari itu, Pengadilan Niaga berhak untuk mengadili guna 
menyelesaikan perkara kepailitan. 
c. Analisis Pembatalan Sita Harta Debitur Berdasarkan KUHAP 
Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam 
Perkara Kepailitan putusan kasasi nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 
Dasar pertimbangan hakim yang pertama dalam Putusan Kasasi Nomor 157 
K/Pdt.Sus/2012 yang menggunakan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang ada, apabila dilihat dari beberapa dasar pertimbangan yang 
diberikan adalah sebagai berikut:90 
Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, Judex 
Facti salah menerapkan hukum, oleh karena sungguhpun Pasal 31 UU KPKPU 
menentukan penyitaan kekayaan Debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan 
harus dihentikan, akan tetapi penyitaan oleh Penyidik atas tanah dan gedung harta 
pailit yang diduga didapat dari kejahatan harus didahulukan sebagaimana maksud 
Pasal 39 ayat (2) KUHAP. 
Merujuk kembali pada Pasal 31 UU KPKPU yang digunakan sebagai dasar 
hukum oleh Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan kasasi di atas, 
 






merupakan salah satu pasal yang mengatur tentang salah satu akibat yang 
ditimbulkan dari adanya putusan pernyataan pailit yang dijatuhkan kepada PT SCR. 
Akibat yang dimaksud pada Pasal 31 UU KPKPU yaitu akibat pernyataan pailit 
terhadap penetapan penyitaan dan eksekusi pengadilan. Akibat dari putusan 
pernyataan pailit yang diatur di dalam Pasal 31 UUK-PKPU, menyebutkan bahwa:91 
(1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan 
pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitur yang telah 
dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu 
putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera 
Debitur.  
(2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika 
diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya. 
(3) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 93, Debitur yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan 
seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.  
Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) UU KPKPU dapat 
disimpulkan bahwa setelah adanya putusan pernyataan pailit, maka semua 
penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitur 
yang termasuk ke dalam harta pailit, baik berupa penyitaan atau penjualan, 
menjadi terhenti seketika atau dapat dikatakan telah gugur dengan adanya 
putusan pernyataan pailit. Jadi, apabila dikaitkan dengan putusan pernyataan pailit 
yang dijatuhkan kepada PT SCR yang dikeluarkan sesudah penetapan sita dari 
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, maka dengan berpedoman dengan ketentuan 
yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) UU KPKPU ini, penetapan tersebut menjadi 
terhenti seketika atau dapat dikatakan telah gugur. 
Dalam Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU, secara garis besar dapat disimpulkan 
bahwa dengan adanya putusan pernyataan pailit, maka terhadap semua penyitaan 
yang telah dilakukan terhadap bagian dari harta pailit menjadi hapus dan jika 
diperlukan maka Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretan atas 
 







penyitaan tersebut. Penjelasan dari Pasal 31 ayat (2) UU KPKPU ini menjelaskan 
maksud dari kalimat “jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan 
pencoretannya”, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pencoretan adalah 
pencoretan terhadap penyitaan tanah atau kapal yang telah terdaftar.92  
Pada tanggal 14 Januari 2010 kurator dalam PT SCR sudah mengajukan 
permohonan penetapan kepada Hakim Pengawas sehubungan dengan pencoretan 
penyitaan oleh Penyidik Kepolisian. Sehingga pada tanggal 15 Januari 2010 Hakim 
Pengawas mengabulkan permohonan kurator dengan mengeluarkan penetapan 
nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Namun Penyidik Kepolisian tetap menolak 
dengan alasan telah meminta izin khusus penyitaan barang bukti kepada Ketua 
Pengadilan Negeri Tangerang dan telah mendapatkan penetapan penyitaan No. 
682/Pen.Pd.Sita/2009/PN.Tng. tanggal 23 Maret 2009 serta SHGB No. 
00846/Pakualam masih merupakan barang bukti dalam berkas perkara No. Pol. 
BP/38/VIII/2009/Dit.II Eksus. 
Apabila dikaitkan dengan kasus antara Kurator PT SCR dengan Penyidik 
Kepolisian di atas, maka Pasal 31 ayat (2) UU KPKPU ini termasuk pasal yang 
mengambil peran penting dalam penyelesaian kasus tersebut. Ketentuan Pasal 31 
ayat (2) UU KPKPU dapat dikatakan mengambil peran penting dalam kasus antara 
Kurator PT SCR dengan Penyidik Kepolisian, sebab apabila dilihat dari kronologis 
kasus yang telah dijelaskan diatas, sengketa yang muncul di antara kedua belah 
pihak diakibatkan oleh harta pailit PT SCR.  
Dasar pertimbangan hakim kedua yang digunakan terkait dengan 
permasalahan adalah:93 
Bahwa oleh karena harta pailit ternyata harta pailit terblokir, telah disita 
dengan penetapan sita Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 
682/Pen.Pid.Sita/2009/PN.Tng. tanggal 23 Maret 2009 atas permintaan Penyidik 
Polri, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, gugatan Penggugat 
harus ditolak untuk seluruhnya. 
 
92 Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2012, 
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Kronologis tentang munculnya penetapan penyitaan yang telah dikeluarkan 
oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang terkait tindak pidana yang dilakukan oleh 
Robert Tantular, apabila dilihat secara langsung memang telah memenuhi semua 
prosedur tentang beracara dalam hukum pidana yang diatur didalam KUHAP. 
Perkara Robert Tantular tersebut telah sampai pada tahap pra-penuntutan yang 
dapat dibuktikan dengan adanya pernyataan bahwa:94 
Perkara dengan Tersangka Robert Tantular saat ini perkaranya masih 
berjalan dalam pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk dilengkapi 
(P.19). 
Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Penyidik telah menyerahkan 
berkas perkara Robert Tantular kepada Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi, 
penyerahan tersebut belum merupakan kepastian dari penyelesaian pemeriksaan 
penyidikan, sebab ada kemungkinan berkas perkara tersebut akan dikembalikan 
lagi oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik karena dianggap belum lengkap 
dan disertai catatan dan petunjuk untuk dilengkapi, seperti halnya dalam perkara 
Robert Tantular tersebut yang biasa disebut dengan (P.19). Maksud dari kode 
(P.19) adalah perkara tersebut berada pada tahap pra-penuntutan. Salah satu 
tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Penyidik dalam taraf penyidikannya 
adalah melakukan suatu penyitaan yang ketentuannya terdapat dalam KUHAP.   
Permasalahan yang timbul dari tindakan penyitaan yang dilakukan oleh 
Penyidik Kepolisian tersebut adalah pada objek sitaannya. Objek yang terkena sita 
pidana tersebut adalah bagian dari harta pailit PT SCR. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa Penyidik Kepolisian mengaitkan tindak pidana yang dilakukan oleh Robert 
Tantular dengan PT SCR yang senyatanya telah diputus pailit oleh Pengadilan 
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dasar hukum atau ketentuan yang 
digunakan oleh Penyidik Kepolisian dalam melakukan penyitaan terhadap harta 
pailit PT SCR adalah Pasal 39 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa:95 
 
94 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Gugatan 
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Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit 
dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara 
pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1). 
Pasal 39 ayat (2) KUHAP tersebut menjelaskan bahwa benda yang berada 
dalam sitaan baik sitaan tersebut dikarenakan perkara perdata atau dikarenakan 
perkara pailit, tetap juga dapat disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, 
dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi semua ketentuan yang 
terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT SCR 
yang telah dijatuhi putusan pailit pun dapat juga dilakukan sita pidana terhadap 
harta pailit PT SCR. Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dalam 
perkara Robert Tantular terhadap harta pailit PT SCR merupakan penilaian 
subjektif dari Penyidik Kepolisian yang bertujuan untuk kepentingan penyidikan 
dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam KUHAP. 
Dasar pertimbangan hakim yang pertama memang telah sesuai dengan 
ketentuan yang terdapat dalam UU KPKPU, akan tetapi dengan adanya dasar 
pertimbangan hakim yang kedua telah mematahkan aturan yang terdapat dalam 
UU KPKPU tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam putusan kasasi ini 
hakim lebih condong untuk menerapkan aturan pada KUHAP dalam menyelesaikan 
kasus yang terjadi. Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa aturan yang 
sesuai untuk diterapkan dalam kasus yang terjadi antara Kurator PT SCR dan 
Penyidik Kepolisian adalah aturan yang berpedoman pada Hukum Acara Pidana, 
yaitu Pasal 39 ayat (2) KUHAP. Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang 
terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP tersebut telah secara jelas menentukan 
dalam keadaan pailit pun terhadap benda tersebut dapat dilakukan penyitaan 
untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana. 







d. Analisis Pembatalan Sita Harta Debitur Berdasarkan Undang - 
Undang Kepailitan Dan PKPU Dalam Pertimbangan Hukum Hakim 
Mahkamah Agung Dalam Perkara Kepailitan Putusan Peninjauan 
Kembali Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012 
Dasar pertimbangan hakim yang pertama dalam Putusan Peninjauan 
Kembali Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012 yang menggunakan ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan yang ada, apabila dilihat dari beberapa dasar 
pertimbangan yang diberikan adalah sebagai berikut:96 
Bahwa PT SCR telah dinyatakan pailit, dan kepailitan tersebut meliputi 
seluruh harta kekayaan PT SCR, dan demi hukum PT SCR kehilangan haknya untuk 
menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit.  
Dasar pertimbangan hakim yang telah disebutkan diatas secara langsung 
merujuk pada Pasal 21 dan Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU. Sebagaimana ditetapkan 
dalam Pasal 21 UU KPKPU, kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat 
putusan pernyataan pailit ditetapkan dan juga mencakup semua kekayaan yang 
diperoleh Debitur selama berlangsungnya kepailitan, misalnya karena hibah atau 
warisan. Pengertian yang dimaksud dengan “selama berlangsungnya kepailitan” 
adalah sejak putusan pailit diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga sampai 
dengan selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi oleh Kurator sepanjang 
putusan Pengadilan Niaga itu tidak diubah sebagai akibat upaya hukum berupa 
kasasi atau peninjauan kembali. Dalam kasus ini, seluruh kekayaan PT SCR yang 
berupa harta pailit terblokir sudah seharusnya menjadi harta pailit PT SCR dan 
dimasukkan ke dalam boedel pailit, sebab harta pailit terblokir tersebut merupakan 
harta yang diperoleh PT SCR pada saat putusan pernyataan pailit dijatuhkan 
kepada PT SCR oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 
Selain Pasal 21 UU KPKPU, dalam pertimbangan hakim putusan peninjauan 
kembali, tersirat juga Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU. Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU 
pada pokoknya menjelaskan bahwa Debitur pailit demi hukum kehilangan haknya 
untuk mengurus (daden van beheren) dan melakukan perbuatan kepemilikan 
(daden van beschikking) terhadap seluruh harta kekayaan yang dia miliki yang 
 







termasuk dalam harta pailit.97 Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas 
pada harta kekayaan Debitur pailit saja, akan tetapi tidak dapat diterapkan 
terhadap status diri pribadinya. Debitur yang dalam status pailit tersebut apabila 
dikaitkan dengan ketentuan yang ada tidak akan kehilangan hak-hak keperdataan 
lainnya serta hak-hak lain selaku warga negara seperti hak politik dan hak privat 
lainnya. Menurut pendapat dari M. Hadi Shubhan,98 ratio legis ketentuan bahwa 
kepailitan hanya berkaitan dengan harta kekayaan Debitur saja adalah maksud 
dari adanya bentuk kepailitan tersebut adalah untuk melakukan distribusi atau 
proses penyaluran harta kekayaan dari Debitur pailit untuk membayar semua 
utang-utang yang dimiliki pihak Debitur kepada para Kreditornya. 
Dasar pertimbangan kedua dalam putusan peninjauan kembali terkait 
dengan permasalahan adalah, “Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU KPKPU 
semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus.”99 Pasal 31 ayat (2) UU 
KPKPU secara garis besar menjelaskan bahwa dengan adanya putusan pernyataan 
pailit, maka terhadap semua penyitaan yang telah dilakukan terhadap bagian dari 
harta pailit menjadi hapus dan jika diperlukan maka Hakim Pengawas harus 
memerintahkan pencoretan atas penyitaan tersebut. Selain itu, M. Hadi Shubhan100 
berpendapat bahwa:  
Sitaan umum terhadap harta pailit ini pula dapat mengangkat sitaan khusus 
lainnya jika pada saat dinyatakan pailit harta pailit Debitur sedang dalam 
penyitaan. Pendapat yang telah diutarakan diatas, apabila dikaitkan dengan kasus 
antara Kurator PT SCR dan Penyidik Kepolisian, maka secara langsung dapat 
dikatakan bahwa penyitaan pidana atas harta pailit terblokir dapat diangkat 
dengan adanya putusan pernyataan pailit terhadap PT SCR.  
Dalam kasus ini pihak Kurator PT SCR juga telah mengajukan Permohonan 
Penetapan kepada Hakim Pengawas yang telah ditunjuk dalam kasus kepailitan PT 
SCR sehubungan dengan Pencoretan Penyitaan Pemblokiran atas Sertifikat HGB 
 
97 Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang. 
98 M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan), Kencana 
Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 165. 
99 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012 Tanggal 20 Mei 
2013. 






Nomor 00846/Desa Pakualam. Permohonan yang diajukan oleh Kurator PT SCR 
tersebut dikabulkan oleh Hakim Pengawas kepailitan PT SCR dengan 
mengeluarkan Penetapan Nomor 26/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang amarnya 
berbunyi:101 
Memerintahkan Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten 
untuk mencabut pemblokiran atas Tanah dan Bangunan Pusat Perbelanjaan 
“Serpong Plaza” berlokasi di Jalan Raya Serpong Km 7, Kelurahan Pakualam, 
Tangerang Banten dengan Sertifikat HGB Nomor 00846 atas nama PT Sinar Central 
Sandang dengan luas tanah 16.980 m2 dan luas bangunan 31.209,32 m2 
Tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Kurator PT SCR secara 
langsung dapat dilihat bahwa Kurator PT SCR mengikuti semua prosedur dalam 
hukum positif Indonesia, yaitu hukum kepailitan yang diatur dalam UU KPKPU. 
Akan tetapi dengan dikeluarkannya penetapan dari Hakim Pengawas Kepailitan PT 
SCR tersebut, tetap saja ditolak oleh Penyidik Kepolisian dengan alasan bahwa 
telah meminta izin khusus penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri 
Tangerang dan telah mendapatkan Penetapan Penyitaan Nomor 
682/Pen.Pid.Sita/2009/PN.Tng. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang 
dipergunakan oleh Kurator PT SCR dan Penyidik Kepolisian terkait dengan Pasal 
31 ayat (1) dan (2) UU KPKPU dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP telah sesuai dengan 
hukum positif Indonesia. Akan tetapi, kemungkinan adanya ketentuan lain yang 
dapat menjatuhkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU KPKPU dan Pasal 39 
ayat (2) KUHAP. 
Dasar pertimbangan hakim yang ketiga terkait dengan permasalahan 
adalah:102 
Bahwa tanggung jawab Robert Tantular sebagai Komisaris PT SCR hanya 
bertanggung jawab terhadap PT SCR sebatas jumlah saham yang ia miliki saja, 
bukan keseluruhan aset perseroan. 
 
101 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Gugatan 
LainLain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 19 Januari 2012. 







Dasar pertimbangan hakim yang ketiga tersebut lebih merujuk pada 
ketentuan yang ada di dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UU PT). Alasan hakim mengaitkan 
kasus tersebut dengan UU PT dikarenakan memang bentuk hukum perusahaan 
(corporation) dari PT SCR adalah badan usaha yang berbadan hukum berupa 
Perseroan Terbatas. Putusan pernyataan pailit yang dijatuhkan kepada sebuah PT 
mengakibatkan organ PT tersebut akan kehilangan haknya untuk mengurus 
kekayaan PT tersebut. Pengurusan harta kekayaan PT yang dinyatakan pailit 
beralih pada Kurator yang telah ditunjuk, seperti halnya Kurator PT SCR. 
Selain pengurusan harta kekayaan PT beralih kepada Kurator, terdapat 
juga tanggung jawab dari masing-masing organ perseroan terhadap putusan 
pernyataan pailit yang dijatuhkan kepada PT tersebut, yaitu tanggung jawab 
sebatas jumlah nominal saham yang dimilikinya pada PT. Apabila dikaitkan dengan 
kasus antara Kurator PT SCR dan Penyidik Kepolisian tentang tindak pidana yang 
dilakukan oleh Robert Tantular sebagai salah satu organ perseroan dari PT SCR, 
maka peneliti akan menganalisis terlebih dahulu tentang kedudukan dari Robert 
Tantular sebagai organ perseroan di dalam PT SCR.  
Peneliti dalam hal ini akan mengaitkan bagian kronologis terkait 
pembayaran atas jual beli saham yang belum terpenuhi dan pembatalan akta 
tersebut dengan Pasal 48 ayat (1) UU PT. Di dalam Pasal 48 ayat (1) UU PT  
menyatakan bahwa: “Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.”103 
Pasal ini telah secara jelas menyebutkan bahwa saham yang menjadi aset dalam 
PT dikeluarkan atas nama pemiliknya, termasuk juga saham pada PT SCR. Dalam 
akta yang telah mendapatkan pengesahan melalui Departemen Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut sudah tertera nama I Gusti Ngurah 
Wisnawa sebagai pemilik saham sebanyak 750.000 lembar saham yang awalnya 
milik Robert Tantular, walaupun memang pembayaran atas jual beli tersebut 
belum dipenuhi. Merujuk pada Pasal 1457 KUHPerdata yang menerangkan 
bahwa:104 
 
103 Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 






Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang dibentuk karena pihak 
yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan dan pihak 
yang lain bersedia untuk membayar harga yang diperjanjikan. 
Jual beli saham yang dilakukan oleh Robert Tantular dengan I Gusti Ngurah 
Wisnawa apabila dikaitkan dengan Pasal 1457 KUHPerdata memang belum 
terpenuhi sepenuhnya. Hal yang belum terpenuhi tersebut memang terkait dengan 
pembayaran yang harus dilakukan oleh I Gusti Ngurah Wisnawa. Dapat dilihat 
bahwa Robert Tantular telah menyerahkan seluruh sahamnya kepada I Gusti 
Ngurah Wisnawa dengan bukti akta tersebut, akan tetapi pembayaran atas jual 
beli saham tersebut belum dilakukan oleh I Gusti Ngurah Wisnawa. Akan tetapi, di 
dalam Pasal 1458 KUHPerdata juga menerangkan bahwa:105 
Jual beli telah sah mengikat apabila kedua belah pihak telah mencapai kata 
sepakat tentang barang dan harga meski barang tersebut belum diserahkan 
maupun harganya belum dibayarkan.  
Dari pernyataan Pasal 1458 KUHPerdata tersebut disimpulkan bahwa 
dengan kata lain perjanjian jual beli, yang dalam kasus ini adalah jual beli saham 
merupakan peralihan hak dengan dasar kesepakatan dan telah sah meskipun 
belum terjadi penyerahan atas barang yang dijualbelikan dan juga belum terjadi 
pembayaran atas harga yang ada. Apabila dikaitkan dengan perkara Robert 
Tantular, maka dapat dikatakan bahwa proses jual beli saham yang dilakukan 
tersebut telah sah secara hukum, walaupun pada faktanya I Gusti Ngurah Wisnawa 
belum melakukan pembayaran. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa saham 
yang sekarang terdapat di PT SCR sebanyak 750.000 lembar saham adalah milik I 
Gusti Ngurah Wisnawa, sehingga semua tanggung jawab akan PT SCR berpindah 
dari Robert Tantular kepada I Gusti Ngurah Wisnawa. Selain itu dapat dikatakan 
bahwa Robert Tantular sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT SCR. 
Dalam putusan peninjauan kembali ini hakim lebih condong untuk 
menerapkan aturan pada UU KPKPU dalam menyelesaikan kasus yang terjadi. 
Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa aturan yang sesuai untuk diterapkan 
dalam kasus yang terjadi antara Kurator PT SCR dan Penyidik Kepolisian adalah 
 






aturan yang berpedoman pada Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang, yaitu Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU KPKPU serta ketentuan 
yang terdapat dalam UU PT. Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat 
dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU KPKPU tersebut telah menjelaskan bahwa 
adapun semua penyitaan terhadap harta pailit yang telah dilakukan sebelum atau 
sesudah adanya putusan pernyataan pailit menjadi hapus dan jika diperlukan 
Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretan terhadap penyitaan tersebut. 
e. Hasil Kajian  
Dari kajian pembahasan dalam skripsi ini pada kasus PT. SCR sebagai 
Debitur dinyatakan pailit oleh Hukum. PT. SCR dalam hal sebagai Debitur di Wakili 
oleh Robert Tantular selaku komisaris utama PT. SCR sedang ada masalah hukum 
sebagai tersangka kasus tindak pencucian uang. Disamping itu, saham atas nama 
Robert Tantular selaku Debitur telah dijual kepada I Gusti Ngurah Wisnawan 
secara syah menurut hukum. 
Melihat keadaan seperti tersebut diatas ada beberapa tinjauan penyebab 
terjadinya kasus, antara lain adalah : 
1. Robert Tantular sebagai Komisaris Utama PT. SCR selaku Debitur yang 
dinyatakan pailit, juga mengalami kasus tersangka dalam tindak 
pencucian uang. 
2. Robert Tantular sebagai Komisaris Utama PT. SCR telah menjual 
sahamnya kepada I Gusti Ngurah Wisnawan. 
Dengan begitu menghubungkan kasus Robert Tantular dengan harta pailit 
PT SCR kurang tepat. Karena kedudukan Robert Tantular dalam PT. SCR telah 
berpindah tangan kepada orang lain. Sehingga ada perbedaan kepentingan antara 
kurator dengan penyidik. Kurator berhubungan dengan PT. SCR yang sahamnya 
telah menjadi milik kepada I Gusti Ngurah Wisnawan. Penyidik dalam melakukan 
penyitaan aset yang berhubungan dengan kasus Robert Tantular. Seharusnya 
penyidik lebih teliti dalam hal menyelidiki hubungan kepemilikan aset yang disita 
dengan tersangka. Seperti dalam hal status kepemilikan Robert Tantular terhadap 
Mal Serpong.  
Dalam hal kepemilikan aset, peneliti melihat secara kronologis terkait 






tersebut dengan Pasal 48 ayat (1) UU PT. Di dalam Pasal 48 ayat (1) UU PT 
menyatakan bahwa: “Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.”  Pasal 
ini telah secara jelas menyebutkan bahwa saham yang menjadi aset dalam PT 
dikeluarkan atas nama pemiliknya, termasuk juga saham pada PT SCR.  
3. Dalam akta yang telah mendapatkan pengesahan melalui Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut sudah 
tertera nama I Gusti Ngurah Wisnawa sebagai pemilik saham sebanyak 
750.000 lembar saham yang awalnya milik Robert Tantular, walaupun 
memang pembayaran atas jual beli tersebut belum dipenuhi. Merujuk 
pada Pasal 1457 KUHPerdata yang menerangkan bahwa:  
a) Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang dibentuk karena 
pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak 
kebendaan dan pihak yang lain bersedia untuk membayar harga yang 
diperjanjikan. 
b) Jual beli saham yang dilakukan oleh Robert Tantular dengan I Gusti 
Ngurah Wisnawa apabila dikaitkan dengan Pasal 1457 KUHPerdata 
memang belum terpenuhi sepenuhnya. Hal yang belum terpenuhi 
tersebut memang terkait dengan pembayaran yang harus dilakukan 
oleh I Gusti Ngurah Wisnawa. Dapat dilihat bahwa Robert Tantular 
telah menyerahkan seluruh sahamnya kepada I Gusti Ngurah 
Wisnawa dengan bukti akta tersebut, akan tetapi pembayaran atas 
jual beli saham tersebut belum dilakukan oleh I Gusti Ngurah 
Wisnawa. Akan tetapi, di dalam Pasal 1458 KUHPerdata juga 
menerangkan bahwa:  
c) Jual beli telah sah mengikat apabila kedua belah pihak telah mencapai 
kata sepakat tentang barang dan harga meski barang tersebut belum 
diserahkan maupun harganya belum dibayarkan.  
4. Dari pernyataan Pasal 1458 KUHPerdata tersebut disimpulkan bahwa 
dengan kata lain perjanjian jual beli, yang dalam kasus ini adalah jual beli 
saham merupakan peralihan hak dengan dasar kesepakatan dan telah 
sah meskipun belum terjadi penyerahan atas barang yang dijualbelikan 
dan juga belum terjadi pembayaran atas harga yang ada. Apabila 






proses jual beli saham yang dilakukan tersebut telah sah secara hukum, 
walaupun pada faktanya I Gusti Ngurah Wisnawa belum melakukan 
pembayaran. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa saham yang 
sekarang terdapat di PT SCR sebanyak 750.000 lembar saham adalah 
milik I Gusti Ngurah Wisnawa, sehingga semua tanggung jawab akan PT 
SCR berpindah dari Robert Tantular kepada I Gusti Ngurah Wisnawa. 
Selain itu dapat dikatakan bahwa Robert Tantular sudah tidak 
mempunyai hubungan hukum dengan PT SCR. 
 
5. Kreditur dalam hal memberikan pinjaman mengalami kesulitan untuk 
melihat apakah aset jaminan berasal dari tindak pidana atau tidak. 
Kreditur yang dimaksud dalam hal ini adalah bank, bank memang sulit 
memeriksa latar belakang dari jaminan yang diberikan debitur namun 
bisa dilakukan pengamanan kredit. Langkah pengamanan ini dimulai dari 
sejak bank merencanakan untuk memberikan kredit. Dalam menyusun 
rencana dengan sekaligus perhitungan plafond, bank telah 
memperhitungkan berbagai segi yang dapat dijangkau oleh kemampuan 
operasional. Mengatur alokasi kredit ke arah sektor-sektor yang 
favourable, diberikan ke nasabah-nasabah mana serta dengan jumlah 
plafond berapa dan sebagainya, merupakan langkah-langkah untuk 
menjaga keamanan kredit. Langkah pengamanan ini dilakukan 
sedemikian rupa oleh karena pemberian kredit terkait dengan suatu risiko 
(degree of risk) atau setidak-tidaknya memperkecil risiko yang timbul. 
Jadi pemberian jaminan bukan syarat utama bank dalam memberi 
pinjaman kredit. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan, jaminan tidak merupakan syarat mutlak, karena itu ketentuan 
pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memungkinkan untuk 
memberikan kredit tanpa jaminan. Jaminan dalam arti collateral di sini 
hanya merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi disamping 
syarat lainnya. Di dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 dikatakan bahwa dalam pemberian kredit tidak ada 






6. Seandainya putusan kepailitan dilakukan terlebih dahulu maka tidak bisa 
penyidik melakukan penyitaan terhadap harta pailit, dan harus 
mengajukan permohonan sita kepada hakim pengawas. Sesuai dengan 
pasal 31 ayat (2) “Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus 
dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan 
pencoretannya.”. Penyitaan yang dilakukan penyidik berdasar pada Pasal 
39 ayat (2) KUHAP. “Benda yang berada dalam sitaan karena perkara 
perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan 
penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang 
memenuhi ketentuan ayat (1).” 
Berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHAP, maka benda yang dapat 
diletakkan sita oleh penyidik adalah benda yang ada hubungannya 
dengan tindak pidana. Jika suatu benda tidak ada kaitan atau keterlibatan 
dengan tindak pidana, terhadap benda-benda tersebut tidak dapat 
diletakkan sita. Sebagaimana tujuan penyitaan dalam perkara pidana 
adalah untuk memudahkan proses pembuktian dalam penyidikan, 
penuntutan, dan peradilan perkara pidana, dan bukan untuk menguasai 
benda sitaan tersebut. 
Seharusnya tergugat dalam eksepsinya menggunakan dasar hukum dari 
pasal 39 KUHAP bukan malah menggunakan dasar Peraturan Pemerintah 
pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 
1998 tentang Kepailitan yang secara implisit telah mengatur tentang kewenangan 
Pengadilan Niaga yaitu hanya untuk menyelesaikan dan memeriksa perkara 
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selain itu undang-undang 
yang digunakan sudah lama tidak sesuai dengan asas Lex posterior derogat legi 
priori adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru 
mengesampingkan hukum yang lama. Hukum terbarunya ada di Pasal 307 UU 
KPKPU “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang tentang 
Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 
1906:348) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang 






Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778), dicabut dan  dinyatakan tidak 
berlaku.” Hal ini lah yang memperkuat kedudukan kurator dalam melindungi hak 
dari kreditur kepailitan karena dasar untuk membuktikan bahwa kasus ini diluar 
dari kewenangan pengadilan niaga kurang kuat. Hasil putusan kasus gugatan lain-
lain oleh kurator adalah menyatakan bahwa penyitaan pidana oleh penyidik tidak 
mempunyai kekuatan hukum dan kembali menjadi harta pailit PT SCR.  
Hakim dalam perkara ini kesulitan dalam memberikan suatu terobosan 
hukum karena kedua pihak sama-sama menjalankan tugasnya sesuai undang-
undang, penyidik yang menjalankan tugasnya mengacu pada KUHAP dan kurator 
dalam tugasnya untuk mempertahankan hak-hak kreditur kepailitan diatur dalam 
UU KPKPU. Namun dalam putusan ini hakim tidak membatalkan penetapan Ketua 
Pengadilan Negeri Tangerang sebagai dasar dalam pelaksanaan penyitaan dan 
pemblokiran tersebut, sehingga konsekuensi yuridis dari putusan untuk mencabut 
pemblokiran, nantinya akan menyebabkan akibat hukum putusan Pengadilan 
tersebut akan menjadi non eksekutabel. 
Oleh karena itu penyidik mengajukan kasasi yang dalam memorinya 
menyatakan bahwa kasus ini bukan kewenangan dari pengadilan niaga dengan 
menggunakan dasar pasal 39 KUHAP dan akibat hukum putusan sebelumnya non 
eksekutabel. Hasil putusan kasasi yaitu mengabulkan permohonan kasasi dan 
membatalkan putusan sebelumnya. Sehingga sita pidana pada mall serpong tetap 
berlaku. Namun pada kasasi PT SCR, hakim tidak melihat bahwa pengajuan kasasi 
yang dilakukan tergugat sudah melebihi batas waktu yang diatur dalam pasal 11 
ayat (2) UU KPKPU (2) “Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan 
kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah 
memutus permohonan pernyataan pailit.” Sehingga kurator mengajukan upaya 
peninjauan kembali dan dikabulkan oleh majelis hakim. 
2. Kajian Putusan Kasasi Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 
a. Kasus Posisi 
PT. Aliga Internasional Pratama secara hukum telah dinyatakan pailit 
berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 






Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Mei 2013 No. 40 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013. 
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, seluruh 
harta kekayaan PT. Aliga Internasional Pratama dalam keadaan sita umum oleh 
kurator dan kurator memiliki kewenangan membereskan seluruh harta kekayaan 
PT. Aliga Internasional Pratama. 
Harta kekayaan PT. Aliga Internasional Pratama berupa 2 (dua) bangunan 
yaitu The Aliga Hotel yang terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah 
Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, 
dan Bangunan pabrik yang terletak di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-
D Kawasan Industri Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang 
Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. SHM kedua bangunan tersebut 
tercatat atas nama Umar Ali Yanto, S.H., dan kemudian dikenal sebagai Direktur 
PT. Aliga Internasional Pratama. 
Kurator mengalami hambatan dalam melakukan Sita Umum terhadap harta 
kekayaan yang telah pailit dikarenakan telah dilakukan penyitaan terlebih dahulu 
oleh Penyidik Bareskrim Polri Direktorat II Tindak Ekonomi dan Khusus. Penyidik 
melakukan penyitaan terhadap harta pailit tersebut terkait dengan perkara dugaan 
Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang 
dilakukan oleh Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., yang disidik oleh Penyidik Bareskrim Polri 
sebagai perkara register Nomor BP/65/IX/2013/Dittipeksus, dan berkas penyidikan 
tersebut telah dinyatakan sudah lengkap (P-21) oleh Tergugat/Jaksa Agung RI 
sebagaimana surat tertanggal 18 Juli 2014 Nomor B-222/E.4/Euh/7/2014. 
Kurator berpendapat bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh 
Penyidik telah menghambat hak para kreditur untuk memperoleh pemenuhan 
piutangnya dari harta-harta kekayaan PT. Aliga Internasional Pratama. Penyidik 
Bareskrim Polri juga berpendapat penyitaan yang dilakukan tidak bertentangan 
dengan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP 
yang berbunyi: “Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau 
karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan 
mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)” Adanya 
penyitaan atas harta pailit PT. Aliga Internasional Pratama, kurator merasa sangat 






Jakarta Pusat terhadap Kejaksaan RI dikarenakan objek perkara saat ini sudah ada 
pada kewenangan Kejaksaan RI. 
b. Analisis Luas Perkara Putusan Kasasi Nomor 156 K/Pdt.Sus-
Pailit/2015 
Dalam menentukan apakah ada akibat hukum yang ditimbulkan dari 
adanya sita pidana pada harta pailit penulis meneliti 2 kasus. Kasus PT SCR dan 
PT Aliga yang memiliki permasalahan yang sama yaitu setelah adanya putusan 
pailit namun beberapa harta pailit disita oleh penyidik karena adanya dugaan 
debitur melakukan tindak pidana. Meskipun dari 2 kasus ini memiliki akar 
permasalahan yang sama namun hasil putusannya berbeda. Ada beberapa aspek 
yang menyebabkan hasil putusannya berbeda. 
Aspek pertama mengenai dasar hukum yang digunakan dalam mengajukan 
eksepsi. Dalam kedua kasus ini, eksepsinya membahas mengenai kewenangan 
absolut dari pengadilan niaga dalam menangani sengketa penyitaan harta pailit. 
Tergugat pada PT SCR yaitu Bareskrim Polri mengajukan eksepsi yang pada 
pokoknya sebagai berikut: 
1. Keberadaan Pengadilan Niaga telah diatur berdasarkan Peraturan 
Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 jo. Undang-
Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Dalam Peraturan Pemerintah 
pengganti Undang-Undang ini yang merupakan perubahan dan 
penyempurnaan terhadap Undang-Undang tentang Kepailitan Staatsblad 
Tahun 1905 nomor: 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 nomor: 348, secara 
implisit telah mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga yaitu hanya 
untuk menyelesaikan dan memeriksa perkara kepailitan dan penundaan 
kewajiban pembayaran utang; 
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 9 Tahun 
Mahkamah Agung Republik Indonesia 1976 yang menyatakan putusan 
Pengadilan tidak boleh diadili Pengadilan manapun. Hal ini menjelaskan 
bahwa penetapan Pengadilan merupakan produk Hakim pada Pengadilan 
sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan, di dalam sistem hukum Hakim 






besar yang memperoleh jaminan konstitusional dan perundangan-
undangan;106 
Jadi menurut tergugat, kewenangan pengadilan niaga hanya untuk 
menyelesaikan dan memeriksa perkara kepailitan dan penundaan kewajiban 
pembayaran utang. Pernyataan ini sejalan dengan alasan diajukannya gugatan 
oleh kurator PT SCR. Dengan adanya penyitaan yang dilakukan penyidik pada 
salah satu harta pailit PT SCR menyebabkan kurator tidak bisa menyelesaikan 
perkara kepailitan ini. Dasar hukum yang digunakan oleh tergugat dalam 
eksepsinya juga tidak lengkap dan jelas. 
Selain itu, tergugat dalam PT SCR melebihi batas waktu dalam mengajukan 
kasasi. Perkara tingkat pertama PT SCR diputus pada tanggal 19 Januari 2012, 
penyidik sudah mengajukan kasasi tanggal 27 Januari 2012 tetapi ditolak oleh 
Panitera dengan alasan pernyataan kasasi harus disertai memori kasasi. Akhirnya 
pada tanggal 30 Januari 2012 baru mengajukan kasasi. Menurut pasal 11 ayat (2) 
UU KPKPU pernyataan kasasi tersebut telah melewati batas waktu yaitu harus 
diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi 
diucapkan. Maka seharusnya judex juris menyatakan kasasi Tergugat tidak dapat 
diterima. 
Pada kasus PT Aliga, tergugat dalam mengajukan eksepsinya berdasarkan 
ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 82 ayat (3) huruf d jo Pasal 95 ayat 
(1) jo Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Tergugat berasumsi bahwa keberatan 
terhadap penyitaan merupakan wewenang praperadilan. Maka dari itu tergugat 
dalam eksepsinya meminta hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang dan 
gugatan penggugat termasuk dalam yurisdiksi absolut lingkungan peradilan lain. 
Pada kedua kasus ini dapat dilihat perbedaannya dari aspek dasar hukum yang 
digunakan dalam eksepsinya. Tergugat PT Aliga menggunakan dasar hukum yang 
lebih lengkap.  
Eksepsi pada Kasus PT Aliga juga membahas mengenai gugatan dari 
penggugat kabur (obscuur libel). Kabur dalam arti dalil pada posita dan petitum 
tidak bersesuaian. Dalam petitum angka 2 menyebutkan : 
"Menyatakan penyitaan atas 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The  
Aliga Hotel yang terletak di Jalan Thamrin No. 71 Kelurahan Ranah Parak 
 






Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 
sebagaimana Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang tertangga 
18 Desember 2012 No. 744HS.XUIPen.Pid/ 2012IPN.PDC, dan penyitaan 
bangunan pabrik di Jl. Industri Selatan I Blok QQ.No. 10-D Kawasan 
Industri Jababeka II Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang, Kabupaten 
Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Penetapan Plh Wakil Negeri 
Bekasi tertanggal 20 Desember 2012 No. 25/Pen.Pid/2012/PN. BKS, 
bertentangan dengan hukum."107 
Sedangkan dalam posita gugatan tidak ada satupun dalil Penggugat yang 
menyatakan bahwa Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 18 
Desember 2012 bertentangan dengan hukum. Jadi posita dan petitum penggugat 
tidak sesuai, hal ini menunjukkan bahwa gugatan penggugat kabur (obscuur libel). 
Aspek kedua yaitu mengenai gugatan penggugat mengandung cacat error 
in persona. Penggugat keliru dalam menarik pihak sebagai tergugat. Dalam PT 
SCR pihak tergugat yaitu Bareskrim Polri yang bertindak sebagai penyidik dalam 
perkara dugaan tindak pidana Robert Tantular. Sedangkan kasus PT Aliga, pihak 
yang ditarik sebagai tergugat adalah Kejaksaan Agung dimana bertindak sebagai 
penuntut umum. Padahal yang bertindak selaku Penyidik dalam perkara dugaan 
tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh 
tersangka Umar Ali Yanto, SH. dalam Berkas Perkara Nomor: BP/65/IX/2013/ 
Dittipideksus adalah Penyidik pada Bareskrim Polri bukan Tergugat, dan yang 
melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The Aliga 
Hotel, terletak di Jl. Thamrin No. 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan 
Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan bangunan pabrik, 
terletak di Jl. Industri Selatan I Blok QQ No. 10-D Kawasan Industri Jababeka II, 
Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi 
Jawa Barat adalah Penyidik pada Bareskrim Polri bukan Tergugat.108 
Aspek ketiga mengenai upaya hukum yang dilakukan untuk membuktikan 
bahwa harta pailit berasal dari tindak pidana atau tidak. Pada kasus PT SCR, 
 
107 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 
11/GugatanLainLain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga. Jkt.Pst. Tanggal 19 
Januari 2012. hlm 15 
108 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 
11/GugatanLainLain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 26/Pailit/2009/PN.Niaga. Jkt.Pst. Tanggal 19 






kurator berhasil membuktikan bahwa Plaza Serpong bukan hasil dari tindak pidana 
yang dilakukan Robert Tantular. Tanggung jawab Robert Tantular sebagai 
Komisaris PT SCR hanya bertanggung jawab terhadap PT SCR sebatas jumlah 
saham yang ia miliki saja, bukan keseluruhan aset perseroan. 
Apabila dikaitkan dengan kasus antara Kurator PT SCR dan Penyidik 
Kepolisian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Robert Tantular sebagai 
salah satu organ perseroan dari PT SCR, maka peneliti akan menganalisis terlebih 
dahulu tentang kedudukan dari Robert Tantular sebagai organ perseroan di dalam 
PT SCR. Dalam akta yang telah mendapatkan pengesahan melalui Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut sudah tertera nama I 
Gusti Ngurah Wisnawa sebagai pemilik saham sebanyak 750.000 lembar saham 
yang awalnya milik Robert Tantular, walaupun memang pembayaran atas jual beli 
tersebut belum dipenuhi. Pasal 1457 KUHPerdata yang menerangkan bahwa:109 
Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang dibentuk karena pihak 
yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan dan pihak 
yang lain bersedia untuk membayar harga yang diperjanjikan. 
Jual beli saham yang dilakukan oleh Robert Tantular dengan I Gusti Ngurah 
Wisnawa apabila dikaitkan dengan Pasal 1457 KUHPerdata memang belum 
terpenuhi sepenuhnya. Hal yang belum terpenuhi tersebut memang terkait dengan 
pembayaran yang harus dilakukan oleh I Gusti Ngurah Wisnawa. Dapat dilihat 
bahwa Robert Tantular telah menyerahkan seluruh sahamnya kepada I Gusti 
Ngurah Wisnawa dengan bukti akta tersebut, akan tetapi pembayaran atas jual 
beli saham tersebut belum dilakukan oleh I Gusti Ngurah Wisnawa. Akan tetapi, di 
dalam Pasal 1458 KUHPerdata juga menerangkan bahwa:110 
Jual beli telah sah mengikat apabila kedua belah pihak telah mencapai kata 
sepakat tentang barang dan harga meski barang tersebut belum diserahkan 
maupun harganya belum dibayarkan.  
Dari pernyataan Pasal 1458 KUHPerdata tersebut disimpulkan bahwa 
dengan kata lain perjanjian jual beli, yang dalam kasus ini adalah jual beli saham 
merupakan peralihan hak dengan dasar kesepakatan dan telah sah meskipun 
 
109 Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 






belum terjadi penyerahan atas barang yang dijualbelikan dan juga belum terjadi 
pembayaran atas harga yang ada. Apabila dikaitkan dengan perkara Robert 
Tantular, maka dapat dikatakan bahwa proses jual beli saham yang dilakukan 
tersebut telah sah secara hukum, walaupun pada faktanya I Gusti Ngurah Wisnawa 
belum melakukan pembayaran. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa saham 
yang sekarang terdapat di PT SCR sebanyak 750.000 lembar saham adalah milik I 
Gusti Ngurah Wisnawa, sehingga semua tanggung jawab akan PT SCR berpindah 
dari Robert Tantular kepada I Gusti Ngurah Wisnawa. Selain itu dapat dikatakan 
bahwa Robert Tantular sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT SCR. 
Pada kasus PT Aliga, pihak tergugat berhasil membuktikan bahwa 
pembelian Hotel The Aliga dan bangunan di Jabeka adalah hasil tindak pidana yang 
dilakukan oleh Umar Ali Yanto. Bangunan / hotel dengan nama The Aliga Hotel di 
Padang adalah bangunan yang diperoleh/dibeli dan dibangun dengan 
menggunakan uang/kredit dari PT. Bank BRI (Persero) Tbk. adalah tidak benar 
dan mengada-ada. Karena ternyata dan fakta bahwa uang pembelian Hotel The 
Aliga tersebut Sebagian atau seluruhnya berasal dari hasil tindak pidana perbankan 
dan tindak pidana pencucian uang Sdr. Umar Ali Yanto, SH. Hal ini dapat dibuktikan 
oleh adanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka Umar Ali Yanto, SH. yang 
dilakukan oleh Penyidik pada Bareskrim Polri tanggal 21 Januari 2013 Angka 43 
dan 44. 
Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pada mabes Polri sah dan 
berdasarkan hukum. Tindakan Penyitaan atas bangunan The Aliga Hotel dan 
bangunan pabrik/kantor di Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi adalah bagian 
dari proses hukum yang dilakukan oleh Penyidik pada Bareskrim Polri dalam 
penanganan perkara Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang 
sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan 
Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 






Bareskrim Polri telah melakukan penyitaan termasuk yang berkaitan 
dengan barang bukti bangunan The Aliga Hotel dan bangunan pabrik/kantor di 
Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi berdasarkan : 
1. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/43/V/2012/DitTipideksus 
tanggal 28 Mei 2012; 
2. Berita Acara Penyitaan tanggal tanggal 19 Desember 2012 terhadap 
bangunan The Aliga Hotel di Padang dan tanggal 08 Maret 2013 terhadap 
bangunan pabrik di Jababeka; 
3. Permintaan izin penyitaan bangunan The Aliga Hotel di Padang kepada 
Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Desember 2012 dan 
Permintaan izin penyitaan bangunan pabrik di Jababeka kepada Ketua 
Pengadilan Negeri Bekasi tanggal  11 Desember 2012; 
4. Penetapan Penyitaan Ketua Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang No.  
744/IS.XII/Pen.Pid/2012/PN.PDG tanggal 18 Desember 2012 terhadap 
bangunan The Aliga Hotel di Padang dan Penetapan Penyitaan Plh. Wakil 
Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 25/Pen.Pid/2012/PN.BKS tanggal 20 
Desember 2012 terhadap bangunan pabrik di Jababeka. 
Aspek keempat mengenai status penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. 
Dalam kasus PT SCR masih pada proses melengkapi berkas perkara (P-19). 
Sedangkan dalam PT Aliga, kelengkapan formil serta materiil sesuai dengan Pasal 
138 ayat (1) KUHAP hasil penyidikannya sudah lengkap (P-21). 
c. Hasil Kajian 
PT. Aliga Internasional Pratama secara hukum telah dinyatakan pailit 
berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
tertanggal 10 Januari 2013 No.67/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Putusan 
Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Mei 2013 No. 40 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013. 
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, seluruh 
harta kekayaan PT. Aliga Internasional Pratama dalam keadaan sita umum oleh 
kurator dan kurator memiliki kewenangan membereskan seluruh harta kekayaan 
PT. Aliga Internasional Pratama. 
Harta kekayaan PT. Aliga Internasional Pratama berupa 2 (dua) bangunan 






Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, 
dan Bangunan pabrik yang terletak di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-
D Kawasan Industri Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang 
Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. SHM kedua bangunan tersebut 
tercatat atas nama Umar Ali Yanto, S.H., dan kemudian dikenal sebagai Direktur 
PT. Aliga Internasional Pratama.  
Pada kasus aliga, terjadi sita pidana dahulu terhadap harta pailit sebelum 
badan hukum dinyatakan pailit. Sebenarnya setelah diputus pailit sebuah Badan 
Hukum sudah tidak ada sita lain selain sita umum kepailitan itu sendiri.  
Dalam upaya menangani sita pidana ini kurator melakukan gugatan terhadap 
Kejaksaan Agung atas aset pt aliga yang mengalami sita pidana. Dimana hasil 
putusan dimenangkan oleh tergugat yakni kejaksaan agung. Gugatan terhadap 
kejaksaan agung tersebut di atas, sebenarnya kurang tepat, karena yang 
melakukan penyitaan secara langsung terhadap harta pailit adalah penyidik. Maka 
seharusnya yang ditarik sebagai tergugat ialah kepala kepolisian.  
Polisi juga tidak salah dalam melaksanakan penyitaan karena telah melakukan 
tugasnya sesuai pada pasal 38 (1) KUHAP. Selain itu polisi juga telah mendapat 
penetapan dari ketua pengadilan negeri untuk menyita aset tersebut.  
Jadi dapat disimpulkan bahwa yang melakukan penyitaan terhadap harta pailit 
pt aliga bukan kejaksaan agung melainkan penyidik. Kejaksaan agung dalam kasus 
ini sebagai Penuntut Umum yang berwenang melakukan penuntutan terhadap 
siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya 
sebagaimana ketentuan Pasal 137, 138, 139 KUHAP.  
Proses penyidikan yang dilakukan juga dinyatakan sudah lengkap (P-21) 
berbeda dengan pt scr yang masih melengkapi berkas (P-19). Karena berkas 
penyidikannya sudah lengkap, tergugat jadi memiliki lebih banyak bukti untuk 
meyakinkan hakim bahwa aset tersebut benar diperoleh dari hasil tindak pidana. 
Bukti tergugat berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jadi sesuai dengan pasal 
39 ayat (1) huruf a KUHAP, aset bangunan Hotel The Aliga disita karena asset 
tersebut merupakan benda tersangka Umar Ali Yanto, SH. yang seluruh atau 







Dalam skripsi ini penulis menganalisa 2 kasus dengan hasil putusan yang 
berbeda yaitu kasus PT SCR dan PT Aliga. Berikut beberapa perbedaannya  




dasar UU KPKPU dan SEMA 
9 / 1976  
Menggunakan dasar 
ketentuan Pasal 82 ayat (1) 
huruf b jo Pasal 82 ayat (3) 
huruf d jo Pasal 95 ayat (1) 
jo Penjelasan Pasal 95 ayat 
(1) KUHAP.  
Penerapan hukum 
 
Terkait judex juris, 
Menurut pasal 11 ayat (2) 
UU KPKPU pernyataan 
kasasi tersebut telah 
melewati batas waktu yaitu 
harus diajukan paling 
lambat 8 hari setelah 
tanggal putusan yang 
dimohonkan kasasi 
diucapkan.  
gugatan dari penggugat 
kabur (obscuur libel). 
Kabur dalam arti dalil pada 
posita dan petitum tidak 
bersesuaian.  
Pihak yang ditarik 
sebagai Tergugat 
Dalam PT SCR pihak 
tergugat yaitu Bareskrim 
Polri yang bertindak 
sebagai penyidik dalam 
perkara dugaan tindak 
pidana Robert Tantular. 
Sedangkan kasus PT Aliga, 
pihak yang ditarik sebagai 
tergugat adalah Kejaksaan 
Agung dimana bertindak 
sebagai penuntut umum. 
Status harta pailit 
yang disita 
Saham milik Robert 
Tantular telah berpindah 
kepada I Gusti Ngurah 
Wisnawa, maka dapat 
dikatakan bahwa proses 
jual beli saham yang 
dilakukan tersebut telah 
sah secara hukum, 
Fakta bahwa uang 
pembelian Hotel The Aliga 
tersebut Sebagian atau 
seluruhnya berasal dari 
hasil tindak pidana 
perbankan dan tindak 
pidana pencucian uang 






walaupun pada faktanya I 
Gusti Ngurah Wisnawa 
belum melakukan 
pembayaran. Jadi dalam 
hal ini dapat disimpulkan 
bahwa saham yang 
sekarang terdapat di PT 
SCR sebanyak 750.000 
lembar saham adalah milik 
I Gusti Ngurah Wisnawa, 
sehingga semua tanggung 
jawab akan PT SCR 
berpindah dari Robert 
Tantular kepada I Gusti 
Ngurah Wisnawa. Selain itu 
dapat dikatakan bahwa 
Robert Tantular sudah 
tidak mempunyai 
hubungan hukum dengan 
PT SCR.  
Hal ini dapat dibuktikan 
oleh adanya Berita Acara 
Pemeriksaan (BAP) 
Tersangka Umar Ali Yanto, 
SH. yang dilakukan oleh 
Penyidik pada Bareskrim 
Polri tanggal 21 Januari 
2013 Angka 43 dan 44.  
Proses Penyidikan 
Dalam kasus PT SCR masih 
pada proses melengkapi 
berkas perkara (P-19).  
Sedangkan dalam PT Aliga, 
kelengkapan formil serta 
materiil sesuai dengan 
Pasal 138 ayat (1) KUHAP 
hasil penyidikannya sudah 
lengkap (P-21).  
 
Dari 2 kasus diatas meskipun terdapat hasil putusan yang berbeda, pt scr 
tetap pada perdata sedangkan pt aliga menjadi ke pidana. Namun antara putusan 
pengadilan perdata dan putusan pidana nya tidak ada yang saling berjalan sendiri-
sendiri. Seperti pada kasus PT SCR, putusan perdata memutuskan bahwa mall 
serpong dikembalikan kepada kurator. Putusan pidana dari PT SCR juga 






3. Hasil Kajian Umum 
Masalah utama dalam skripsi ini adalah tentang kepailitan yang 
menyangkut hubungan antara Kreditur dan Debitur utamanya dengan Penyitaan 
Aset Jaminan. Hubungan antara Kreditur dan Debitur telah memenuhi persyaratan 
dan aturan yang ada demi keamanan dan keselamatan masing-masing pihak agar 
tidak saling merugikan. Hal ini dilakukan berdasarkan aturan perundangan dan 
hukum yang berlaku. Dimana dalam masalah ini peneliti memandang bahwa 
persoalan yang timbul bersumber dari tersangka Robert Tantular sebagai Debitur 
terlibat dalam kasus pidana pencucian uang.  
Dalam dua kasus yang peneliti ambil sebagai pokok kajian dalam skripsi 
ini, focus masalah yang diambil adalah penyitaan aset jaminan dalam kepailitan 
karena diduga harta (boedel) pailit adalah hasil dari tindak pidana. Dari analisis 
yang peneliti lakukan ada poin-poin penting yang bisa menjadi pertimbangan 
dalam menangani kasus sita pidana dan memberikan perlindungan hukum bagi 
kreditur adalah sebagai berikut : 
1. Dalam sebuah akad kredit atau pembiayaan seluruh persyaratan tentunya 
telah terverifikasi di awal sebelum pencairan dilakukan, dan dituangkan 
dalam sebuah akta perjanjian. Antara lain pemeriksaan dari sisi aspek legal 
formal yang diperlukan termasuk dari sisi jaminan yang diberikan. Dimana 
didalamnya juga telah ditetapkan Hak Tanggungan atas tanah untuk 
pelunasan utang pada kreditor berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang 
Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UU HT). Dimana aset jaminan 
bisa diuangkan untuk pelunasan Utang dengan cara jual-beli barang agunan 
baik melalui pelelangan yang diatur dengan ketentuan Pasal 6 UU 
Perbankan, atau diluar pelelangan sesuai UU Perbankan yang menghapus 
ketentuan Pasal 6 k UU Perbankan. 
2. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU KPKPU menegaskan bahwa kedudukan 
sita umum lebih tinggi dibandingkan dengan sita lainnya karena dengan 
adanya sita umum semua sita menjadi hapus bahkan apabila terpaksa hakim 
pengawas dapat melakukan pencoretan terhadap sita di luar sita umum. 
Permasalahannya adalah dalam praktiknya tidak semua sita hapus dengan 






3. Adanya penetapan sita pidana kepada aset jaminan debitur yang dilakukan 
oleh penyidik, merupakan satu tindakan hukum yang menghambat tugas 
kurator dalam rangka menerapkan sita perdata atas putusan pailit kepada 
PT. SCR. Dengan adanya sita pidana oleh penyidik bukan merupakan salah 
satu penyebab hapusnya hak jaminan dan hak tanggungan yang menjadi 
hak Kreditor. Karena dalam Pasal 18 angka 1 UU HT dikatakan bahwa: 
Hak tanggungan akan hapus atau hilang dalam hal terpenuhinya hal-hal 
sebagai berikut:  
a. hapusnya utang yang dijaminkan dengan hak tanggungan; 
b. dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan; 
c. pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh 
pengadilan negeri; 
d. hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.  
4. Disamping itu, UU Tipikor mengatur secara spesifik tentang perlindungan 
terhadap pihak ketiga (dalam konstruksi kasus diatas adalah kreditur) Pasal 
19 UU Tipikor menyatakan: 
a. Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan 
kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga 
yang beritikad baik akan dirugikan. 
b. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka 
pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada 
pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) 
bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk 
umum. 
c. Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak 
menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. 
d. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta 
keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan. 
5. Pada saat kasus tersebut terungkap dan Robert Tantular menjadi tersangka, 
pada saat itu saham PT. SCR telah berpindah tangan ke orang lain, yang 
secara otomatis Robert Tantular sadah tidak memiliki kekuasaan atas PT. 






tidak lagi menjadi bagian dari PT. SCR dan tidak mempengaruhi atas sita 
aset yang dilakukan oleh Kurator. 
6. Dalam contoh kasus yang dilakukan PT. Aliga, Kurator melakukan gugatan 
kepada Kejaksaan Agung atas sita pidana merupakan hal yang salah, 
seharusnya menarik pihak penyidik dan mengajukan surat keberatan kepada 
pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan 
setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Untuk 
menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan dan 
meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan. 
7. Jika putusan pengadilan telah ditetapkan, maka untuk membatalkan dapat 
dilakukan upaya praperadilan oleh Kurator berdasarkan pasal 80 KUHAP 
bahwa “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian 
penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut 
umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan 
negeri dengan menyebutkan alasannya.”  
Dalam hal ini legal standing kurator bisa mengajukan upaya praperadilan 
sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Kepentingan pengajuan upaya 
praperadilan ini adalah untuk melindungi pemenuhan hak kreditor dalam 
kepailitan karena aset yang disita oleh penyidik merupakan bagian dari 
boedel pailit. 
Apabila dalam praperadilan dengan bukti-bukti bahwa seluruh prosedur 
penyaluran kredit telah sesuai dengan ketentuan yang ada dan masih dinyatakan 
kalah. Dan aset ditetapkan sebagai aset sita pidana. Maka kurator bisa mengambil 
langkah-langkah antara lain sebagai berikut : 
1. Apabila dengan disita salah satu boedel pailit membuat biaya 
pemberesan lebih besar dari harta yang dimiliki debitur, maka setiap 
anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung 
jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi sesuai 
yang diatur dalam pasal 115 UU PT.  
2. Jika tetap tidak tercukupi untuk membayar biaya pemberesan pailit maka 
putusan pernyataan pailit dapat dicabut. Berdasarkan Pasal 18 UU 
KPKPU, pencabutan putusan pailit ini dilakukan oleh Pengadilan atas usul 
Hakim Pengawas dengan mendengar keterangan panitia kreditor 






mendengar keterangan Debitur. Putusan pencabutan pernyataan pailit ini 
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan wajib 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta paling sedikit 
dua surat kabar harian.  
3. Dalam putusan tersebut ditetapkan pula oleh hakim jumlah biaya 
kepailitan dan imbalan jasa Kurator yang harus dibayar oleh Debitur. 
Terhadap penetapan biaya ini tidak dapat dilakukan upaya hukum dan 
pembayarannya harus didahulukan dari semua hutang yang tidak dijamin 
dengan agunan. 
 
Disamping itu, Pasal 39 KUHAP dan Pasal 31 UU KPKPU merupakan dua 
aturan yang “dipertentangkan” oleh para pihak, baik dalam kepailitan PT. SCR dan 
kepailitan PT. Aliga. Namun dalam kepailitan PT. SCR, Majelis Hakim lebih 
menekankan pada adanya tindak pidana korupsi oleh Robert Tantular (salah satu 
direksi PT.SCR) yang sudah berstatus Terpidana. 
Namun, kembali kepada pendapat M. Yahya Harahap, bahwa “penilaian 
faktor relevansi dan pengertian kepentingan pemeriksaan, cenderung subjektif”, 
pun pendapat Majelis Hakim yang berpendapat bahwa “… kasus Century (Robert 
Tantular yang sudah berstatus terpidana dalam perkara lain) yang merupakan 
atensi dan sudah menjadi sorotan dari semua kalangan…”. 
Penyitaan merupakan upaya paksa yang berisi: 
1. satu sisi merupakan “perampasan” harta kekayaan seseorang (tersangka 
atau terdakwa), sebelum putusan perkara memperoleh kekuatan hukum 
tetap, sehingga pada dasarnya tindakan penyitaan, mengandung: 
a) penghinaan dan pemerkosaan, serta 
b) bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, 
2. namun pada sisi lain, dalam hal tertentu demi untuk kepentingan umum 
dalam rangka menyelesaikan perkara pidana, secara eksepsional undang-
undang membenarkan penyitaan.111 
Pada akhirnya, putusan Judex Juris tersebut dibatalkan oleh Mahkamah 
Agung berdasarkan putusan No. 157 K/Pdt.Sus/2012, dan menyatakan sita atas 
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harta pailit PT. SCR, yang dilakukan oleh Penyidik, dan telah diputus oleh Judex 
Juris yang menekankan pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Robert 
Tantular, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Prinsip dari penyitaan adalah demi kepentingan umum. Maka apabila 
penyitaan dilakukan demi penyelesaian perkara pidana, tetap harus diperhatikan 
relevansi dan urgensinya, sedangkan tujuan dari penyitaan oleh penyidik dalam 
perkara pidana salah satunya adalah untuk mengembalikan kerugian Negara. 
Sedangkan sita umum kepailitan sita umum kepailitan “mempresentasikan 
kepentingan pihak lain atau masyarakat termasuk kepentingan aparat penegak 
hukum”112. Sehingga tujuan utama dari kepailitan PT. SCR adalah supaya kreditor 
dapat memperoleh pengembalian piutangnya pun debitor dapat membayar utang-
utangnya, dengan cara yang terorganisir, efektif, dan sistematis. 
Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum harus 
memperhatikan tiga unsur penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, 
kemanfaatan hukum, atau keadilan hukum. Ketiga unsur tersebut harus 
diperhatikan secara seimbang tidak boleh berat pada satu unsur saja. Sehingga 
penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat tujuan hukum 
dapat tercapai untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.113 
Tidak dapat dipungkiri dari ketiga nilai hukum di atas satu dengan yang 
lainnya terkadang tidak dapat disinkronkan dan saling berhadap-hadapan, 
walaupun demikian keadilan tetap harus diutamakan. Disusul dengan kemanfaatan 
dan kepastian hukum. Akan lebih adil ketika dilakukan sita umum terlebih dahulu 
karena di sini kreditor yang sudah lama menanti haknya dapat dengan segera 
mendapatkan haknya dan negara tidak perlu khawatir karena kurator dapat 
menjamin negara ditempatkan sebagai kreditor pemegang hak istimewa untuk 
selalu didahulukan pemenuhan kewajibannya. Jadi sudah dapat ditentukan sita 
umum kepailitan yang harus didahulukan terlebih dahulu dari sita pidana. 
“Jika sitanya lebih dahulu kemudian dia pailit maka kurator untuk 
mengangkat sita pidana tersebut kurator jangan mengajukan kepada hakim niaga, 
kiranya dilakukan pra peradilan. Namun, jika sudah pailit kemudian jaksa hendak 
menyita, jaksa harus meminta izin kepada hakim pengawas atau hakim pemutus 
 
112 M. Hadi Shubhan, op.cit., h. 73 
113 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma 






niaga, jangan main sita. Lapor dulu ke pengawas jika tidak bisa maka melakukan 
gugatan lain-lain untuk memastikan bahwa harta kepailitan adalah hasil tindak 
pidana, dan ini perlu dibuktikan terlebih dahulu agar tidak terjadi percampuran 
harta. (Pasal 31 UU KPKPU dan Pasal 39 KUHAP) kiranya harus izin dahulu kepada 
hakim”.114 
Maka upaya hukum yang dapat dilakukan kurator apabila penyidik telah 
terlebih dahulu meletakkan sita atas harta pailit debitor pailit, sebelum putusan 
pernyataan pailit diucapkan (kasus kepailitan PT.SCR), adalah dengan mengajukan 
praperadilan sesuai dengan aturan dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d. KUHAP, untuk 
menetapkan bahwa benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian, sehingga 
benda sitaan tersebut harus segera dikembalikan kepada kurator. Atau kurator 
juga dapat mengajukan gugatan lain-lain sebagaimana dilakukan oleh kurator PT. 
SCR, yang kemudian atas putusan gugatan lain-lain tersebut dapat diajukan upaya 
hukum Kasasi dan, bila diperlukan, Peninjauan Kembali. 
  
 
114 Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang 
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2017, h. 79, 
sebagaimana dikutip dari pendapat M. Hadi Shubhan, dalam pertemuan ilmiah Forum Hukum 






B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Sita Umum Harta Pailit 
Hasil Dari Tindak Pidana 
1. Upaya Perlindungan Hukum 
Pada saat Debitur mengalami Pailit maka hal ini akan berakibat langsung 
pada Kreditur sebagai pihak yang bertanggung jawab atas dana pinjaman dari 
debitur.  Pada saat Debitur dinyatakan pailit maka Kreditur harus melakukan 
upaya-upaya penyelamatan agar pengembalian dana yang telah dikeluarkan 
kepada Debitur bisa dilakukan. 
Secara umum perlindungan hukum untuk pengembalian dana dari Debitur 
telah diatur oleh Undang-undang antara lain adalah: 
a. Upaya Perlindungan Hukum yang dilakukan Oleh Kreditur dan 
Kurator 
a. Melengkapi dengan Hak Tanggungan pada Aset Jaminan. 
Kreditur telah melakukan tindakan preventif dalam memberikan sistem 
keamanan dalam penyaluran kreditnya mulai dari akad perjanjian kredit 
ditandatangani. Dimana dalam Kesepakatan antara Kreditur dan Debitur dalam 
perjanjian kredit disertakan Aset Jaminan yang dilengkapi dengan Hak 
Tanggungan yang telah diatur dalam UU HT. Secara garis besar pemberian Hak 
Tanggungan bisa dilihat pada Pasal 1 yang berbunyi : 
1. Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan 
dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak 
jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang 
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 
kreditur tertentu terhadap kreditor-kreditor lain;  
2. Kreditor adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-
piutang tertentu;  







4. Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, adalah 
pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta 
pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan 
akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
5. Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah Akta PPAT yang berisi 
pemberian Hak Tanggungan kepada kreditur tertentu sebagai jaminan 
untuk pelunasan piutangnya; 
6. Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di 
wilayah kabupaten, kotamadya, atau wilayah administratif lain yang 
setingkat, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan 
pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. 
Jika dikemudian hari, terjadi permasalahan antara Kreditur dan Debitur 
dalam pengembalian pinjaman maka Kreditur dengan persetujuan Debitur bisa 
menggunakan menjual Aset Jaminan yang telah dipasang Hak Tanggungan seperti 
yang telah diatur dalam UU Perbankan Pasal 6 (d) yang berbunyi :  
“Usaha Bank Umum meliputi :  membeli, menjual atau menjamin atas risiko 
sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.” 
Dari sini dapat dilihat bahwa bank bisa melakukan penjualan aset jaminan 
dengan persetujuan nasabahnya. Secara lebih jelas dalam pelaksanaannya, UU 
Perbankan pada Pasal 12 yang berbunyi :  
1. Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik 
melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan 
penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan 
kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal 
Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan 
ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. 
2. Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah." 






Dalam kondisi khusus dimana debitur tidak mampu membayar pinjaman 
dan dinyatakan Pailit. UU KPKPU juga mengatur mengenai upaya hukum yang 
dapat dilakukan oleh para pihak dalam kepailitan seperti kurator, kreditor maupun 
pihak ketiga terhadap pencocokan piutang, daftar pembagian. Hal lain-lain lebih 
lanjut dijelaskan dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) UU KPKPU yaitu actio pauliana, 
perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara di mana debitur, kurator 
atau pengurus, kreditor menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan 
dengan harta pailit, termasuk pula pada gugatan terhadap debitur yang karena 
kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan pailit. 
Gugatan yang diajukan berdasarkan hal tersebut diatas diajukan di 
Pengadilan Niaga pada pengadilan yang sama dengan putusan pernyataan pailit 
diucapkan. Gugatan tersebut di proses dengan menggunakan hukum acara yang 
berlaku dalam menangani perkara kepailitan atau sesuai dengan UU KPKPU. 
Bahwa actio pauliana termasuk dalam hal-hal lain yang dapat diajukan 
mengenai kepailitan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) UU 
KPKPU. Actio Pauliana telah dikenal dalam hukum perdata yang diatur dalam Pasal 
1341 KUHPerdata. Menurut ketentuan dalam pasal 1341 KUHPerdata yang 
dimaksud actio pauliana adalah segala perbuatan debitur yang diketahuinya dapat 
merugikan kreditor atau orang yang berpiutang maka si berpiutang dapat 
mengajukan pembatalan atas perbuatan tersebut. Menurut hukum perdata 
terdapat tiga jenis actio pauliana antara lain; 
a) Actio pauliana yang umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 
1341 KUHPerdata; 
b) Actio pauliana dalam hukum waris sebagaimana yang diatur dalam 
pasal 1061 KUHPerdata; 
c) Actio pauliana dalam kepailitan sebagaimana yang diatur dalam 
pasal 41 sampai dengan pasal 47 UU KPKPU; 
Ketentuan Actio pauliana dalam kepailitan berkaitan dengan prinsip paritas 






kreditornya sampai dengan utang-utang debitur lunas. Kartini Muljadi mengatakan 
terdapat empat syarat Actio pauliana dalam kepailitan antara lain;115 
a) Debitur harus melakukan suatu rechtshandeling atau perbuatan 
hukum sebelum pernyataan pailit diucapkan; 
b) Perbuatan hukum yang dilakukan debitur sepatutnya telah 
diketahui akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor; 
c) Pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum dengan debitur telah 
mengetahui perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi 
kreditur; 
d) Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitur 
(verplicht); 
Actio pauliana dalam kepailitan diatur dalam Pasal 30, pasal 41 dan pasal 
42 UU KPKPU. Sesuai dengan aturan dalam pasal tersebut yang dapat mengajukan 
pembatalan terhadap actio pauliana adalah kurator. Kurator dapat mengajukan 
gugatan pembatalan dengan membuktikan bahwa perbuatan debitur tersebut 
dapat merugikan kepentingan kreditur maupun debitur telah mengetahui 
bahwasanya perbuatannya dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Akibat 
dikabulkannya gugatan actio pauliana, pihak yang kalah atau pihak yang terbukti 
melakukan tindakan actio pauliana wajib melakukan; 
1. Mengembalikan harta kekayaan yang diperoleh dari debitur sebelum 
debitur pailit; 
2. Wajib mengembalikan barang dengan ditambah ganti kerugian apabila 
barang tersebut mengalami kenaikan ataupun penurunan harga; 
3. Wajib mengganti rugi apabila barang tersebut tidak lagi berada dalam 
penguasaannya ataupun hilang; 
c. Perlawanan 
Perlawanan terhadap daftar pembagian termasuk pada upaya hukum 
dalam kepailitan dapat dilakukan oleh kreditur yang tidak setuju terhadap daftar 
pembagian yang dibuat oleh kurator. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 193 
ayat (1) UU KPKPU bagi kreditur yang tidak setuju terhadap daftar pembagian 
 






piutang dapat mengajukan keberatan dengan cara mengajukan surat keberatan 
disertai alasan kepada panitera Pengadilan Niaga.116 Perlawanan sebagaimana 
dimaksud dapat diajukan sebelum tenggang waktu daftar pembagian diumumkan, 
apabila setelah tenggang waktu berakhir kreditor baru mengajukan surat 
keberatan, maka keberatan kreditor tidak dapat diterima dan setelah tenggang 
waktu berakhir kreditor secara mutatis mutandis menerima dan menyetujui daftar 
pembagian tersebut. 
Perlawanan yang diajukan oleh kreditor terhadap daftar pembagian yang 
telah didaftarkan di panitera pengadilan niaga, maka segera setelah berakhirnya 
Hakim pengawas menetapkan hari untuk memeriksa di sidang pengadilan terbuka 
untuk umum (pasal 194 ayat (1) UU KPKPU).117 Persidangan mengenai perlawanan 
daftar pembagian, jurusita wajib memberitahukan kepada kurator, (pasal 194 ayat 
(3) UU KPKPU). Sidang mengenai perlawanan daftar pembagian di hanya dalam 
waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tenggang waktu dalam daftar 
pembagian (pasal 194 ayat (4) UU KPKPU). 
Kurator dan setiap kreditur maupun kuasanya dalam sidang perlawanan 
dapat mendukung ataupun membantah daftar pembagian disertai dengan 
alasannya (pasal 194 ayat (5) UU KPKPU). Dalam waktu 7 hari pengadilan harus 
telah memberikan putusan disertai dengan pertimbangan hukum mengenai 
perlawanan tersebut (pasal 194 ayat (6) UU KPKPU). 
d. Praperadilan 
Apabila memang diketahui aset yang termasuk boedel pailit merupakan 
hasil dari tindak pidana seperti pencucian uang dan putusan pengadilan 
menyatakan masuk kedalam ranah pidana. Maka kurator tidak tepat untuk 
melakukan gugatan lain-lain dalam kepailitan, sebaiknya mengajukan 
praperadilan. Selain itu akan membuat penyitaan yang dilakukan penyidik 
berkekuatan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum. Penyitaan yang 
dilakukan penyidik juga telah memenuhi persyaratan dalam KUHAP:  
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Pasal 38 ayat (1): "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat 
izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat". 
Pasal 39 ayat (1): "Yang dapat dikenakan penyitaan adalah : 
1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian 
diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak 
pidana; 
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak 
pidana atau untuk mempersiapkannya; 
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak 
pidana; 
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; 
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana." 
Sita pidana yang dilakukan penyidik pada boedel pailit termasuk ke dalam 
lingkup peradilan pidana. Maka untuk membatalkan sita dalam perkara pidana 
tidak dapat dilakukan oleh lembaga peradilan yang lain, seperti upaya kurator 
mengajukan gugatan lain-lain pada pengadilan niaga.  
Akan tetapi harus dilakukan oleh lembaga peradilan pidana itu sendiri yaitu 
praperadilan yang diatur dalam pasal 82 ayat 3 KUHAP “….dalam hal putusan 
menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, 
maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera 
dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.”  
Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 
yang berwenang untuk menyatakan sah tidaknya suatu sita di dalam perkara 
pidana adalah lembaga peradilan pidana (praperadilan) bukan lembaga peradilan 
lain (pengadilan niaga). 
Praperadilan diatur dalam pasal 77 – Pasal 83 KUHAP merupakan upaya 
bagi pihak yang merasa dirugikan atas adanya penangkapan, penahanan, 
penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Bahwa dalam pasal 82 ayat (1) KUHAP 
lebih lanjut diatur mengenai objek praperadilan yaitu ada benda yang disita.  
Dalam pasal 80 KUHAP dijelaskan bahwa “Permintaan untuk memeriksa 






oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada 
ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”  
Pada pasal ini dapat diketahui legal standing kurator dalam mengajukan 
upaya praperadilan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Kepentingan 
pengajuan upaya praperadilan ini adalah untuk melindungi pemenuhan hak 
kreditor dalam kepailitan karena aset yang disita oleh penyidik merupakan bagian 
dari boedel pailit. 
e. Renvoi Prosedur dalam Kepailitan 
Upaya hukum lain terkait perkara kepailitan yang dapat dilakukan oleh 
kurator maupun kreditor adalah dengan renvoi prosedur. Renvoi prosedur sendiri 
disebut juga bantahan terhadap daftar piutang kreditor. Renvoi prosedur dapat 
diajukan di pengadilan apabila hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kurator 
dan kreditor yang membantah daftar piutang sebagaimana yang diatur dalam 
pasal 127 ayat (1) UU KPKPU. Renvoi prosedur yang dimaksudkan adalah bantahan 
kreditur terhadap daftar piutang sementara kreditor yang diakui atau dibantah oleh 
kurator. 
Bantahan daftar piutang yang dibantah oleh kurator adalah sebagaimana 
daftar piutang sementara yang dimaksud dalam pasal 117 UU KPKPU. Daftar 
piutang sementara dibuat oleh kurator dan dalam daftar piutang sementara 
tersebut kurator membedakan antara piutang yang telah disetujui dan piutang 
yang dibantah berikut dengan alasannya. Bantahan daftar piutang yang tidak 
mencapai titik temu dan tidak segera dimasukkan dalam daftar piutang yang diakui 
tersebut yang menjadi objek dalam renvoi prosedur. 
Renvoi prosedur dapat dikatakan sebagai pencocokan ulang utang piutang 
antara kurator dan kreditor yang tidak dapat mencapai titik temu dan kemudian 
diserahkan kepada pengadilan. Renvoi prosedur hanya dapat diajukan oleh kurator 
maupun kreditor yang dalam daftar piutang sementara dibantah oleh kurator. 
Prosedur renvoi diperiksa secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 
127 ayat (3) UU KPKPU. UU KPKPU tidak mengatur mengenai berapa lama proses 
renvoi prosedur di pengadilan, akan tetapi apabila kreditor yang mengajukan 






bantahan tersebut dan hakim pemeriksa wajib mengakui piutang yang ada 
sebelumnya (pasal 127 ayat (4) UU KPKPU. 
b. Upaya Hukum yang dilakukan oleh Debitur sendiri  
Bahwa kepailitan selain peradilannya yang mempunyai kekhususan 
terdapat hal khusus lainnya dalam proses kepailitan yakni dalam upaya hukum 
kepailitan yaitu tidak dikenal adanya upaya hukum banding melainkan langsung 
kasasi. Dengan tidak adanya upaya hukum banding, maka pihak yang merasa 
keberatan dengan adanya putusan pailit maka dapat mengajukan permohonan 
kasasi. Upaya hukum luar biasa terhadap putusan pernyataan pailit ialah 
Peninjauan Kembali. Upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali akan lebih 
dijelaskan dibawah ini sebagai berikut; 
a. Kasasi 
Ketentuan upaya hukum kasasi diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 
14 UU KPKPU. Perbedaan antara upaya hukum kasasi dalam hukum acara perdata 
biasa dengan perkara kepailitan adalah dalam perdata biasa kasasi dapat diajukan 
paling lama 180 hari sejak diterimanya putusan pengadilan tinggi sedangkan dalam 
perkara kepailitan, upaya hukum kasasi dapat diajukan paling lambat 8 hari setelah 
tanggal putusan pailit diucapkan. Sehingga dalam perkara kepailitan diberikan 
waktu yang singkat agar mempercepat pengurusan dan pemberesan harta pailit 
serta melindungi hak-hak debitur maupun kreditor. 
b. Peninjauan Kembali 
Selain upaya hukum kasasi, dalam perkara kepailitan dikenal dengan upaya 
hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 14 serta Pasal 
295 sampai dengan Pasal 298 UU KPKPU. Permohonan peninjauan kembali dapat 
diajukan terhadap perkara yang telah diputus dan terdapat bukti baru yang 
ditemukan serta terdapat kekeliruan yang nyata yang diberikan dalam putusan 
hakim terdahulu (sebagaimana ketentuan dalam Pasal 295 ayat (2) UU KPKPU). 
Jangka waktu permohonan peninjauan kembali atas dasar ditemukannya bukti 
baru yakni 180 hari sedangkan apabila adanya kekeliruan yang nyata oleh hakim 
dalam putusan terdahulu dapat dimohonkan peninjauan kembali paling lambat 30 







2. Perlindungan Kreditur Atas Sita Jaminan Apabila Harta Pailit Hasil 
Dari Tindak Pidana 
Secara Umum berbagai bentuk perlindungan dan upaya hukum dalam 
rangka memberikan jaminan kepada Kreditur atas pengembalian pinjaman kredit 
dari debitur melalui sita jaminan telah disampaikan dalam pembahasan di atas. 
Persoalan utama dalam poin pembahasan ini adalah : “Sita Jaminan Apabila Harta 
Pailit Hasil Dari Tindak Pidana”. 
Karena Aset Jaminan merupakan bagian dari hasil tindak pidana, maka 
secara otomatis Aset Jaminan akan dikenakan sita pidana oleh penyidik. Hal ini 
akan menjadi hambatan bagi kreditur atau kurator dalam menyelesaikan proses 
pelunasan piutang debitur terhadap kreditur. 
Secara undang-undang perlakuan sita pidana yang dilaksanakan oleh 
penyidik sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu : Pasal 1 angka 
16 KUHAP yang mendefinisikan penyitaan sebagai: “Serangkaian tindakan penyidik 
untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda 
bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan 
pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. 
Sedangkan menurut Pasal 39 KUHAP meliputi: 
1. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah: 
a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau 
sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari 
tindak pidana; 
b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak 
pidana atau untuk mempersiapkannya; 
c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak 
pidana; 
d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; 
e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana 
yang dilakukan. 
2. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit 
dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili 






Tetapi Pihak Bank selaku kreditur, pemberian kredit merupakan tindakan 
yang positif dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak pelaksana undang-
undang perbankan. Untuk itu UU Tipikor memberikan perlindungan hukum dalam 
hal ini disebut sebagai pihak ketiga yang beritikad baik. Seperti yang disampaikan 
dalam Undang-undang sebagai berikut : 
UU Tipikor mengatur secara spesifik tentang perlindungan terhadap pihak 
ketiga (dalam konstruksi kasus diatas adalah kreditur) Pasal 19 UU Tipikor 
menyatakan: 
1. Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan 
terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik 
akan dirugikan. 
2. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak 
ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang 
bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan 
pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum. 
3. Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak 
menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. 
4. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta 
keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan. 
5. Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut 
umum. 
Dari ketentuan diatas terlihat bahwa UU Tipikor melindungi kepentingan 
pihak ketiga yang beritikad baik dan juga memberikan kesempatan kepada pihak 
ketiga untuk mengajukan keberatan kepada pengadilan dalam jangka waktu dua 
bulan setelah putusan pengadilan diucapkan. 
Disamping itu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1731 K/Pdt/2011 
menegaskan bahwa objek jaminan kredit yang telah dibebani hak tanggungan 
yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan, memiliki hak dan kepentingan 
yang melekat dan harus mendapat perlindungan hukum, sebagaimana tersebut 






1. Suatu objek sengketa dalam perkara a quo yang telah diletakkan 
Sertifikat Hak Tanggungan, menjadi hak utama bagi pemegang hak 
tanggungan untuk dijadikan pelunasan kewajiban hukum debitur, oleh 
karena hak debitur atas objek hak tanggungan dipandang secara hukum 
berpindah kepada pemegang hak tanggungan (kreditur); 
2. Oleh karena itu kreditur mempunyai hak istimewa atas penjualan objek 
hak tanggungan untuk pelunasan kewajiban hukum debitur adalah harus 
dilindungi oleh hukum. 
Dalam sebuah akad kredit atau pembiayaan seluruh persyaratan tentunya 
telah terverifikasi di awal sebelum pencairan dilakukan, dan dituangkan dalam 
sebuah akta perjanjian. Antara lain pemeriksaan dari sisi aspek legal formal yang 
diperlukan termasuk dari sisi jaminan yang diberikan. Dimana didalamnya juga 
telah ditetapkan Hak Tanggungan atas tanah untuk pelunasan utang pada kreditor 
berdasarkan UU HT. Karena dalam Pasal 18 angka 1 UU HT dikatakan bahwa: 
Hak tanggungan akan hapus atau hilang dalam hal terpenuhinya hal-hal 
sebagai berikut:  
a. hapusnya utang yang dijaminkan dengan hak tanggungan; 
b. dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan; 
c. pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh 
pengadilan negeri; 
d. hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.   
Sehingga aset jaminan bisa diuangkan untuk pelunasan Utang dengan 
cara jual-beli barang agunan baik melalui pelelangan yang diatur dengan 
ketentuan Pasal 6 UU Perbankan, atau diluar pelelangan sesuai UU Perbankan 
yang menghapus ketentuan Pasal 6 k UU Perbankan. 
Dalam kepailitan sendiri juga diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) 
UU KPKPU menegaskan bahwa kedudukan sita umum lebih tinggi dibandingkan 
dengan sita lainnya karena dengan adanya sita umum semua sita menjadi hapus 
bahkan apabila terpaksa hakim pengawas dapat melakukan pencoretan terhadap 
sita di luar sita umum. Pasal ini melindungi kepentingan kreditor supaya terpenuhi 
haknya. 
Dari ulasan di atas maka posisi kreditur cukup mendapatkan perlindungan 
secara hukum melalui undang-undang yang telah ada. Namun tidak menutup 






mengancam kerugian pihak kreditur. Apabila dengan disita salah satu boedel pailit 
membuat biaya pemberesan lebih besar dari harta yang dimiliki debitur, maka 
setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab 
dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi sesuai yang diatur 
dalam pasal 115 UU PT.  
 
 









Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh penulis di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Dalam kedua kasus yang diteliti oleh penulis dengan permasalahan yang 
sama yaitu sita pidana pada kepailitan memiliki akibat hukum yang 
berbeda. Pada PT SCR putusan pengadilan menetapkan harta pailit kembali 
kepada kurator sedangkan pada PT Aliga kembali kepada penyidik. 
Sebaiknya kurator pada kedua kasus tersebut tidak mengajukan gugatan 
lain-lain kepailitan melainkan upaya praperadilan karena sudah masuk 
kedalam ranah pidana. Dalam hal ini legal standing kurator bisa 
mengajukan upaya praperadilan sebagai pihak ketiga yang 
berkepentingan. Kepentingan pengajuan upaya praperadilan ini adalah 
untuk melindungi pemenuhan hak kreditor dalam kepailitan karena aset 
yang disita oleh penyidik merupakan bagian dari boedel pailit. 
2. Dalam melindungi hak kreditur dalam kasus kepailitan, Kurator dapat 
mengajukan upaya praperadilan dengan dasar hukum Pasal 31 UU KPKPU, 
Pasal 6 UU Perbankan, Pasal 18 UU HT, Pasal 19 UU Tipikor, Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 1731 K/Pdt/2011. Apabila dalam praperadilan 
dengan bukti-bukti bahwa seluruh prosedur penyaluran kredit telah sesuai 
dengan ketentuan yang ada dan masih dinyatakan kalah. Hal ini membuat 
biaya pemberesan lebih besar dari harta yang dimiliki debitur, maka setiap 
anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung 
jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi sesuai 
yang diatur dalam pasal 115 UU PT. 
B. Saran 
1. Diperlukan sinkronisasi produk legislasi (legislative review) terkait 
kewenangan aparat penegak hukum tentang penyitaan yang bersumber 
dari peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) 






pertentangan hukum atas penyitaan benda sitaan yang ada pada perkara 
kepailitan yang diatur pada KUHAP dengan akibat putusan pernyataan pailit 
atas kekayaan debitur yang berada dalam sita umum kepailitan atau boedel 
pailit yang diatur pada UU KPKPU. 
2. Diperlukan sinkronisasi struktural pada sistem peradilan terpadu dalam 
proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Dalam 
upaya penegakkan hukum hendaklah sesama aparat penegak hukum 
membuang ego struktural masing-masing institusi, sebab terdapat dimensi 
hukum lain yang juga harus diperhatikan eksistensinya. Sehingga dengan 
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